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ABSTRAK

Nama : Edi Suryajaya, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI

DERIVATIF YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK
OLEH BANK (Studi Kasus Hardi Widjaja Kusuma melawan
Deutsche Bank AG Jakarta)

Tesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secara
sepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencar
dilakukan adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebut
dengan “ Transaksi D erivatif”. Kasus ini terjadi karena adanya transaksi d ervatif yang
dilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG,
Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT.
Dalam tulisan ini dicoba uniuk membahas, meneliti permasalahan — permasalahan yaitu
Apakah Transaksi Derivatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimana
perlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secara
sepihak oleh Bank. Metode penclitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif
yaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatif
yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karena
sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang
transaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif harus dengan kontrak tertulis,

terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 Tentang

v
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Transparansi Informasi Produk Bank D an P enggunaan D ata Pribadi N asabah, d imana
bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dan
keuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut. Perlindungan hukum terhadap
nasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yang
terpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Kata kunci :

Transaksi deivatif. Perbankan, Valuta asing
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ABSTRAC

Name : Edi Suryajaya, S.H.
Program Studi : Magister in Notarian
Title : JUDICIAL REVIEW ON DERIVATIVE

TRANSACTION CONDUCTED UNILATERALLY BY
THE BANK (CASE STUDY HARDI WIDJAYA
KUSUMA AGAINST DEUTSCHE BANK AG)

This thesis explain about Derivatif Transaction conducted unilaterally by
the Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is done
is by exploiting transaction foreign currency or so-called with "Derivative
Transaction". This case was happened because derivative transaction has
conducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG,
Jakarta, what sued by HARDI WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this article
tried to study, checks problems - problems about Could derivative transaction
doing without confirmasion. How to protect the clien to derivative transaction
conducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation law
normative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executed
without cxistence of confirmation in writing cannot be done by although in
Number Indonesia Bank Rules 7/31/PBV/2005 about derivative transaction has
arranged shall with contract written and must fulfill some clement required in the
regulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agrcement is
contracting derivative transaction. Then how protection punished to client in

derivative transaction done without existence of confirmation in writing have been
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arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/31/PBL/2005 about
derivative transaction where derivative transaction contract must with contract is
written, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR:
7/6/PB1/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCY
AND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation to
client about dangers and advantage from product which its released. Be Better If
Bank is more prioritizing explanation of across the board to the product and
always gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity of
special bank.

Key speech:

Derivative transaction, Banking, Foreign exchange
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan
sulit untuk dikendalikan. Semuanya bersaing agar usahanya menjadi bank
dengan tingkat aktivitas perbankan internasional.

Di dalam bisnis global, Bank pada umumnya melakukan kegiatan perbankan
secara umum, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun kartu kredit. Bank
dengan kemapuan Internasional sudah tidak hanya memberikan jasa perbankan
seperti yang diberikan oleh bank-bank nasional, mereka sudah mulai
menggunakan sarana telepon, internet sebagai proses transaksinya.

Pada dewasa ini perbankan yang ada di Indonesia sudah berskala
Internasional, banyak bank-bank asing masuk ke indonesia sejak awal tahun
1990, seperti bank Deutsche Bank dari Jerman, HSBC dari Hongkong, Citibank
dan lainnya dimana sudah berkembang sangat pesat sampai dengan hari ini sudah
banyak bank-bank asing ada di Indonesia. Bank dewasa ini sudah membuat
kemudahan-kemudahan bagi para nasabahnya, yang tujuannya dengan
memberikan pelayanan terbaik sehingga bisa menarik banyak nasabah. Dengan
semakin banyaknya nasabah mcmbuat bank tersebut mendapatkan dana scgar
dari masyarakat. Dana tersebut biasanya dalam bentuk tabungan, deposito atau

yang lainnya yang termasuk dalam produk perbankan.
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Banyaknya bank asing menyebabkan banyaknya produk-produk bank asing
yang ditawarkan di Indonesia, seperti tabungan dan deposito dengan
menggunakan mata uang asing. Nasabah banyak tertarik dalam bentuk mata uang
asing selain menabung, mereka sekaligus bisa menerapkan investasi, karcna mata
uang asing yang relatif stabil dan cenderung mengguat terhadap mata uang
Rupiah.

Krisis perbankan di Indonesia yang tidak hanya mempengaruhi Bank-Bank
domestik saja, tetapi juga mempengaruhi bank-bank asing yang ada di Indonesia
karena pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan
Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar
terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam
mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan
kegiatan usahanya. Gejolak moneter tersebut juga memberikan pengaruh
terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya pembayaran
kepada para kreditor, sehingga tidak sedikit debitor berada dalam keadaan tidak
mampu membayar hutang.'

Gejolak krisis ekonomi telah memberikan pengaruh yang temyata
berpengaruh besar terhadap dunia usaha di Indonesia untuk mulai mengalihkan
investasinya ke dalam bentuk mata uang asing. Gejolak moneter di Indonesai
tidak hanya mempengaruhi ckonomi pada umumnya tetapi juga kepada masalah

ketenagakerjaan dan aspck-aspck sosial lainnya, yang lebih jauh perlu

'Bambang Kesowo, Penyelesaian Utang Piutang (Bandung : Alumni,
2001), hal 98
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diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan
sebagai debitor ataupun kepentingan kreditor secara seimbang.

Imbas dari krisis ekonomi tersebut tidak hanya melanda bank-bank dalam
negeri saja, tetapi juga mempengaruhi Bank-Bank asing yang ada di Indonesia,
Banyak bank-bank asing yang akhimya menutup kantornya di Indonesia karena
gejolak krisis ekomoni. Banyak diantaranya melakukan kecurangan-kecurangan
yang sangat merugikan nasabah.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga
intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat
menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu,
diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan
hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga
penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan
nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu
sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank.

Adanya tanggung-jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara
tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal
dalam perekonomian nasional. Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat
terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan
bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada
Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan
tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan

pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi
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peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia
kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan
pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga
perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank (seperti data nasabah berkaitan
dengan dana simpanan nasabahnya, No rekening, jumlah uvang tabunganya, dan
lain-lainya) yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank
dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank
sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat,

tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang
dirahasiakan.

Kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang
dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan
Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen
seperti Lembaga Penjamin Simpanan(suatu lembaga mirip asuransi yang
menjamin pengembalian uang tabungan nasabahnya). Guna memperkuat
lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan
peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja
menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman
sanksi pidana yang berat.

Menjadi penting dan semakin diperlukan, oleh karena itu, wajar
bilamana dalam rangka penyediaan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai

landasan bagi upaya penyelesaian utang-piutang, peraturan mengenai kepailitan
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yang memenuhi dunia usaha yang semakin berkembang cepat dan luas. Upaya
penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberikan kerangka
hukumnya, agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal.
Akan tetapi aspek yang akan pulih kembali, salah satunya adalah berjalannya
kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh
hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Perkembangan perbankan yang pesat dan juga perkembangan ekonomi
nasional saat ini mendorong persaingan usaha dibidang perbankan semakin ketat.
Apabila suatu bank ingin tetap hidup di tengah persaingan yang keras ini, harus
diupayakan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bank-
bank dihimbau dan dituntut untuk menignkatkan efisiensi, menekan biaya tinggi,
dan meningkatkan produktifitas dan pelayanan terhadap masyarakat. Pada pos
pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan pelayanan dapat berupa
memperbaiki kwalitas pelayanan terhadap nasabah atau dengan meperbanyak
fasilitas jasa yang diberikan pada nasabah.

Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencar dilakukan
adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebut dengan
“Transaksi Derivatif”.? Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh
suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari

nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti

2 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomer 28/119/KEP/DIR tentang
I'ransaksi Derivatif sebagaimana dirubah dengan Peratuan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBi/2005
Tentang Transaksi Derivatif
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dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau
instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Seperti contoh kasus transaksi derivatif pada tahun 1998 yang dialami oleh
DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA
KUSUMA, sebagai PENGGUGAT. Dimana gugatan terscbut diajukan setelah
pihak TERGUGAT melakukan pencairan secara sepihak Deposito milik
PENGGUGAT tanpa persetujuannya, hal ini yang menjadi sengketa diantara
mereka . 2

Kasus ini menarik karena menjadi pertanyaan, apakah bisa pencairan
deposito dilakukan secara sepihak oleh pihak bank, atau dengan konfirmasi
dengan telepon atau dengan lisan, sedangkan menurut Peratuan Bank Indonesia
Nomor: 7/31/PBl/2005 Tentang Transaksi Derivatif setiap transaksi derifatif
harus menggunakan konfirmasi secara tertulis atau dengan perjanjian tertulis,
Tetapi menurut pihak Tergugat mengatakan bahwa transaksi sudah terjadi karena
adanya hold mail Agreement. Karena hal ini maka Penulis ingin melakukan
penulisan mengenai sahnya transaksi derifatif. Oleh karena itu maka penulis
memilih  judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI
DERIFATIF YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK
(STUDI KASUS "HARDI WIDJAJA KUSUMA MELAWAN DEUTSCHE

BANK AG
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B. Permasalahan
1. Apakah Transaksi derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa
Konfirmasi secara tertulis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi
derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis?
C. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini maka akan menggunakan penelitian yang
bersifat deskriptif, maka penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis
Normatif. Pertama-tama akan meneliti mengenai dasar hukum terhadap transaksi
derivatif baik menurut Undang-Undang Perbankan maupun peraturan yang lebih
bersifat lebih specialist seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI). lalu baru
meneliti bagaimana kasus ini bisa terjadi.
1. Metode Penclitian Hukum Normatif
Ciri khusus Penelitian Hukum Normmatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri
dari®:
a. Studi Hukum Primer
Bahan-bahan yang terdiri dari Undang-Undang, putusan pengadilan.
Seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan

Peraturan Bank Indonesia.

b. Studi Hukum Sekunder

' Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3 (Jakarta, Universitas Indonesia,
1886), hal 51-52.
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Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primgr. Seperti
Wawancara dengan nara sumber, diskusi, makalah, seminar, |buku-buku,
artikel yang terkait dengan Perbankan.
¢. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder. Dalam hal ini seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia
dan ensiklopedia yang terkait dengan permasalahan.
2.Mctode Penelitian Studi Dokumen
Penelitian dengan melakukan wawancara dengan nara sumber untuk
melakukan penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang deskriftif
analisis, adapun yang diwawancara yaitu : HADI SYAHPUTRA SH,
sebagai advokat dari pihak penggugat, dan salah satu hakim anggota yang
memutus perkara tersebut, serta pendapat ahli dan pihak lain yag seiring
berjalan penelitian ini diperlukan dalam hal meminta pendapatnya. Hal ini
dilakukan agar penulis tidak kaku, tidak hanya sesuai dengan buku tetapi juga
sesuai dengan praktek yang ada.
D. Sistematika Penulis
Sistematika penulis ini dimaksudkan untuk menguraikan secara singkat atau
secara garis besar tentang materi dari skripsi ini. Sistematika ini dibagi menjadi 3
bab dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu :

BAB1 PENDAHULUAN
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Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan , metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

BABII PEMBAHASAN
Bab ini akan terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu:
A Teori Perikatan
1) Perikatan yang lahir dari perjanjian.
2) Pembuktian
3) Tindak Pidana Pengelapan
4) Pengertian Bank
5) Transparansi Produk Perbankan
6) Transaksi Derivatif
7) Perlindungan Konsumen
B. Posisi kasus: melakukan penelitian terhadap kasus HARDI
WIDJAJA KUSUMA melawan DEUTSCHE BANK AG, Jakarta
dan pendapat dari para pihak. Serta penulis akan menguraikan
Jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penclitian, serta
permasalahannya menurut hukum. Berdasarkan hasil penclitian
dan teori yang ada.
C. Pendapat dari para pihak yang berperkara:
1. Pendapat dari Hardi Widjaya Kusuma melalui kuasa
hukumnya Hadi Sahputra, SH.

2, Pendapat dari majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat
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D. Analisis terhadap transaksi derivatif dalam perbankan dapat
dilakukan tanpa konfirmasi tertulis
E. Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi
derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi tertulis.
BAB IIIPENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil oleh penulis

terhadap permasalahan, dan saran terhadap hasil penelitian yang telah

diteliti.
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BAB 1
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF DAN

PERLINDUNGAN TEHADAP NASABAH PRODUK PERBANKAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan, Pembuktian Dalam Transaksi
Derivatif.

Sub Bab ini membahas dari sudut teori dan Peraturan perundang-
undangan mengenai Perikatan, Perikatan yang timbul dari Perjanjian,
Pembuktian, Pengelapan, Transparansi Produk Perbankan, Bahaya-bahaya
produk Perbankan, dan Transaksi Derivatif. Pembahasan dilakukan secara
berurutan dan sistematis dengan mengemukakan teori-teori dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibahas
seperti berikut dalam Sub Bab ini.

1. Perikatan
a. Pengertian Perikatan .
i. Perihal Perikatan dan sumber-sumbernya
Buku ke Il KUHPerdata, berjudul “Perihal Perikatan”.
Perkataan perikatan lebih mengatur hak perorangan yang bersifat
relatif untuk orang-orang tertentu dalam melakukan perbuatan-
perbuatan hukum tertentu, Dalam Buku Ke 11l KUHPerdata itu, diatur

juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada
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suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul
dari perbuatan hukum, baik itu perbuatan yang sesuai/selaras dengan
hukum, yaitu dengan perikatan yang timbul akibat dari pengurusan
kepentingan orang lain dan tidak berdasarkan persetujuan
(zaakwaarneming) maupun perbuatan yang melanggar hukum
(onrechtmatige daad). Tetapi sebagian besar dari buku ke III
KUHPerdata ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari
persetujuan atau perjanjian.'

Adapun yang dimaksud dengan "Perikatan” oleh buku ke Il
KUHPerdata itu ialah suatu hubungan mengenai harta kekayaan antara
2 (dua) orang atau lebih yang memberi hak pada satu untuk menuntut
barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya ini
diwajibkan untuk memenuhi perestasi tersebut. Dari definisi diatas
berarti perikatan bisa kita simpulkan mempunyai 4 (empat) unsur
yailuZ:

a. Adanya Hubungan Hukum
b. Bidang Harta Kekayaan
c. antara 2 (dua) orang/subjek hukum atau lebih
d. Setiap pihak harus memenuhi prestasinya.
Adapun prestasi-prestasi yang ada dalam buku ke 111 sesuai

dengan Pasal 1234 KUHPerdata adalah:

' R Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, 19985, Jakarta, hal 122,

? Ibid,
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a. Menyerahkan suatu Barang.

b. Melakukan suatu perbuatan.

¢. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Perikatan dapat lahir secara lisan maupun secara tertulis tetapi
terdapat karateristik yang bisa membedakan antara perikatan dangan
perjanjian, Perikatan biasanya lahir secara lisan atau tidak tertulis dan
terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan untuk 1 (satu) perbuatan
hukum saja, sedangkan Perjanjian lebih banyak dalam bentuk tertulis

dan untuk jangkaw waktu yang lama’.

b. Jenis-Jenis Perikatan.

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan
yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi
yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya di samping bentuk
yang paling sederhana itu, terdapat berbagai macam perikatan lain
yang akan diuraikan satu per satu dibawah ini*:

1. Perikatan Bersyarat (voorwaardelijk)Adalah suatu perikatan
yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang
masih belum tentu akan terjadi.

ii. Perikatan yang digantungkan suatu ketetapan waktu Adalah
suatu kejadian atau peristiwa yang pasti akan datang,

meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya.

} Ibid

* Ibid, Hal 123.

13
Tinjauan yuridis..., Edi Suryajaya, FH Ul, 2008



iii. Perikatan yang membolehkan memilih (alternatif) Adalah
suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam
prestasi.

iv. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk) Adalah suatu
perikatan dimana beberapa orang secara bersama-sama yang
berhutang dengan beberapa orang secara bersama-sama berhak
menagih suatu piutang dari satu orang.

.v. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagai Pada
asasnya jika tidak diperjanjikan sebaliknya suatu perikatan
tidak dapat dibagi-bagi, sebab pihak yang medapatkan prestasi
berhak mendapatkan prestasi secara penuh

c. Perikatan yang timbul dari Perjanjian.
Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat unsur
yaitu®:
1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri;
Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan secara tegas
atau secara diam-diam. Kesepakatan berati adanya kemauan dari
para pihak untuk suatu perjanjian kecuali dalam kespakatan
tersebut terdapat beberapa unsur yang dilarang yaitu
Paksaan/ancaman, Kehilafan, Penipuan dari salah satu pihak

dalam suatu perjanjian®,

% Ibid, Hal 124.

® Ibid, Hal 124
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2. Kecakapan;

Kedua belah pihak haruslah orang yang cakap menurut hukum
untuk tindakan sendiri. Mereka yang tidak cakap menurut
undang-undang telah digolongkan seperti orang dibawah umur,
orang yang dibawah pengampuan. Jika terjadi salah satu hal
yang disebutkan di atas yaitu perizinan telah diberikan tidak
secara bebas atau salah pihak tidak cakap untuk membuat
perjanjian, maka perjanjian tersebut cacat dan karenanya dapat
dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah
memberikan perizinanya tidak secara bebas atau tidak cakap
untuk membuat perjanjian itu, sebaliknya pihak yang meminta
perjanjian tersebut dibatalakan, juga dapat menguatkan
perjanjian tersebut. Penguatan tersebut dapat dilakukan secara

diam-diam maupun secara tegas’.

3. Suatu Hal tertentu

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suvatu perjanjian, haruslah
suatu hal atau suvatu barang yang cukup jelas atau tertentu.
Syarat ini perlu, untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang
jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian

paling sedikit harus ditentukan jenisnya®.

4. Causa yang diperbolehkan

7 Ibid, hal 125.

* Ibid, hal, 126.
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Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak
memakai suatu causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu
atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun causa
yang dilarang ialah yang bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan, atau ketertiban umum’.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya
kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang berkehendak membuat
perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat
dirinya. Pernyataan kedua belah pihak yang bertemu dan sepakat. Suatu
kesulitan akan timbul, jika suatu penyataan temyata tidak cocok dengan
kehendak yang sebenarnya dari salah satu pihak. Menurut Pasal 1338
KUHPerdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah
menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal
tersebut juga disebutkan bahwa perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan
dengan itikad baik yang berarti perjanjian tersebut harus dijalankan dengan
benar dan tidak bertentangan dengan kepatuhan dan keadilan. Menurut Pasal
1339 KUHPerdata suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang
dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang
menurut sifatnya perjanjian itu seperti yang dikehendaki oleh undang-undang,
keadilan dan kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 1347 KUHPerdata hak-hak
atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu

perjanjian, meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam suatu

? 1bid, hal 127.
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perjanjian, harus juga dianggap tercantum dalam perjanjian. Pada umunya
perjanjian hanya berlaku diantara orang-orang yang membuatnya. Asas ini
diletakkan dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menerangkan, bahwa pada
umumnya seorang tak dapat menerima kewajiban-kewajiban atau
memperjanjikan hak-hak atas nama sendiri, kecuali hanya untuk dirinya
sendiri'°.

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja
menurut kehendak hatinya. Hanyalah undang-undang yang menghendaki
bahwa tiap orang yang mempunyai hutang-hutang kepada orang lain harus
menjaga jangan sampai dari akibat perbuatan-perbuatanya itu kekayaannya
menjadi  berkurang hingga orang-orang yang masih menghutang akan
dirugikan. Sebagaimana dikatakan dalam perjanjian diatas apabila pihak-
pihak yang membuat perjanjian haruslah memenuhi prestasinya. Apabila ada
dari salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut
telahnya melakukan Wanprestasi yang dapat digugat di muka persidangan.
Seseorang dikatakan Wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya,
terlambat memenuhinya atau memenuhi prestasinya tapi tidak sesuai dengan
apa yang diperjanjikannya.

2. Pembuktian

Sebenarnya soalnya pembuktian itu termasuk hukum acara dan tidak

pada tempatnya dimasukkan dalam KUHPerdata yang pada asasnya hanya

mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil. Tetapi memang ada suatu

% 1bid,hal 128.
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pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara
materil dan hukum acara formil. Dalam pemeriksaan di depan hakim
hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan.
Pengakuan juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui
kebenaranya oleh hakim harus dianggap terang dan nyata dengan
membebaskan si Hardi Widjaya Kusuma untuk mengadakan suatu
pembuktian, juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap
orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim,
tidak perlu dibuktikan''.

Sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 KUHPerdata bahwa
barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu
hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang
siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatahan hak orang lain
diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

Menurut undang-undang ada lima macam alat pembuktian yang sah
yaitu'zz

1. Surat-surat

Surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain.
Surat Akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan
suatu hal atau peristiwa karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani.

Surat akte dapat dibagi lagi atas surat-surat akte resmi (autentik) dan surat-

" 1bid, hal 134.

2 1bid, hal 134.
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surat dibawah tangan (onderhans). Akta Autentik ialah suatu akte yang
dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-
undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum
yang dimaksudkan itu ialah Notaris, Hakim, Jurusita, Pegawai pencatatan
sipil. Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan
pembuktian yang sempurna artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu
akte resmi hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan
di dalam akte itu, sunguh-sunguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak
boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi*.

Suatu akte dibawah tangan ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau
dengan perantaraan seorang pejabat umum. Jika pihak yang menadatangani
surat perjanjian itu, mengakui atau tidak meyangkal tanda tanganya yang
berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaranya apa yang tertulis
dalam perjanjian itu, maka akte dibawah tangan tersebut memperoleh suatu
kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi. Akan tetapi jika
tanda tangan itu disangkal maka pihak yang mengajukan surat perjanjian
surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenarannya'*.

Berbagai tulisan-tulisan lain artinya tulisan yang bukan akta seperti
surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya yang
kckuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim, hakim

leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayainya kebenarannya'”.

" Ibid, hal 176.

“ Ibid.
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2.

Kesaksian

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian
merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang
sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-
peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh
seorang saksi. Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan
mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak.
Artinya hakim. leluasa unituk mempercayai atau tidak mempercayai
keterangan seorang saksi'®.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan
pihak yang berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu
sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan
kesaksian, selanjutnya keterangan seorang saksi tidak cukup artinya hakim
tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atau
keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah

dengan suatu alat pembuktian lain'’.

3. Persangkaan
Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa
yang sudah terang dan nyata dari peristiwa dan nyata ini ditarik kesimpulan
bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi'®.
** Ibid.
'“ Ibid, hal 178
"7 Ibid
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Dalam hukum pembuktian ada 2 (dua) macam persangkaan yaitu
persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri dan persangkaan
yang ditetapakan oleh hakim. Persangkaan yang ditctapkan oleh undang-
undang pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban
membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara'®,

Suatu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim terdapat dalam
pemeriksaan suatu perkara dimana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak
bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat
peristiwa itu, dan dalam prakieknya perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat
dibuktikan dengan persangkaan®’.

4. Pengakuan

Sebagaimana telah diterapkan, sebenarnya suatu pengakuan bukan
suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui suatu hal maka
pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut.
Sebab pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.
Menurut undang-undang suatu pengakuan yang dilakukan di depan hakim,
merupakan suatu pembuktian yang sempuma tentang kebenaran hal atau
peristiwa yang diakui. Bahwa dalam suatu hal undang-undang melarang

dipakai pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses yaitu dalam

' 1bid. hal 179
" Ibid, hal 180

2 Ibid, hal 181.
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perkara yang diajukan oleh scorang istri terhadap suaminya untuk
mendapatkan pemisahan kekayaan sesuai dengan Pasal 825 KUHPerdata®'.
5. Sumpah
Menurut KUHPerdata ada 2 (dua) macam sumpah yaitu sumpah yang
menentukan dan sumpah tambahan, sumpah yang menentukan adalah sumpah
yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak
lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa
oleh hakim. Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan
pengangkatan  suatu sumpah yang menentukan, hakim  harus
mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan untuk pengankatan
sumpah tersebut.  Kita dapat menyimpulkan bahwa suatu sumpah yang
diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya,
mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpabh itu telah
diangkat, hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan
dalam perumusan sumpah itu sunguh-sunguh telah tefjadi, meskipun hakim
itu sendiri tidak percaya akan kebenaranya®?.
Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim
pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa
di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang

perlu ditambahkan dengan penyumpahan karena dipandang kurang

2! 1bid, hal 182.

2 ibid, hal 183
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memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang sudah
ada®.
3. Tindak Pidana Pengelapan.

Seseorang yang tidak melaksanakan prestasinya bisa dikaitkan
dengan tindak pidana, terhadap Pengelapan tersebut diatur dalam KUHPidana
dalam Bab XXIV Tentang Pengelapan dan Bab XXV tentang perbuatan
curang (bedog). Pengelapan menurut pasal 372 KUHPidana adalah
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik
sendiri (Zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, diancam karena pengelapan. Terutama terhadap suatu
perusahaan di bidang perbankan dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan
yang bisa merugikan nasabah terutama di produk perbankannya. Menurut
Pasal 379 KUHPidana dimana dikatakan suatu perbuatan dengan maksud
untuk mengutunkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan memakai nama secara tipu muslihat, secara melawan hukum, atau
dengan rangkaian kebohongan dan menjadikan perbuatan itu sebagai mata
pencaharian atau kebiasaan dapat diancam pidana.

4. Pengertian Bank.
Pengertian Bank sudah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 yang mendefinisikan suatu Badan Usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

B Ibid hal 184.
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masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, kedua jenis bank ini dapat
melaksanakan kegiatannya baik secara Konvensional dan prinsip syariah.
Didalam menjalankan usahanya bank harus memenuhi prinsip kehati-hatian
dan prinsip kerahasian,?*

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan
yang dibuat secara tertulis bank wajib memberikan keterangan mengenai
simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak
lain, hal tersebut juga diatura dalam pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998. Bank didalam mejanlankan usaha di bidang perbankan pasti
akan mengeluarkan produk-produk perbankannya baik itu yang mengimpun
dana dari masyarakat, penyaluran kredit bahkan memberikan pelayanan-
pelayanan pembayaran baik itu dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata
uang Asing, semua itu digunakan sesuai dengan tingkat kempauna bank
tersebut.”*

Pada prinsip perbankan, suatu Bank wajib memegang prinsip
kepercayaan. Baik itu kepercayaan yang diberikan oleh bank mengenai
jaminan uang yang disimpan, maupun jika nasabah menggunakan pelayanan
bank tersebut. Bank yang memberikan produk perbankannya wajib untuk

memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian

* pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

3 Ibid.

24
Tinjauan yuridis..., Edi Suryajaya, FH Ul, 2008



sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.
Penyediaan informasi mengenai kemungkinan resiko kerugian yang dialami
oleh nasabah dimaksudan agar kases untuk memperoleh informasi perihal
kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus
menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankanz(’.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan
modal dan kualitas aset bank tersebut. Apabila informasi tersebut telah
disediakan, bank dianggap telah melaksankan ketentuan ini. Informasi
tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara
penempatan dana dari nasabah atau pembeli/penjual surat berharga untuk
kepentingan dan atas perintah nasabah. Pemberian informasi produk

perbankan ini sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998.7

5. TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN

DATA PRIBADI NASABAH.

bahwa transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan good governance pada industri perbankan
dan memberdayakan nasabah. Bahwa transparansi informasi mengenai
produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah
mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank. Bahwa

transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah

* 1bid

7 Ibid
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kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak
pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak
yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk
melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Transparansi Informasi
Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah diatur dalam
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:7/6/PB/2005%*.

Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk
dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank
sebagai agen pemasaran. Dalam pasal 2 Bank wajib menerapkan transparansi
informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan
penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud diatas, Bank wajib
menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi®®:

a. transparansi informasi mengenai Produk Bank.
b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia
secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
Informasi sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Nasabah sccara

tertulis dan atau lisan. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud.

®Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi
Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Pasal | ayat (1)

¥ Ibid, Pasal | ayat (2)
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Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau
tidak etis (misconduct)m.

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana
dimaksud sekurang-kurangnya meliputi®':

a. Nama Produk Bank.

b. Jenis Produk Bank.

c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank.

d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank.

e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank.

f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin
keuntungan.

g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank.

h. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank.

Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank
wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk
Bank tersebut. Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap
perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk
Bank sebagaimana dimaksud. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud wajib
disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk
Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan,

penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.

' Ibid Pasal 2

3 Ibid Pasal 5
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Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai
karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan
atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti. Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal
Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah
kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dalam permintaan
persetujuan sebagaimana dimaksud, Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan
tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi
Nasabah kepada Pihak Lain*?

Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh
Bank sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi yang berkaitan
dengan Produk Bank. Persetujuan Nasabah terhadap permintaan tersebut
dapat dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir khusus
yang dibuat untuk keperluan tersebut®>.

6. Transaksi Derivatif

Di dalam melangsungkan usahanya bank bisa memberikan beberapa
produk yang bisa menarik nasabah dan untuk pelayanan nasabah salah satu
nya yaitu dalam bentuk transaksi derivatif. Transaksi Derivatif adalah
transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang

nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku

*2 Ibid Pasal 6, Pasal 7.

» 1bid Pasal 8.
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bunga, nilai tukar, komoditi, ckuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan
pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk
transaksi derivatif kredit. Transaksi Derivatif diatur dalam Dalam transaksi
Derifatif dikenal dengan Margin Trading adalah Transaksi Derivatif tanpa
pergerakan dana pokok (notional amount) sehingga yang bergerak hanya
margin yang merupakan hasil perhitungan notional amount dengan selisih
kurs dan atau selisih suku bunga yang mempersyaratkan atau tidak
mempersyaratkan adanya margin deposit untuk menjamin pelaksanaan
transaksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Margin Deposit adalah
dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang
mungkin timbul karena Transaksi Margin Trading selama berlakunya kontrak
Transaksi Margin Trading. Selain itu dalam transaksi derivativf dikenal
dengan Maintenance Margin adalah jumlah Margin Deposit minimum yang
tetap harus dipelihara selama berlakunya kontrak Transaksi Margin
Trading™.

Sedangkan di dalam kontrak Transaksi Derivatif akan selalu
mengatur mengenai Margin Call adalah pemberitahuan mengenai tambahan
setoran untuk memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati
dalam kontrak. Sedangkan posisi valuta Posisi Terbuka (Open Position)
adalah posisi valuta dasar ( base currency )Transaksi Derivatif yang masih

terbuka. Sedangkan setiap Bank dalam melaksanakan transaksi Derifatif

* Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3 1/PB1/2005 tentang Transaksi Derivatif,
Pasal 1.
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harus mengunakan Mark to marke! yaitu cara perhitungan yang didasarkan
atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara

konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan”

Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif baik untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Hal ini sebagimana termaktub
dalam Pasal 2(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang
transaksi derivativf. Bank dalam melakukan Transaksi Derivatif sebagaimana
dimaksud, Bank wajib melakukan Mark to Marker. Hal ini sebagimana
termaktub dalam Pasal 2(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PB1/2005
tentang transaksi derivativf®,

Bank dalam melakukan Transaksi Derivatif Bank wajib menerapkan
manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang
berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Hal tersebut
diatur karcna berkaitan dengan perbedaan kurs akibat mata vang asing yang
digunakan hal tersebut diatur Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/31/PB1/2005 tentang transaksi derivatif®’.

Bank dalam melakukan transaksi Derivatif untuk nasabah wajib
memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan

Transaksi Derivatif sebagimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank

** Ibid, Pasal 1
' Ibid, Pasal 2 ayat (1)

" Ibid, Pasal 3
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Indonesia Nomor 7/31/PB1/200S tentang transaksi derivativf. Penjelasan
secara lengkap kepada nasabah sebagaimana dimaksud tersebut, antara lain
meliputi penjelasan atas®® :

a. risiko kredit (credit risk),

b. risiko penyelesaian (settlement risk), dan

c. risiko pasar (market risk).

d. adanya kemungkinan saldo Margin Deposit dapat menjadi nihil dan
bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta nasabah untuk menambah
Margin Deposit apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup
transaksi Margin Trading.

Setiap Transaksi Derivatif oleh Bank untuk kepentingan nasabah wajib
berdasarkan kontrak hal ini diatur dalam Pasal 4 (3) Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/31/PBI2005 tentang transaksi derivativf. Kontrak
sebagaimana dimaksud tersebut wajib mencakup paling sedikit®® :

a. pagu transaksi derivatif:

b. base currency yang digunakan,

c. jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan;

d. penyelesaian transaksi derivatif (setrlement);

e. pembukuan laba atau rugi Transaksi Derivatif yang dilakukan;

f. pencatatan atas posisi laba atau rugi;

g. metode atau cara transaksi derivatif;

* Ibid, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

¥ [bid Pasal 4 ayat (3)
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h. besarnya komisi;

i. penggunaan kurs konversi;

). advis dan konfirmasi transaksi derivatif;
K. kerahasiaan; dan

I. domisili dan hukum yang berlaku.

Khusus untuk kontrak transaksi Margin Trading, selain mencakup
materi sebagaimana dimaksud diatas, dan menurut Pasal 4 ayat 5 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivativf. juga
wajib memuat hal-hal sebagai berikut* :

a. jumlah Margin Deposir,
b. Maintenance Margin yang ditentukan; dan
c. hak dan kewajiban nasabah.

Kontrak mana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dan ayat
(5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi
derivativf., wajib dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah
dibaca. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif®'.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivativf. Bank dilarang memelihara posisi
atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank.

Bank dianggap memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan

“1bid, Pasal 4 ayat (5)

*11bid. Pasal 4 ayat (6)
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oleh pihak terkait dengan Bank apabila Bank tidak meneruskan (pass-on)
transaksi pihak terkait dengan Bank pada waktu dan jumlah yang sama secara
simultan kepada Bank lain yang bukan pihak terkait. Pihak terkait
sebagaimana dimaksud tersebut mengacu pada pengertian Pihak Terkait
dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum®*2,

Larangan dalam memberikan fasilitas kredit diatur dalam Pasal 6
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBL/200S tentang transaksi derivativf.
Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (overdraff) untuk
keperluan Transaksi Derivatif kepada Nasabah termasuk pemenuhan Margin
Deposit dalam rangka Transaksi Margin Trading™.

Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif menurut Pasal 7
ayat(l) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi
derivativf yaitu yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau
suku bunga. Transaksi Derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta
asing dan atau suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
namun tidak terbatas pada* :

a. transaksi forward, swap, option, currency Jutures, dan transaksi dengan
valuta foday dan tomorrow yang disintetiskan sebagai Transaksi

Derivatif ; dan atau

*21bid, Pasal 5 ayat (1)
* Ibid, Pasal 6.

*Ibid, Pasal 7ayat (1).
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b. interest rate swap, interest rate option, FRAs, dan interest ratefutures.

Bank dilarang melakukan Margin Trading valuta asing terhadap
rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
dan melakukan Transaksi Derivatif di luar transaksi sebagaimana yang
nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga®.

Dalam Pasal 9 (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005
tentang transaksi derivatif Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah
secara mingguan mengenai posisi Transaksi Derivatif nasabah dan laporan
khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan, yaitu
apabila Nasabah menghadapi kemungkinan kerugian, sehingga dapat
mengakibatkan mengakibatkan Margin Deposit yang tersedia tidak dapat
menutup kerugian. Bank yang melakukan Transaksi Margin Trading untuk
kepentingan nasabah tanpa diikuti pergerakan dana atau instrumen wajib
meminta nasabah untuk memenuhi*®:

a. Margin Deposit paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pagu

Transaksi Margin Trading; dan
b. Maintenance Margin paling sedikit 50% (lima puluh perseratus)
dari Margin Deposit,
lalu Bank wajib melakukan Margin Call kepada nasabah dalam hal Margin
Deposit telah mencapai Maintenance Margin. Bank wajib menghentikan

kegiatan Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah apabila setelah

** Ibid, Pasal 8.

*“ Ibid, Pasal 9 ayat (4).
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dilakukan Margin Call nasabah tidak melakukan sctoran tambahan paling
lambat pada hari kerja berikutnya®’.

Diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7/ 36 / PBI
/2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI. Transaksi Swap
adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/penjualan tunai
(spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan
secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon
dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
Transaksi Swap Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui
penjualan tunai (spot) dengan pembelian kembali secara berjangka yang
dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi
atau diskon dan kurs pada tanggal transaksi dilakukan. Lindung Nilai adalah
cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang
diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
Transaksi Swap Lindung Nilai adalah transaksi swap beli Bank dalam valuta
asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara
Bank dengan Bank Indonesia. Underlying Transaksi adalah transaksi swap
yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya yang selanjutnya akan
ditransaksikan ke Bank Indonesia melalui Transaksi Swap Lindung Nilai.
Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud wajib memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut*:

7 Ibid, Pasal 9.

** Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/ 36 / PB1 /2005 Tentang Transaksi Swap
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a. mempunyai sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan;

b. didasarkan atas investasi nasabah Bank pada sektor riil di Indonesia
dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan yang sumber dananya
sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman Luar Negeri dalam
bentuk tunai (cash).

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor : 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP
LINDUNG NILALI Jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal sisa
jangka waktu Underlying Transaksi kurang dari 6 (enam)bulan maka
jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan wajib paling
lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi. Sisa jangka
waktu Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud tersebut wajib
paling lama sama dengan sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri*°,

Dalam Pasal 5 PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7 /
36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan paling sedikit sebesar
ekivalen USDollar 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) dan paling
banyak sebesar nilai Underlying Transaksi*®.

Menurut Pasal 6 PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7

/36 / PBI /2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAL

Lindung Nilai, Pasal 1.
*” 1bid, Pasal 4 ayat (1).

%9 Ibid, Pasal §.
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Transaksi Swap Lindung Nilai dapat diperbaharui dengan menggunakan

Underlying Transaksi yang sama. Pembaharuan Transaksi Swap

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut’":

a. Transaksi Swap Lindung Nilai yang sebelumnya telah jatuh tempo;

b. Underlying Transaksi masih memiliki sisa jangka waktu paling
sedikit 3 (tiga) bulan;

Sedangkan Transaksi Swap Lindung Nilai yang diperbaharui

sebagaimana dimaksud tersebut diperiakukan sebagai Transaksi Swap

Lindung Nilai baru™.

Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi lebih dan
satu kali sebagai dasar untuk melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai
sebelum Transaksi Swap Lindung Nilai yang pertama jatuh tempo. Hal
terscbut diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor: 7 / 36 / PBl / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP
LINDUNG NILAI®.

Dalam Pasal 10 ayat (1) PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor: 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP
LINDUNG NILAI. Mengatud transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan

setiap hari kerja mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00

3! 1bid, Pasal 6.
52 Ibid, Pasal 6.

% Ibid, Pasal 7.
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WIB. Dalam hal kondisi moneter tidak memungkinkan maka Transaksi
Swap Lindung Nilai ditiadakan™.

Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli
Transaksi Swap Lindung Nilai dan dokumen asli Underlying Transaksi
Pasal 12 ayat (1) PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/ 36 /
PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAL
Dokumen Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud berupa
kontrak swap antara Bank dengan nasabah. Dokumen Underlying
Transaksi sebagaimana dimaksud terdiri dari®>:

a. dokumen Perjanjian Kredit (Loan Agreement),
b. surat pernyataan tertulis dari pasabah bahwa dana Rupiah yang
diterima dari Transaksi Swap Lindung Nilai digunakan untuk tujuan
mnvestasi;
c. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa investasi yang mendasari
Underlying Transaksi tidak digunakan sebagai dasar dari Underlying
Transaksi lainnya pada Bank yang sama atau Bank lain dalam periode
Transaksi Swap Lindung Nilai.

Bank berkewajiban memelihara dokumen tersebut pada kantor
Bank tempat Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan sampai dengan
Transaksi Swap Lindung Nilai jatuh tempo dan Bank wajib memelihara

dokumen asli Transaksi Swap Lindung Nilai dan asli dokumen

* Ibid Pasal 10 ayat (1)

% Ibid, Pasal i2 ayat (1).
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Underlying Transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
7. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999, tentang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat 2 memberikan
definisi mengenai Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun
mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah
setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelengarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen. Asas
Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum®,

Tujuan perlindungan konsumen ialah®’:

a. Meningkatkan.kesadaran. kemampuan dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri;

* Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 1.

57 Ibid, Pasal 3.
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Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Pasal 4 ada hak-hak konsumen yang terpenting yaitu®®:

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa:

* Ibid, Pasal 4.
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Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

Jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;,

g.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminasi;

h.  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak Pelaku usaha adalah™ :

a.  Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

* Ibid, Pasal 6.
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e.  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan peundang-undangan
lainnya.
B. DUDUK PERKARA ANTARA HARDI WIDJAJA KUSUMA dengan
DEUTSCHE BANK AG JAKARTA.

Pada bulan agustus 1997 Hardi Widjaja Kusuma telah bertemu
dengan Vivy Soepardi di kantor lamanya di Kantor lamanya wisma kosgoro
Jakarta. dan menawarkan kepada Hardi Widjaja Kusuma untuk menyimpan
vangnya dalam bentuk dollar. Karena beminat Hardi Widjaja Kusuma
selanjutnya mentransfer melalui Bank Danamon kepada Deutsche Bank
private Banking sebesar US$ 191,815.38 dan melalui Bank Tiara sebesar Rp.
505.773.842.46,- yang dicairkan dalam bentuk US Dollar sehingga jumlah
yang tercantum dalam Assigment of Term Deposit adalah sebesar US$
368,464.43 yang berlaku sejak 1 September 1997. Pada tanggal 25 Agustus
1997 Hardi Widjaja Kusuma sudah menyerahkan dan menadatangani surat
yang pada pokonya memerintahkan Bank Deutsche Bank untuk melakukan
instruksi-instruksi/perintah-perintah  melalui  telepon, fasimili  untuk
melaksanakan transaksi Derifatif berupa foreign exchange transaction seperti
transaksi sport, forward dan swap atau yang dikenal dengan nama Hold Mail
Agreement. yang selama persidangan tidak pernah diakui oleh Hardi Widjaja
Kusuma apalagi telah menadatangainya.

Bahwa dalam hold mail agreement tersebut telah disebutkan bahwa
Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap

nasabah baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai akibat
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dari transaksi valuta asing tersebut. Menurut keterangan Bank bahwa Hardi
Widjaja Kusuma telah melakukan transaksi valuta asing pada tanggal 26
agustus 1997 sebanyak tiga kali dan berdasarkan transaksi tersebut Bank akan
membayar Hardi Widjaja Kusuma dalam bentuk US Dollar dan Bank akan
menerima pembayaran dalam bentuk rupiah.

Transaksi valuta asing terjadi dengan prosedur yaitu Hardi Widjaja
Kusuma menjual mata uang asing kepada Bank dan oleh Bank akan dibayar
ke dalam mata uang lainnya pada satu waktu tertentu dikemudian hari telah
disepakati atau dikenal dengan istilah “Value Date’/Maturity Date”. Dalam
transaksi valuta asing dikenal dengan adanya forward contract dan sport
contract. Forward Contract adalah suatu transaksi dimana suatu pihak setuju
pada hari ini untuk membayar pihak lain sejumiah yang diusulkan dalam kurs
pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang/value date sendangkan pthak
kedua setuju pada tanggal perdagangan untuk membayar pihak pertama
sejumlah uang dalam mata uvang yang berbeda pada saat value date
dikemudian hari,

Perbedaan antara forward contract dengan spot contract adalah pada
jz;ngka waktu antara tanggal transaksi (trade date) dengan value date. Untuk
spot contract jangka waktu biasanya dua han kerja atau kurang, sementara
untuk forward contract jangka waktunya biasanya lebih dari 2 (dua) hari
kerja. Untuk memperoleh keuntungan bagi Hardi Widjaja Kusuma
melakukan transaksi valuta asing (jual-beli US dollar), yaitu pada tanggal 26

Agustus 1997, dengan maturity date pada tanggal 29 September 1997,
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dimana Hardi Widjaja Kusuma berniat menginvestasikan deposit rupiahnya

dengan harapan betambah banyak. Transaksi valuta asing yang dilakukan

terdiri dari tiga tahap bersamaan yaitu:

1.

Tahap Pertama (First Leg):

Transaksi Spot tanggal 26 Agustus 1997, menjual US § 368,464.43
dengan nilai kurs Forward Rp. 2.760,- per 1 US Dollar, (sehingga
seluruhnya scnilai Rp. 1.106.961.827,-) dimana Maturity date adalah
tanggal 27 Agustus 1997 dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal transaksi (trade Date) :26 Agustus 1997

Maturity date :27 Agustus 1997

Notional Amount :US$ 368.464,43

Spot rate :Rp. 2.760 per 1 Us
dollar

Hardi Widjaja Kusuma terima :US $ 368.464,43

Deutsche Bank terima :Rp.1.016.961.827,-

Tahap Kedua (second Leg)

Hardi Widjaya Kusuma menetapkan deposit sejumlah US $ 368.464,43
pada Bank dengan Maturity Date pada tanggal 29 September 1997
sampai dengan tanggal 29 September 1997 dengan bunga sebesar
6,125% per tahun schingga jumlah seluruhnya sctelah dipotong pajak
adalah sebesar US § 370.222.88

Tahap Ketiga (Third Leg)
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Tanggal 26 Agustus 1997 Hardi Widjaya Kusuma dan Bank melakukan
transaksi Forward berdasarkan mana Hardi Widjaya Kusuma setuju
untuk menjual US $ 370,222.88 dengan nilai kurs forward Rp. 2.880 per
1 US $ Dollar sehingga seluruhnya senilai Rp. 1.066.241.894,- dimana
diperjanjikan Maturity Date adalah pada tanggal 29 September 1997
dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal transaksi (Trade date) :26 Agustus 1997

Maturity date :29 September 1997
National Amount :US $370,222.88
Forwarad Rate (Nilai Kurs :Rp. 2.880,- per 1
Forward) US Dollar

Hardi Widjaja Kusuma terima  :Rp. 1.066.241.894
Deutsche Bank terima :US $370,222.88

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Hardi Widjaja Kusuma
sudah menikmati keuntungan dengan perincian sebagai berikut:
Uang Awal Rp. 505.773.842,46 dan

US $ 191.815,38

Transaksi pertama :Rp. 1.016.961.827.-
bertamabah menjadi
Transaksi berikutnya  :Rp. 1.066.241.894.-
menjadi
Jumlah Keuntungan menjadi Rp. 1.066.241.894,- dikurangi Rp.

1.016.961.827,- schingga keuntungan yang didapatkan Rp. 49.280.067.-
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Selama persidangan berlangsung pihak Deutsche bank belum pernah
menghadirkan asli bukti Hold Mail Agreement yang hanya ditampilkan hanya copy
saja, dan hakim berpnedapat bahwa persoalan kasus ini adalah uang Hardi Widjaja
Kusuma yang telah jatuh tempo ternyata tidak scsuai dengan apa yang
diperhitungkan oleh Hardi sendiri karena perbedaan kurs yang menjadi patokan bagi
mereka. Lalu Hardi Widjaja Kusuma juga tidak pernah membantah konfirmasi
melalui telepon selama persidangan.

C. Pendapat dari Pihak-Pihak yang berperkara.

1. Hardi Widjaya Kusuma melalui kuasa hukumnya Hadi Saputra SH.

Sekalipun Hardi Widjaya Kusuma menolak, akan tetapi Deutsche Bank AG
Jakarta telah memaksakan uang yang ditujukan/mentransfer kepada AC No.
0003764-00-0 atas nama Hardi Widjaja Kusuma, sebesar Rp. 1.075.304.954,46,-
berarti jika dinilai dalam kurs US$ yang ditetapkan pihak itu, maka besarnya nilai
deposito tersebut menjadi berkurang jika dibandingkan dengan besarnya uang yang
tersimpan dalam deposito seperti yang tercantum dalam Assignment of Term Deposit
tanggal 01 September 1997, yang nilai kursnya US$-nya pada tanggal 01 September
1997 adalah paling sedikit sebesar Rp.3.500,-%.

Bahwa ternyata belakangan diketahui deposito Hardi Widjaya Kusuma
berubah dengan munculnya bukti transfer derivatif/valas yang jelas-jelas palsu dan
hanya rekayasa secara licik oleh Deutsche Bank AG Jakarta schingga jelas upaya
untuk memperoleh  sesuatu yang bukan haknya para Tergugat telah

membuat/mcrekayasa transaksi-transaksi Derifatif yang palsu, yaitu berupa transaksi

“ Hadi Syahputra, Perkara Hardi Widjaya Kusuma melawan Deutsche Bank AG Jakarta, Jakarta, 9
Juni 2008
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spot dan transaksi forward yang seolah-olah telah dilakukan oleh Hardi Widjaya
Kusuma dan pada tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 1997°",

Dengan munculnya transaksi Derifatiffvalas tersebut yang seluruhnya
didalilkan sebagai transaksi melalui telepon tanpa adanya perjanjian tertulis yang
ditandatangai secara sah, jelas Deutsche Bank AG Jakarta telah melakukan
pelanggaran yang serius dan bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 7 tahun
1992 serta pedoman pelaksanaan transaksi Derifatif Bank Indonesia SE No.
28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No..28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996
yang telah diubah dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:
7/31/PBl/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF ditujukan kepada seluruh
Bank Umum di Indonesia termasuk Deutsche Bank AG Jakarta, sesuai dengan
peraturan/pedoman transaksi Derifatif Bank Indonesia pasal 5 ayat 2 pasal 9 ayat 1
ayat 2 dan pasal 10 ayat 1%,

Dalam Pasal 5 ayat 2 :

Transaksi Derifatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan kontrak,yang
sekurang-kurangnya mencakup(’3 :

a. Pagu transaksi derivatif

b. Base currency yang digunakan

o

Jenis valuta/ instrument yang dipertukarkan

e

Penyelesaian transaksi derivatif (settlement)

! ibid.
2 Ibid.

* Ibid
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e. Pembukaan laba/ rugi transaksi derivatif yang dilakukan
f. Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrelized)
g. Metode atau cara transaksi derivatif
h. Besarnya komisi
i. Penggunaan kurs konversi
j-  Advis dan konfirmasi transaksi derivatif
k. Kerahasiaan dan
~> L Domisili dan hukum yang berlaku
Pasal 9 ayat | :

»Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah yang dilakukan tanpa diikuti

pergerakan dan/ instrument harus memenuhi ketctuan sebagai berikut **:

a.

Nasabah harus memenuhi margin deposit sekurang-kurangnya 10% dan pagu
transaksi derivatif lainnya yang maksimum margin depositnya ditetapkan
secara khusus.

Maintenance margin ditetapkan sckurang-kurangnya 50% dari margin
deposit.

Apabila margin deposit telah mencapai maintenance margin, maka bank
harus melakukan margin call kepada nasabah dan

Kegiatan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus dihentikan
apabila setelah dilakukan margin call nasabah tidak melakukan setoran

tambahan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

“ 1vid
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Pasal 9 ayat 2 %%

“Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah sccara mingguan mengenai

posisi transaksi derivatif nasbah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah

dianggap cukup membahayakan™.

Bahwa syarat dan prosedur bank umum utuk melakukan transaksi
derivatif, valas (spot forward, forward dan swap) adalah cukup rumit dan ketat.
Adapun syarat minimum yang harus dipenuhi oleh nasabah pengikut transaksi
Derifatif, valaas (spot forward, forward dan swap) pada umumnya, yaitu®s :

a. Harus memiliki dana yang cukup.

b. Harus memiliki pagu kredit secara resmi.

¢. Harus mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang Kkhusus
disediakan untuk tujuan transaksi derivatif, valas (spot forward, forward dan
swap) tersebut.

d. Bahwa bagi transaksi derivatiff valas yang melalui telepon, adalah
merupakan keharusan bagi dealing from (bagian transaksi) disetiap bank
untuk mereckam setiap transaksi yang terjadi, disusul dengan konfirmasi
perjanjian dan kontrak secara tertulis dan tertandatangani secara sah.
Keharusan mana adalah sebagai bukti transaksi dan mencegah kemungkinan
nasabah menolak menepati janji, tidak mengakui dan membatalkan secara
sepihak karena mengalami kerugian di transaksi tersebut.

e. Bahwa nasabah yang diizinkan mengikuti transaksi Derifatif valas (spot

“ bid

“ Ibid.
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forward, forward swap) harus sudah lama dikenal, dan memiliki kredibilitas
data usaha dan record transaksi yang baik.

Bahwa jelas berdasarkan syarat dan prosedur bank umum untuk
melaksanakan transaksi derivatif/ valas minimum harus melalui syarat a s/d e
diatas, sehingga tanpa adanya bukti rekaman transaksi tanpa pagu kredit
transaksi, tanpa dana serupiahpun dan tanpa melalui pengikatn perjanjian
melalui kontrak yang sudah ditandatangani dan tanpa tertera secara jelas
bentuk wujud tamsaksi, jeas bukan merupakan suatu praktek perbankan yang
berdasarkan prosedur yang berlaku, schingga hal inipun jelas merupakan
suatu rekayasa fiktif yang dilakukan oleh Deutsche Bank AG Jakarta®’.

Bahwa sudah jelas berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan para
Tergugat, dengan dibantu oleh Deutsche Bank AG Jakarta telah melakukan
perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak sesuai prosedur yang
berlaku yang telah disepakati semula baik yang tertulis seperti yang
tercantum dalam Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997
maupun yang disampaikan secara lisan berulang kali oleh Deutsche Bank AG
Jakarta selaku officer Private Banking Deutsche Bank AG Jakarta, dan hal ini
terbukti para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang
diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata®,

Schingga terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan

“? 1bid.

“ Ibid

Tinjauan yuridis..., Edi Suryajaya, FH Ul, 2008



oleh para Tergugat adalah ;
1. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.
ii. Adanya perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum.
iii. Perbuatan tersebut juga berbentuk kesalahan perdata atau kurang hati-
hati.

Bahwa transfer uang dalam bentuk rupiah dengan menentukan kurs
secara sepihak dan tidak berdasarkan prosedur, yang dikurskan dengan rupiah

«. sebesar Rp.1.075.304.954.46,- secara sepihak pula dinyatakan sebagai bentuk
deposito rupiah yang bunga pertahun 12%, sedangkan pada saat itu bunga
yang dipasang di bank papan atas seperti BCA adalah 28% sampai dengan
30%.

Bahwa dengan demikian maka adalah wajar jika Hardi Widjaya
Kusuma menerima kembali seluruh uang sejumlah yang tersimpan dalam
Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997 yaitu sebesar US$
368, 464.43 ditambah bunga dan keuntungan yang seharusnya diperoleh
Hardi Widjaya Kusuma,

Adapun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Hardi Widjaya
Kusuma yaitun:

1. Hardi Widjaya Kusuma telah memerintahkan para Tergugat untuk

* 1bid
" Ibid
7 1bid.

2 1bid
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melakukan kegiatan transaksi valuta asing berdasarkan surat yang
ditandatangani lardi Widjaya Kusuma tanggal 25 Agustus 1997. halini
ditindaklanjuti seperti terbukti dan diakui sccara tegas oleh Hardi
Widjaya Kusuma, yaitu dengan ditransfernya pada tanggal 25 Agustus
1997 kepada Deutsche Bank AG Jakarta oleh Hardi Widjaya Kusuma,
uang rupiah sejumlah Rp. 505.773.842,46 dan uang dollar Amerika
Serikat sejumlah US$ 191.815,38.

2.  Bahwa setclah Hardi Widjaya Kusuma mengadakan transaksi-transaksi
spot dan forward melalui telepon dengan Deutsche Bank AG Jakarta
dan sclanjutnya Deutsche Bank AG Jakarta selalu mengirimkan surat-
surat dokumen (confirmation letter) tanggal 26 Agustus 1997 yang
isinya mengkonfirmasikan kebenran transaksi yang dilakukan, dan hal
tersebut tidak pernah dibantah oleh Hardi Widjaya Kusuma.

3. dari transaksi terscbut scbenarnya Hardi Widjaya Kusuma telah
memperolch keuntungan sejumlah Rp. 49.280.067 -

2. Komentar dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
a. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 AYAT 27
Transaksi-transaksi valuta asing antara Hardi Widjaja Kusuma dan

Deutsche Bank AG Jakarta tidak bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 SK

Direksi Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR (SK Direksi BI). Berdasarkan

kontrak berupa surat konfirmasi, surat konfirmai yang dikirimkan kepada

Hardi Widjaja Kusuma dan telah diterima IHardi Widjaja Kusuma. maka

" pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara antara Hardu Widjaya Kusuma melawan Deutsche Bank
AG Jakarta, Jakarta, 16 Juni 2008;
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terbukti kontrak tersebut telah mencakup ketentuan pasal § ayat 2 SK Dircksi
Bank Indonesia,yaitu dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :
a.  Unsur Pagu transaksi derivatif dipenubi : lihat pasal 5 ayat 2a SK
Direksi BI).
l. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997 dengan pagu Rp.511.187.988 dan
US dollar 191.815,38 ;
2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu Rp.1.016.961.827
dan US dollar 368.464,43 ;
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu
Rp.1.066.241.894 dan US dollar 370.222,08 ;
b. Unsur Base Currency yang digunakan dipenuhi : (lihat pasal S ayat 2b SK
Direksi BI) yaitu mata uang US dollar dan rupiah ;
¢. Unsur jenis valuta/ instrument yang ditukarkan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat
2¢ SK Direksi BI)
1. Transaksi pot tanggal 25 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan
nilai 1 US dollar = Rp. 2.665,-
2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan
nilai 1 US dollar = Rp. 2.760,-
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah
dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.880,-
d. Unsur penyelesaian transaksi Derifatif (settlement) dipenuhi :
1. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal

27 Agustus 1997.
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2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal
27 Agustus 1997.

3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi
tanggal 29 September 1997.

Penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara : pembayaran Deutsche Bank

AG Jakarta pada llardi Widjaja Kusuma dengan mengkredit rekening Hardi

Widjaja Kusuma pada Deutsche Bank AG Jakarta dan pembayaran Deutsche

Bank AG Jakarta kepada Hardi Widjaja Kusuma dengan mendebet rekening

Hardi Widjaja Kusuma pada Deutsche Bank AG Jakarta.

e.Unsur pembukaan dan pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial dipenuhi :

.
l.

Bahwa Decutsche Bank AG Jakarta memiliki dan mencatat secara internal
posisi tersebut ;

Unsur metode atau cara transaksi derivatif dipenuhi :

Dilakukan melalui telepon dan dikonfirmasikan melalui surat konfirmasi —
surat konfirmasi yang dikirim kepada Hardi Widjaja Kusuma dan diterima
Hardi Widjaja Kusuma ;

Unsur besamya komisi :

Tidak ada komisi khusus yang dibebankan dalam transaksi antara Hardi
Widjaja Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta. Oleh karcnanya ketentuan
dalam butir ini tidak relevan.

Unsur penggunaan kurs konversi dipenuhi : yaitu mata uang US dollar dan
rupiah.

Unsur advis dan konfirmasi transaksi dipenuhi :
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Dengan cara pengiriman surat konfirmasi — surat konfirmasi dan dokumen

yang berkaitan dengan transaksi tersebut yang dikirim oleh Deutsche Bank

AG Jakarta kepada Hardi Widjaja Kusuma dan telah diterima oleh Hardi

Widjaja Kusuma.

Unsur kerahasiaan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2k SK Direksi BI)

Deutsche Bank AG Jakarta selalu menjaga kerahasiaan transaksi dengan

Hardi Widjaja Kusuma ;

b. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 9 AYAT 1 A S/D DAN

AYAT 2 DAN PASAL 10 AYAT 1 transaksi derivatif’.

Bahwa ketentuan pasal 9 ayat 1 dan 2 dan pasal 10 ayat tidak dapat

diterapkan dalam transaksi valuta using antara Hardi Widjaja Kusuma dan

Deutsche Bank AG Jakarta berdasarkan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan  pasal  penjelasan  SK  Direkst BI
No.28/119/KEP/DIR. Jo Peraturan Bank Indonesia No.
7/31/PB1/2005 Tentang transaksi Derivatif “Margin deposit
hanya diperlukan untuk transaksi Derifatif dalam rangka
trading dengan nasabah. Dalam kaitan ini yang dimaksud
dengan transaksi derivatif dalam rangka trading adalah
transaksi jual dan beli yang di lakukan lebih dari satu kali,
dengan nasabah yang sama dan untuk produk yang sama-
dalam jangka waktu kontrak dan tidak mempunyai underlying

transaction®.

™ 1bid;
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ii. Bahwa transaksi derivatif/ valuta asing antara Hardi Widjaja
Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta adalah transaksj spot
dan transaksi forward, dan bukan untuk tujuan trading (margin
trading) maka tidak diperlukan margin deposit dalam transaksi
tersebut. Oleh karenanya ketentuan dalam pasal 9 ayat (2)
tersebut tidak relevan. Demikian juga ketentuan dalam pasal
10 ayat 1, hanya berlaku dalam transaksi margin trading, hal
mana bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Hardi
Widjaja Kusuma dari Deutsche Bank AG Jakarta. Bahwa
seandainya benar diperlukan deposit dalam transaksi tersebut
quod non, Hardi Widjaja Kusuma dalam melakukan transaksi
spot dan transaksi forward terbukti memiliki dana dalam
bentuk deposito.

iii. Bahwa demikian juga dalil Hardi Widjaja Kusuma dalam butir
9 dan 10 gugatan ditolak dengan tegas karena Deutsche Bank
AG Jakarta dan Hardi Widjaja Kusuma telah sepakat
melakukan transaksi valuta asing spot dan transaksi forward
berdasar.

iv. Hardi Widjaja Kusuma memiliki dana (deposit) sebagaimana
disebut dalam butir 14 diatas dengan ditransfernya uang
sejumlah Rp.505.773.84246 dan US$ 191.815,38 yang
kemudian dengan dana tersebut dilakukan transaksi spot dan

transaksi forward ;
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v. Hardi Widjaja Kusuma telah menandatangani formulir untuk
melakukan transaksi valuta asing yang pada pokoknya
memerintahkan  Deutsche Bank AG Jakarta untuk
melaksanakan perintah Hardi Widjaja Kusuma melului telepon
dan faksimili. Selanjutnya perintah Hardi Widjaja Kusuma
tersebut dikonfirmasikan dalam surat konfirmasi yang juga
merupakan kontrak dan telah dikinm pada Hardi Widjaja
Kusuma dan diterima Hardi Widjaja Kusuma

DEUTSCHE BANK AG JAKARTA MEMILIKI PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI DERIVATIF DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SPOT DAN
TRANSAKSI FORWARD TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KONTRAK
DENGAN HARDI WIDJAJA KUSUMA SERTA TELAH DILAKUKAN
DENGAN BENAR DAN DEUTSCHE BANK AG JAKARTA SUDAH
MENJELASKAN PADA BANK INDOENSIA MENGENAI MASALAH
TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TERSEBUT?.

a. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Hardi Widjaja Kusuma dalam
gugatan ditolak karena Bank Indonesia tidak pernah menegur/menyatakan
Deutsche Bank AG Jakarta melakukan kesalahan dalam melakukan transaksi
valuta asing dengan Hardi Widjaja Kusuma, meskipun Hardi Widjaja
Kusuma sudah pemah melaporkannya.

Bahkan Deutsche Bank AG Jakarta melalui suratnya tanggal 04

Desember 1997 telah menjawab sehubungan tuduhan dan pernyataan-

" Ibid;
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pemyataan yang tidak benar dari Hardi Widjaja Kusuma sehubungan dengan
transaksi spot dan transaksi forward tersebut kepada Bank Indonesia dan
sampai sekarang, karena terbukti transaksi valuta asing tersebut adalah
transaksi yang benar dan tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia maka
tidak pernah ada sanksi yang diberikan Bank Indonesia.

Bahwa Deutsche Bank AG Jakarta juga memiliki pedoman
pelaksanaan transaksi Derivatif yaitu transaksi spot dan transaksi forward
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

. Bahwa dengan demikian tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
karena semua perhatian para Deutsche Bank telah sesuai dengan hal-hal yang
di sepakati dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum/hukum yang
berlaku.

. Bahwa Deutsche Bank AG Jakarta tidak penah menetapkan kurs secara
sepihak, scbaliknya Hardi Widjaja Kusuma sendiri yang meminta deposito
Hardi Widjaja Kusuma untuk dicairkan pada tanggal 29 Oktober 1997
dengan bunga 12% per tahun yang telah disepakati Hardi Widjaja Kusuma ;

. Bahwa ditolak dalil Hardi Widjaja Kusuma berdasarkan transaksi forward,
gugatan mana telah diuraikan dalam penjclasan diatas, Hardi Widjaja
Kusuma akan menerima Rp.1.066.214.894,- dan Deutsche Bank AG Jakarta
dan sebaliknya Hardi Widjaja Kusuma akan menyerahkan US $§ 370.222.88
kepada Deutsche Bank AG Jakarta pada tanggal jatuh tcmpo. Dengan

demikian transaksi-transaksi yang dilakukan Hardi Widjaja Kusuma dan
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Tergugat adalah sah dan mengikat Hardi Widjaja Kusuma dan Deutsche
Bank AG Jakarta.

Bahwa berdasarkan hal terscbut diatas, Dcutsche Bank tidak melakukan
perbuatan melawan hukum maka tidak berkewajiban membayar ganti rugi
secara materiil dan moral sejumlah US$ 90,524.67 dan US$ 1,000,000.
Bahwa lagi pula tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Hardi Widjaja
Kusuma sebesar US$ 90,524.67 tidak relevan karena terbukti justru Hardi
Widjaja Kusuma yang berkewajiban menyerahkan rupiah kepada Hardi
Widjaja Kusuma. Hal tersebut telah dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu
pada tanggal 29 September 1997.

Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa mencampur-adukkan kedua
jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan dengan hukum acara (Vide
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL
29 APRIL 1986) :

“Penggabungan gugatan perbuatan melawa hukum dengan perbuatan ingkar
janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri
pula”.

Bahwa dalil Hardi Widjaja Kusuma telah di iming-iming oleh pihak Deutsche
Bank AG Jakarta untuk menyimpan uang di Deutsche Bank AG Jakarta
(Deutche Bank) dan Hardi Widjaja Kusuma merasa tertarik kemudian Hardi
Widjaja Kusuma telah menyetor sebanyak US § 191,815.38 pada tanggal 25

Agustus 1997 melalui Bank Danamon dan melalui Bank Tiara sebanyak
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Rp.505.773.842,46 masing-masing pada tanggal 25 Agustus 1997, Kurs
waktu itu, 25 Agustus 1997 adalah Rp. 2.830,- / dollar US.

Sedangkan jumlah US Dollar yang sebelumnya dimiliki Hardi
Widjaja Kusuma pada tanggal 27 Agustus 1997, sejumlah US$. 368,464.43,
menjadi milik Deutsche Bank AG Jakarta karena pada tanggal 29 September
1997 harus diberikan Hardi Widjaja Kusuma kepada Deutsche Bank AG
Jakarta sejumlah US §. 370,222.88 Oleh karenanya pada tanggal 29
September 1997 uang sejumlah US$. 370,222.88 milik Hardi Widjaja
Kusuma (merupakan USS$. 368,464.43 + bunga) telah didebet Deutsche Bank
AG Jakarta.

Hardi Widjaja Kusuma telah menikmati hasil dan keuntungan berikut
bunga sebagai berikut’® :

1. Uang awal dari Hardi Widjaja

Kusuma adalah : Rp. 505.773.842,46

dan USS. 191,815.38
2. Dari hasil transaksi dengan

Deutschc  Bank AG Jakarta

uang Hardi Widjaja Kusuma

tersebut bertambah menjadi : Rp. 1.016.961.827.-
3. Dari hasil transaksi berikutnya

dengan Deutsche Bank AG

Jakarta maka wuang Hardi

* Jbid;

60
Tinjauan yuridis..., Edi Suryajaya, FH Ul, 2008



Widjaja Kusuma  tersebut
bertambah (untung) menjadi : Rp. 1.066.241.894,-
4. Jumlah keuntungan : Rp. 49.280.067,-

Bahwa dari tuntutan Hardi Widjaja Kusuma dan tanggapan para Tergugat
maka hakim berkesimpulan bahwa inti persoalannya adalah uang Hardi Widjaja
Kusuma yang telah jatuh tempo temyata tidak sesuai dengan apa yang
diperhitungkan oleh Hardi Widjaja Kusuma, hal ini disebabkan karena nilai kurs
dollar yang dijadikan patokan berbeda, yaitu ‘menurut kuasa Deutsche Bank AG
Jakarta ditentukan sebesar Rp. 2.880,- per dollar US $, tapi menurut Hardi Widjaja
Kusuma seharusnya diperhitungkan berdasarkan kurs waktu itu yaitu sebesar Rp.
3.650,- per dollar USS$, schingga tentu berbeda dari hasil yang bakal didapat oleh
Hardi Widjaja Kusuma’’.

Bahwa atas hal tersebut, hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti
yang diajukan oleh Hardi Widjaja Kusuma ternyata bahwa sebelum dilakukan
transaksi valuta asing temyata Deutsche Bank AG Jakarta telah menelepon dan
memberikan konfirmasi kepada Hardi Widjaja Kusuma tentang transaksi valuta
using antara Penggugut dengan Tergugat dimana meskipun tidak ada tanggapan dari
Hardi Widjaja Kusuma, tetapi Hardi Widjaja Kusuma telah menerima uang sejak
berlakunya transaksi valuta using tersebut berlangaung tanggal 25 Agustus 1997
sampai dengan tanggal 27 Agustus 1997, temyata tidak ada protes dari Hardi Widjaja
Kusuma dan dalam gugatanya sendiri Hardi Widjaja Kusuma menyatakan bahwa

uvang yang diterima adalah sebesar US$ 368.464,43, yang sebetulnya adalah

7 1bid;
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merupakan hasil transaksi valuta asing tanggal 25 Agustus 1997 dimana kurs dollar
ditetapkan adalah Rp.2.665,- demikian juga sewaktu ditetapkan kurs dollar senilai
Rp.2.760,- pada transaksi tanggal 26 Agustus 1997 temyata tidak ada protes dari
Penggugut, tetapi setelah dollar naik menjadi Rp.3.650,- mulailah Hardi Widjaja
Kusuma menuntut Dcutsche Bank AG Jakarta™.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa kurs dollar yang
ditetapkan Deutsche Bank AG Jakarta adalah mengikat kedua belah pihak, sehingga
transaksi tanggal 27 Agustus 1997 untuk jatuh tempo tanggal 29 Agustus 1997
dengan kurs dollar US$ sechesar Rp.2.880,- adalah mengikat kedua belah pihak.
Bahwa pada waktu jatuh tempo kurs dollar telah berubah naik atau turun adalah
menjadi resiko dari masing-masing pihak apalagi dalam transaksi valuta asing sangat
rawan akan naik turunnya kurs dollar”.

Majelis berpendapat bahwa transaksi valuta asing antara Hardi Widjaja
Kusuma dengan Deutsche Bank AG Jakarta merupakan bukan transaksi Derifatif
palsu karena tidak adanya putusan pengadilan yang mengatakan bahwa transaksi
tersebut palsu, sehingga tidak melanggar SK. Direksi bank Indonesia dan perjanjian
transaksi valuta asing antar kedua belah pihak adalah mengikat karenanya kurs yang
ditetapkan oleh Deutsche Bank AG Jakarta juga mengikat kedua belah pihak®.

D. Analisis terhadap Transaksi Derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan

tanpa konfirmasi secara tertulis.

" Ibid.
* Ibid

¥ Ibid
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Apabila kita kaitkan dengan hukum perikatan dalam KUHPerdata, maka
perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara, mewajibkan para pihak
untuk mematuhinya kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya, khususnya dalam
perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik (wederkerige overeenkomsten). Asas
Pacta Sunt Servanda, yang berarti persetujuan-persetujuan (dan kesepakatan-
kesepakatan) para pihak dalam perjanjian harus dipatuhi, mewajibkan para pihak
untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya, sekalipun dalam
perjanjian-perjanjian yang tidak bertimbal balik (eenzijdige overeenkomsten).
Perjanjian perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik (Psl 1338 alinea 3). Apa
yang dimaksud dengan kalimat yang termuat dalam Pasal 1338 alinea ini intinya dari
pasal ini berkaitan dengan cara bagaimana melaksanakan perjanjian dengan itikad
baik, dan bukan sikap tindak seseorang dalam melaksanakan perjanjian.

Cara seseorang melaksankan perjanjian dengan itikad baik terletak pada pasal
1339 junto pasal 1347. bunyi pasal ini tegas dan jelas, perjanjian tidak mengikat
untuk hal-hal yang dinyatakan secara tegas saja dalam perjanjian tersebut, tetapi juga
mengikat untuk hal-hal yang, menurut sifat perjanjian tersebut, dituntut harus ada
berdasarkan kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang dalam bahasa belanda
disebut sebagai gebruikelijk bestending bedingen atau dalam bahasa inggris disebut
dengan implied terms ini tidak bersifat kumulatif artinya, bilamana undang-undang
tidak mengaturnya, maka kebiasaan menjadi patokan bagi pelaksanaan perjanjian
dengan itikat baik.

Terhadap perjanjian tersebut scharusnya dimintakan pembatalannya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 KUHPerdata jika dihubungkan dengan
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ketentuan pasal 1320 dimana seluruh syarat subyektif dan objektif terpenuhi, tetapi
salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya atau memenuhi perikatan tidak sesuai
dengan yang diperjanjiakan schingga menibulkan kerugian, maka seluruh ketentuan
Pasal 1266 dapat diberlakukan sepenuhnya.

Apabila transaksi derivatif tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi
tertulis maka melanggar apa yang telah diatur dalam transaksi dervatif terhadap hal
tersebut, sehingga perlu dibuktikan mengenai konfirmasi yang di dalilkan oleh Hardi
Widjaja Kusuma tidak pemah ditanda tanganinya. Sehingga dia harus memproses
secara tertulis terlebih dahulu. Apabila apa yang didalilkan itu benar maka Bank
telah melakukan Pengelapan menurut pasal 372 KUHPidana adalah Barangsiapa
dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendin (Zich
toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena
pengelapan. Menurut Pasal 379 KUHPidana dimana dikatakan svatu perbuatan
dengan maksud untuk mengutunkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum dengan memakai nama secara tipu muslihat, secara melawan hukum, atau
dengan rangkaian kebohongan dan menjadikan perbuatan itu sebagai mata
pencaharian atau kebiasaan dapat diancam pidana

Transaksi derivatif yang dilakukan dalam perbankan harus dilakukan secara
tertulis, hal ini tersebut sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai
transaksi Derifatif. Sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan transaksi
Derifatif Bank Indonesia SE No. 28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No.

28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang telah diubah dengan PERATURAN BANK
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INDONESIA NOMOR: 7/31/PB1/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF
ditujukan kepada seluruh Bank Umum di Indonesia termasuk Deutsche Bank AG
Jakarta, sesuai dengan peraturan/pedoman transaksi Derifatif Bank Indonesia pasal 5
ayat 2 Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan

kontrak,yang sekurang-kurangnya mencakup :

—

. Pagu transaksi derivatif

2. Base currency yang digunakan

3. Jenis valuta/ instrument yang dipertukarkan

4. Penyelesaian transaksi derivatif (settlement)

5. Pembukaan laba/ rugi transaksi derivatif yang dilakukan

6. Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrelized)

7. Metode atau cara transaksi derivatif

8. Besarnya komisi

9. Penggunaan kurs konversi

10. Advis dan konfirmasi transaksi derivatif

11. Kerahasiaan dan

12. Domisili dan hukum yang berlaku

Tetapi dalam kasus disini menurut hakim transaksi tersebut sudah dilakukan
secara tertulis dan dalil Hardi Widjaya Kusuma bahwa Hold Mail Agreement yang
menjadi dasar pencairan tidak pernah terbukti palsu. Adapun syarat dalam pasal 5
ayat 2 tersebut sudah dipenuhi scbagaimana yang disampaikan oleh hakim yakni
Unsur Pagu transaksi derivatif dipenuhi :

a. i. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997 dengan pagu
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Rp.511.187.988 dan US dollar 191.815,38 ;
i.  Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu
Rp.1.016.961.827 dan US dollar 368.464,43 ;
ii. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu
Rp.1.066.241.894 dan US dollar 370.222,08 ;
b. Unsur Base Currency yang digunakan dipenubi yaitu mata uang
US dollar dan rupiah.
c. Unsur jenis valuta/ instrument yang ditukarkan dipenuhi.
i. Transaksi pot tanggal 25 Agustus 1997 ; US dollar
dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.665,-
ii. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 ; US dollar
dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.760,-
iii.  Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 ; US
dollar dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp.
2.880,-
d. Unsur penyelesaian transaksi Derifatif (settlement) dipenuhi.
i Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997,
penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997.
ii. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997,
penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997.
tii.  Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997,
penyelesaian transaksi tanggal 29 September 1997.

e. Penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara : pembayaran
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Deutsche Bank AG Jakarta pada Hardi Widjaja Kusuma dengan
mengkredit rekening Hardi Widjaja Kusuma pada Deutsche Bank
AG Jakarta dan pembayaran Deutsche Bank AG Jakarta kepada
Hardi Widjaja Kusuma dengan mendebet rekening Hardi Widjaja
Kusuma pada Deutsche Bank AG Jakarta.

f. Unsur pembukaan dan pencatatan atas posisi laba/rugi yang
potensial dipenuhi.
Bahwa Deutsche Bank AG Jakarta memiliki dan mencatat secara
internal posisi tersebut.

g. Unsur metode atau cara transaksi derivatif dipenuhi.

Dilakukan melalui telepon dan dikonfinmasikan melalui surat
konfirmasi — surat konfirmasi yang dikirim kepada Hardi Widjaja
Kusuma dan diterima Hardi Widjaja Kusuma .

j-Unsur besarnya komisi Tidak ada komisi khusus yang dibebankan
dalam transaksi antara Hardi Widjaja Kusuma dan Deutsche Bank
AG Jakarta. Oleh karenanya ketentuan dalam butir ini tidak
relevan.

k. Unsur penggunaan kurs konversi dipenuhi yaitu mata vang US
dollar dan rupiah.

l.  Unsur advis dan konfirmasi transaksi dipenuhi.
Dengan cara pengiriman surat konfirmasi — surat konfirmasi dan
dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut yang dikirim

oleh Deutsche Bank AG Jakarta kepada Hardi Widjaja Kusuma
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dan telah diterima oleh Hardi Widjaja Kusuma.

m. Unsur kerahasiaan dipenuhi oleh Deutsche Bank AG Jakarta
selalu menjaga kerahasiaan transaksi dengan Hardi Widjaja
Kusuma

Tetapi dalam kasus diatas Deutsche Bank mungkin tidak menjelaskan
mengenai bahaya mengenai keuntungan dan kerugian produk perbankan yang
ditawarkan, karena hal tersebut Hardi Widjaya kusuma menjadi salah pengertian
mengenai kurs yang akan digunakan dalam transaksi derivatif yang dia telah
lakukan, sehingga dia menggangap sangat dirugikan mengenai kurs tersebut. Apabila
produk perbankan tersebut dijelakan dan kurs yang digunakan juga dijelaskan maka
perbedaan tersebut tidak akan terjadi.

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek
informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini
pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang
disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko maupun biaya-
biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul
perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya
kesenjangan informasi mepgenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank
kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi yang lain,
kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan
terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat

merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai
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produk bank untuk meningkatkan good governance di sektor perbankan.

Sehingga terhadap transaksi Derivatif pada dasarnya tidak dapat dilakukan
tanpa adanya konfirmasi tertulis, hal itu sudah diatur dalam SE No. 28/13/UD Jakarta
29 Desember 1995 dan SE No. 28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang telah diubah
dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/31/PBI/2005 TENTANG
TRANSAKSI DERIVATIF. Tetapi apabila kita kaitan dengan perjanjian, setiap
perjanjian bisa dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan, sehingga
apa yang dilakukan oleh Deutsche Bank AG Jakarta yang melaksanakan transaksi
berdasarkan telepon dari Hardi WIdjaya Kusuma tidak dapat dipersalahkan, apalagi
sudah ada Perjanjian tertulis Hold Mail Agreement yang mengatakan bahwa
konfirmasi bisa dilakukan dengan telepon maupun dengan Fax.

Permasalahan kasus ini ialah dimana produk perbankan tidak dijelaskan
mengenai pembayaran kurs dan jangka waktu pelaksanaan transaksi keuangan
tersebut. Yang menjadi inti permasalahan ialah dimana transaksi tersebut dijalankan
dalam waktu 2 (dua) hari kerja, dimana dalam 2 (dua) hari kerja tersebut bisa sangat
mempengaruhi kurs yang setiap saat bisa berubah. Sehingga berpotensi menjadi
perselisihan diantara para pihaknya.

Sehingga disini Deutsche Bank telah melanggar mengenai transparansi
produk perbankan mungkin karena para pihak lebih menggampangkan untuk
menjelakan produk perbankan. Harusnya Hardi Widjaya Kusuma mengugat deutsche
bank dengan pelanggaran transparansi produk perbankan dan transaksi dervatif,
bukan mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi

yang berakibat gugatan mereka tidak dapat diterima. Terlebih Hardi Widjaja Kusuma
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sudah mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebesar Rp. 49.000.000,-

(empat puluh sembilan juta rupiah), disini terlihat betapa Hardi Widjaja Kusuma

ingin mencoba-coba untuk mendapatkan keuntungan lebih dari tidak dijelaskanya

produk perbankan tersebut

E. Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif
yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi tertulis.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi derivatif dapat berupa
aturan menganai produk perbankan, pelaksanaan Transaksi derivatif tersebut, atau
mungkin suatu gugatan baik itu gugatan perdata maupun pidana. Banyak segi yang
bisa kita gunakan untuk melindungi nasabah dilihat dari produk perbankan, dimana
bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap
dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. Informasi tersebut wajib
disampaikan kcpada Nasabah secara tertulis dan atau lisan. Dalam memberikan
informasi Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan
atau tidak etis (misconduct). Apabila transparansi produk perbankan tersebut
dilakukan maka Bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang. Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. Tetapi sanksi ini
tidak bisa membuat bank jera, maka masih ada perlindungan yang lainnya.

Transaksi derivatif biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dan transaksi
derivatif juga diatur dalam SE No. 28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No.
28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang telah diubah dengan PERATURAN BANK

INDONESIA NOMOR: 7/31/PBL/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF.
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Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian
pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari
seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan
pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk
transaksi derivatif kredit.

Apabila dilihat dari definisi transaksi derivatif haruslah transaksi tersebut
didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian. Tetapi tidak dijelakan mengenai kontrak
itu atau perjanjian tersebut haruslah secara tetulis, ini lah yang bisa menjadi
permasalahan. Apabila apa yang diperjanjikan tidak sesuai maka akan menjadi
permasalahan bagi para pihak. Harusnya terhadap transaksi derivatif haruslah dengan
perjanjian tertulis sehingga jelas apa yang diperjanjikan, dan apabila salah satu pihak
melanggara apa yang diperjanjikan maka pihak yang lain berhak untuk memnuntuk
agar pihak yang melanggar melaksanakan apa yang diperjanjikan tersebut. Kontrak
tersebut wajib mencakup paling sedikit :

a. pagu transaksi derivatif:

b. base currency yang digunakan;

¢. jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan;

d. penyelesaian transaksi derivatif (settlemen),

¢. pembukuan laba atau rugi Transaksi Derivatif yang dilakukan;
f. pencatatan atas posisi laba atau rugi;

g. metode atau cara transaksi derivatif;

h. besarnya komisi;

i. penggunaan kurs konversi;
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j. advis dan konfirmasi transaksi derivatif;

k. kerahasiaan; dan

1. domisili dan hukum yang berlaku

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap transaksi derivatif tanpa kontrak
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar
sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar. Total
kewajiban membayar untuk transaksi tersebut paling banyak sebesar
Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 tahun kalender hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:
7/31/PBI/2005

Apabila para pihak dalam transaksi derivatif tersebut bersengketa mereka
dapat menyelesaikan dengan melalui pengadilan untuk mengakhiri perjanjian yang
telah mereka buat. Terhadap pemanjian dapat dimintakan pembatalannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 KUHPerdata jika dihubungkan dengan
ketentuan pasal 1320 dimana seluruh syarat subyektif dan objektif terpenuhi, tetapi
salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya atau memenuhi perikatan tidak sesuai
dengan yang diperjanjiakan schingga menimbulkan kerugian, maka seluruh
ketentuan Pasal 1266 dapat diberlakukan sepenuhnya.

Dasar gugatan perdata mereka dapat berupa Wanprestasi maupun perbuatan
melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi dalam melakukan gugatan dalam
pengadilan ialah untuk tidak mencampur gugatan wanpretasi dengan gugatan
perbuatan melawan hukum secara bersamaan menurut Yurisprudensi (PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG RI No. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL 29 APRIL 1986)
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bahwa mencampur-adukkan kedua jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan
dengan hukum acara “Penggabungan gugatan perbuatan melawa hukum dengan
perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan
tersendiri pula”.

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh nasabah ialah mengadukan
kepada pihak kepolisian karena adanya unsur penipuan dalam transaksi mereka,
apalagi apabila dilakukan secara sepihak oleh bank sendiri, apabila itu terjadi maka
sudah terjadi suatu tindak pidana yakni berupa Pengelapan sebagaimana diatur dalam
Pasal 372 KUHPidana aatau penipuan sebagai mata pencaharian secbagaimana diatur
dalam Pasal 379 KUIIPidana.

Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan konsumen maka ada hak-hak
konsumen yang dilanggar scbagimana diaur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tentang menciptakan sistem
perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selain itu perlindungan
konsumen diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

Tetapi ada hak pelaku usaha yang harus kita lindungi yaitu Hak untuk
mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
bisa saja Hardi Wijaya Kusuma mempunyai itikad yang tidak baik untuk
memperoleh keuntungan yang lebih lagi dari sistem transaksi dervatif yang

dilihatnya banyak kelemahanya. Dan Deutsche Bank berhak atas Hak untuk
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rehabilitasi apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan, apalagi gugatan tersebut menyebabkan
Deutsche Bank mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa pengacara dan bantuan-
bantuan hukum lainnya. Sehingga harusnya Deutsache Bank meminta biaya

tambahan akibat gugatan tersebut.
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BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan permasalahan apakah transaksi derivatif

dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis dan

perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang dilakukan

tanpa adanya konfirmasi secara tertulis, dalam bab-bab sebelumnya akhirnya

penulis sampai pada pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

Transaksi derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa adanya
konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karena walaupun dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI1/2005 tentang transaksi
derivatif sudah mengatur haruslah dengan kontrak tertulis dan harus
memenuhi beberapa unsur yang disyaratkan dalam peraturan tersebut.
Terhadap Kasus Hardi Widjaya Kusuma dengan Deutsche Bank terdapat
perbedaan pendapat bahwa Hold Mail Agreement merupakan kontrak
transaksi derivatif tetapi oleh Hardi Widjaya Kusuma ditolak
keberadaanya karena menurutnya dia tidak pernah menandatanganinya.
Menurut  hakim terhadap Hold Mail Agreement yang ditolak
keberadaanya haruslah diputus dengan putusan pidana terlebih dahulu,
apabila diputus bersalah barulah bisa mengugat Perbuatan Melawan
Hukum sccara perdata. Inti permasalahan kasus diatas ialah permasalahan

Kurs akibat perbedaan jangka waktu pelaksanaan transaksi derivatif
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tersebut, seharusnya Deutsche Bank menjelaskan dengan sejelas jelasnya
mengenai kurs yang akan digunakan apabila transaksi tersebut itu
dilaksanakan dan jangka waktu pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan
dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/PB1/2005
TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN
PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH. Apabila produk tersebut
dijelaskan dengan sebaik mungkin mungkin permasalahan seperti ini
tidak akan terjadi.

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang
dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis sudah diatur dalam
Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PB1/2005 tentang transaksi
derivatif dimana kontrak transaksi derivatif harus dengan kontrak tertulis,
terlebih lagi diatur juga dalam PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI
PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH,
dimana bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang
bahaya-bahaya dan keuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut.
Tidak menutup kemungkinan bagi nasabah untuk menuntut bank yang
merugikan nasabah untuk dituntut dimuka pengadilan baik secara perdata
melalui gugatan Wanprestasi ataupun dengan gugatan perbuatan melawan
hukum. Hukum pidana Pengelapan Pasal 372 KUHPidana dan Penipuan
Pasal 379 KUHPidana bisa digunakan nasabah untuk melindungi nasabah

tersebut. Bank hank telah salah memberikan informasi yang meneiptakan
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sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
Tetapi ada itikat tidak baik dari Hardi Wijaya Kusuma yang menggugat
Deutsche Bank hanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak

lagi, padahal dia sudah memperolehnya.

B. Saran

Sebaiknya Bank lebih mendahulukan penjelasan secara menyeluruh terhadap
produknya dan selalu memberikan kontrak secara tertulis terhadap kegiatan usaha
bank yang tidak biasa atau kegiatan bank yang khusus. Lalu Bank Indonesia harus
lebih mengawasi semua kegiatan bank, karena bank merupakan lembaga
pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam
pembangunan dan kehidupan perekonomian Indonesia. Bagi Nasabah sebaiknya
lebih berhati-hati dan tidak terpancing terhadap keuntungan semata, tetapi juga
harus melihat dari segi keamananya baik itu penjelasan mengenai produk
perbankan. maupun kepedulian nasabah agar tidak mengampangkan segala

prosedur perbankan, yang dapat memberikan resiko kerugian bagi nsabah sendiri.
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e - 0 - . A~ B W — " -

Nomor : 60{/rPDT.G/1998/DPN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memcriksa dan mengadili
crkars-perkara perdata dalam tingkal pertama tclah menjatuhkan putu-

.

can scbagaimana terscbut ini, didalaem pcrkara antara :

yARDL WIDJAJA KUSUMA, beralamat di Jl. Karang Bolong V/9 Ancol Baral,
Jakarta Utara, dalam perkara ini telah mcemberi kuasa
kcpada Djazuli Dachar,SH, Drs.H.M.Hood Idris R,Bsc,MM,
Agus lartanto,SH, Titi Sansiwi,SH, Abdul Aziz Huscin,SH,
Wahyudin Ahmad Ali,SH, Advokot/DPcnaschat hukum/Pcngacarn
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 04-12-1998 Nomor
t 686/Srt/K/Pdt/PN.JKT.PST sclanjutnya discbut scbagai

Melawan

|. DEUTSCHE BANK AG JAKARTA, alamat di Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta

Pusat, sclanjutnya discbut scbagai TERGUGAT ]

2. Mr. LAWRENCE JUSTIN WOLFE, dahulu bertindak sclaku Chicf Country
Deutsche Bank AG Jakarta, alamat di J1. Imam

Bonjol No. 80, Jakarta Pusat sclanjutnya discbut

scbagai TERGUGAT 1] ; -~—-————————cmecerece———-
3. VI QEPARDI, dahulu bertindak sclaku Irivatc Banking Dcpt,
/’kh"ﬁs Dcutschc Bank AG Jakarta, alamat di Jl. Imam
/.§ Q%Q\ Bonjol Nao. 80, JYankarta Pusat, sclanjutnya discbut
& VNN scbagai TERGUGAT IIl § ——-=~—————memmmeee
T\ A
{. Mp.MEINZ POENLSEN, sclaku Chicf Country Officcr pada Dcutschc Bank
VNi. o '+ . AG Jakarta, beralamat di J1. Imam Bonjol No.80,
\ a . Jakarta Pusat, sclajutnya discbut scbagui TURUT

.07 - TERGUGAT ;

Pcngadilan Negeri tcerscbut 3

Tclah membaca berkas pcerkara dan surat-surat di persidangan ; --

Tclah mendengar ketcrangan kcdua belah pihak dan saksi-saksi ;3 -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

s . —— - ————— —— T — - v " -

Mcnimbang, bahwa gugatan Pcpggugat tcertanggal 30 Nopcember
1998 tclah didaftarkan di XKantor Kcpanitcraan Pcngadilan Negeri Jakar-
ta Pusat dibawah register perkara nomor : 601/1dt.G/98/PN.JKT.PST yang

15inya adalah scbagai berikut

Bahwa kira-kira dalam bulan Agustua 1997 DPcnggugat tclah bericemu
dengan Tergugat (1) dikantor lamanys Wisma Kosgoro Jakarta, dimanna
Tergugat 111 telah menawarkan kcepada Penggugat untuk mcnyimpan
vangnyn pada Tcrgugat 1 yaitu Deutschc Bank AG Jukarta dalam bentuk

US DOLIAF § =e e mmm e oo o e e e e e e e e e ==
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- Bahwa Tcrgugat I1l1 tclah memberikan janji-janji yang muluk yaitu
apabila Pcnggugat menyimpan uangnya pada Tergugat I, maka Pcnggugat
akan mcncrima bunga yang cukup mcnguntungkan, schingga Pengpugat
mcrasa tcrtarik dengan iming-iming bunga tcrscbut dan disamping itu
Penggugat mcrasa percaya akan janji-janji itu karcna mcnurul
Penggugat, Tergugat T yaitu Deutsche Benk AG Jakarta tclah memiliki
nama yang cukup besar dikalangan perbankan swasta Asing ;3 --—---~~——-

Bahwa sclanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1997, Pcnggugat
mentrasfcr melatui Bank Danamon ke Deutsche Bank Privatc Banking
Jakarta atas nama Hardi Widjaja Kusuma uang scbesar USS$ 191,815,238
(kurs pada tanggal 25 Agustus 1997 adalah Rp.2.830,-/dollar) dan
mclalui Bank Tiara uvang scbesar Rp.505.773.842,46,~ yang kemudian
dicairkan olch Tcrgugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta dalam
bentuk US Dollar, schingga jumlah yang tcrcantum dalam Assingment
of Term Deposit adalah cbesar U$ 368,464.43 yang berlaku scjak
tanggal 01 Scptember 1997 sampai dengan 29 Scptember 1997 (bukti P-
ta,b dan ¢ Lerlampir ) § ~—m—em oo

Bahwa janji dcposito dollar Amecrika tcrscbut akan tctap dibayar
dalnm bentluk dollar ternyata tidak terbukti karcna 2 (dua) hari
: jatuh tcmpo scwaktu Icnggugat menclepon Tergugat I11 untuk
an maksudnya guna mecnarik kembali dcepossitonya, mclalui
~lclepon, Tergugat ITII mengatakan "no problem" (tidak ada

S an tctapi untuk itu Tcrgugat I11 akan bicarakan dahulu

nthvKurahg Icbih sctengah jam kemudian Tergugat IIT menclepon
\kcmhnll Pcnggugat dan mcmberitahukan bahwa pihak trcaury dcpartc-
mcnl updtocho Bank AG Jakarta mcnyatakan tidak sctuju mcmbayar
kembal i dcposito dalam bentuk US Dollar akan tcectapi mesti dalam
benluk rupiah .

Bahwa dengan tidak sctuju dan tidak terbuktinya Tergugat I membayar
kembali deposito milik Penggugat yang dissimpan dalam bentuk dollar
jclas tindakan Tecrgugat 1 bertcentangan dcengan Undang-undang
PPerbankan No.7 Tahun 1992 yang mengatur mcngenai hubungan bank dan
nasabah penyimpan dana, bukan sckcdar hubungan kontraktual biasn
antara Dcbitur dan kreditur tctapi juga hubungan kcpcrcayaan atau
fiduciary rclation.

Ha! ini dapat dilihat dalam penjclasan pasal 29 ayat 1-4 UU No.7
Tahun 1992 yang mcenycbutkan :

N e bank tcrulamabekerja dengan dana dari masyaraskat yang
[1]

disimpan pada bank atas dassar Kcpercayasan " ........ Checcenanr e

Ini dimaksudkun agar nasabah pcenyimpan dana dalam berhubungan
dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi olch
kepercayaan bahwa bank akan berkemavan dan berkcmampuan untuk
mcmbayarkan kcmbali simpanan para nasabah penyimpan dana itu pada
waklu ditagih atavpun pada waktu jatuh tempo ; —=—————rmemmeeceee-—-

Bahwa apapun alasan Tcrgugat I yaitu Dcutschce Bank AG Jakartia
sungguh sulit untuk diterima sckalipun mungkin Tergugal 1 yaitwu
Dcutsche Bank AG Jakarta mcrasa dirugikan untuk mcngembalikan dalam
US Dollar yang menurut proscdur yang berlaku saat itu  sudah
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berkisar diantara Rp.3.450,- sampai dcngan Rp.3.500,- (kurs beli
Bank Indoncsia) . Namun dalam hal ini Tergugat 1 yaitu Dcutsche
Bank AG Jakarta tclah menctapkan scndiri sceara scpihak nilai kurs
U$ scbesar Rp.2.760,- achingga jclas nilai kurs tcrscbut tidak
sesuai dengan proscdur yang berlaku, lagi pula dcposito dollar
harus dikcmbalikan dalam bentuk dollar.

Rahwa tindakan Tcrgugat 1 yang mcrubah pembayaran dcposito dari
bentek dollar kedaldim rupiah sudah jclas mecrupakan pcerbuatan
melawan hukum scsuai pasal 1365 KUliPerdata § ———---ecemmcmmmmmeee e

Rahwa sckalipun Penggugat menolak, akan tetapi Tergugat I yaitu
Deutsche Bank AG Jakarta tclah mcemoksakan vuang yang
ditujukan/mentransfcr kepada AC No.0003764-00-0 atas noma lNHordi
Widjaja Kusuma yailu 0Pecnggugat, scbesar Rp.1.075.304.954,46,-
berarli jika dinilai dalam kurs US$ yang ditctapkan cpihak itu,
maka besarnya nilai dcposito tercbut menjadi berkurang jika
dibandingkan dcngan bcarnya uang yang tcrsimpan dalam dcposito
scperli yang tcrcantum dalam Assignment of Tcrm Deposit tanggal 01
Scplember 1997 , yang nilai kursnya US$-nya pada tanggal 01 Scptem-
ber 1997 adalah paling scdikil scbesar Rp.3.500,- (bukti P-2, P-3
terlampir ) § —-----coeemo e

- Bahwa tcrnyata belakangan dikctahui dcposito Pcnggugat berubah
dcngan munculnya bukti transfer derivatif/vslas yang jclas-jclas

i hanya rckayasa sccara licik olch para Tcrgugat schingga

Tergugat tclah berupaays ustuk memperolch scsuatu yang
a para Tergugat tclah mmembuat/mcrckayasa transaksi-
crivatif yang polsu, yaitu bcrupa transaksai opot dan

g'l 25 Agustus dan 26 Agustus 1997 (bukti P-4 dan I-5§

Rihwa * d Migan munculnya transaksi derivatif/valas tcrscbut yang
selurohnya didalilkan scbagai transaksi mclalui tclcpon tanpa
adanya pecjanjian tertulis yang ditandatangani sccara sah,, jclas
Tergugat 1 tclah mclakukan pclanggaran yang scrius dan bertcentangan
dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 scrta pcdoman
pclaksanaan transaksi dcrivatil Bank Indoncsia SE MNo.28/13/uUD
Jakarta 29 Dcsscmber 1995 dan SE No.28/15/UD Jakarta 8 I’cbruori
1996 yang ditujukan kcpada scluruh Bank Umum di Indoncsia termasuk
peutsche Rank AG Jakarta, scsuai dengan peraturan/pedoman transaksi
derivatif Bank Indoncsia pasal § ayat 2 pasal 9 ayal 1 ayat 2 dan
pasal 10 ayat 1.

Pasal 5 ayatl 2
Trangaksi dcrivatifl untuk kcpentingan nasabah harus berdasarkan

kontrak, yang sckurang-kurangnya mcncakup

a. Pagu Lransaksi derifativ ;

. Basc curcncy ang digunakan ;

¢. jenis valuta/instrumen yang dipertukarkan ;

d. penyclesainn transaksi derifativ (scttlement) ;

¢. pembukuan laba/rugi transaksi derifativ yang dilakukan ;

f. pencatatan atas posisl laba/rugi yang potcnsial ( unrclized) ;
#. mctodc atau cara transaksi derifativ ;

h. besarnya komisi

i. pcnggunaan kurs konversi
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j. advis dau konfirmasi transaksi derifativ ;
k. kcrahasiaan dan .
1. domisili dan hukum yang berlaku

Pasal 9 ayat 1 :

Fransaksi dcrifativ untuk kcpentingan nasabah yang dilakukaan tanpa
iikuti pcrgcrakan dan/instrumen harus memcenuhi ketentuan scbagai
crikut :

a. nasabah harus mcmenuhi margio dceposit sckurang-kurangnya 10%
dari pagu transaksi dcrifativ lainnya yang maksimum margin
depositnya ditctapkan sccara khusus § ———=—ccmmmmmcmmmm

b. maintcnance margin ditctapkan sckurang-kurangnya 50 % dari
margin deposit § ==-—m-meomme e e

c. apabila margin decposit tclah mcncapai maintcnance margin, maka
bank harus mclakukan margin call kcpada nasabah dan

d. kcgiatan transaksi dcrifativ untuk kcpentingan nasabah harus
dihcentikan apabila sctelah dilaaskukan margin call nasabah tidak
melakukan sctoran tambahan sclambat-lambatnya pada heri kerja
berikutnya § - -~——-- - e e

Pasal 9 ayat 2 :
" Bank wajib mcmberikan laporan kcpada nasabah sccara mingguan
mengenai posisi transaksi derifativ nasabah dan laporan khusus pada

saat posisi nasabah dianggap cukup mcmbahayakan § mm—mm o

Pasal 10 ayat 1 :
" ajib mcnyampaikan laporan mingguan kcpada Bank Indonesin
ansaksi dcerifativ scsuai dengan format laporan Lransaksi

'nk bank mcncakup :
e b Eﬁxhgiu}/kcuntungnn baik sccara riil(rcalizcd) musupun yang
(unrcalized) ;3 ~—————===- e 5

:

K, pbtonsul
> < p031Sl U ansaksi dcrifativ, baik untuk kcpcntingan bank sendiri
mdupun/untuk kepentingan nasabah § ——-——-oommm e

Bnhwn syarat dan proscdur bank umum untuk mclakukan transaksi
derivatif, valas {(spot forward, forward dan swap) adalah cukup
rumit dan kctat. Adapun syarat minimum yang harus dipenuhi olch
nasabah pcngikul transaksi derivatil, valas (spot forward, forward
dan swap) pada umumnya, yaitu :

a. harus memiliki dana yang cukup.

b. harus memiliki pagu kredit sccara resmi.

c. harus mcngisi dan mcnandatangani formulir-formulir yang khusus
discdiakan untuk tujuan transaksi dcrivatif, valas (spol for-
ward, forward dan swap) tcrscbut .

d. bahwa bLagi transaksi dcrivalilf/valas yang mclalui Llclepon,
adajah mcrupakan kcharusaan bagi dcaling room (bagisn Lransaksi)
disctiap bank untuk mcrckam sctiap transaaksi yang tcrjadi,
di“unul dcengan konfirmasi perjanjinan dan kontrak sccaar tertu-

s dan tertandatangan scceara sah. Kcharusan mana adalah scbagoi
buktl transaksi dan mcnccegah kemungkinan nasabah mcnolak
mencpati janji, tidk mengakuvi dn mcmbatalkan sccara scpihak
karcna mengalami kerugian di transaksi tcrscbut.
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¢. bahwa nasabah yang diiznkan mengikuti transaksi derifativ valas
(spot forward, forward swap) harus sudah lama dikcnal, dan
memiliki kredibilitas data usaha dan record transaksi yang baik

Bahwa jclas berdasarkan syarat dan proscdur bank umum untuk
mc laksanakan Lransaksi decifativ/valas minimum harus mclalui syarat
a s/d ¢ diatas, schinggn tanpa adanya bukti rckaman transaksi
tanpa pagu kredit tranaaksi, tanpa dana scrupiahpun dan tLanpa
mclalui pengikatan perjanjian mclalui kontrak yang sudah
ditandatangani dan tanpa lertera sccara jclas bentuk wujud
trangaksi, jclas bukan merupakan suatu praktck pcerbankan yang
berdasarkan proscdur yang berlaku, schingga hal inipun jclas
merupakan sualu rckayasa transaksi [fiktif yasang dilaakukan olch
Tergugal 1 § —-cem—mm e e

RBauhwa berdasarkan suatu penjclasan tata cara transaksi valuta asing
Jakarta 16 Aprit 1998 No.31/50/UlIS/IIKM yang ditujukaan kcpnda Law
Officc Djazuli Bachar, Hardi & Associatcs yang ditandatangani olch
Kepala Biro Hukum Bank Indoncsia, Bapak Sudarjono antara lain
mcngatakan

a. bank wajib mempunyai pcdoman pclaksanaan transaksi dcerivatif
yang disctujui olch Dircksi don Komisaris Bank ; =--——-c—c—--e—ec--

bn bank diperbolcehkan mclaksanakan transaksi derifativ untuk kcepen-
tingan nasabahnya, namun pclaksanaan transaksi tcerscbut harus
berdasarkan kontrak § -—-—————- - e e

¢. bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kcepada nasabah
yang akan mclakukan transaksi derilfativ tcrutama mcengenai resiko
mungkin timbuldari transaksi tersebut § -

AN NE

/&b“ SPxansaksi tertentu nasabah wajib memenuhi margin deposit

s¥1ain ketentuan Bank Indoncsia, pcermasalahan ini- tidak
Acial ﬂq i perjanjian/kontrak antara nasabah dan bank ucrta
A;x .‘pbddMuqh claksanaan transaksi derifativ yang dimiliki olch bak
.‘\\xjc;ggﬁutf. (1 i D~ O T R = — g~ ~ -~ -
\ nh#ifmqu;Ul informasi yang ditcrima dari Aida Gunawan, Trcasurc
Matketifig Clicnl AMRO Bank NV, dalam surat tcrtanggal 02 April 1998
yang ditujukan kcpada PT. Tclaga Pclita Kcneana, antara lain

mengatakan ¢

a. syarat-syarat untuk dapat mcengikuti transaksi valuta asing yaitu
harus mempunyai dana di account scbesar transaksi yang akan

dilaksanakan j-—--------w-r--m-sossscooocmo s oo o oo cmm oo

b. pengikatan kontrak valuta asing tidak dapat diadakan berdasarkan
aplikasi pcngiriman uvang "LLG" dari bank, kccuali jika anda
tclah mcmpunyai fasilitas dengan bank kami scsuai persyasvatan

yang berlaku § -------c---emmmmmmm s e m o s oo o m s m S m e

Mcnurut informasi yang ditcrima dari Standard Chartcred Bank,
mengenai syaral transaksi valuta asing antura lain :

a. dana harus discrahkan dan disimpan padan bank scbclum trangaksi
valuta asing dapat dilakukan ; -—--==-=-=--crmrmomm——m—meoommm e m
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L. Di Indoncsia pecrdagangan margin tunduk pada pcrsyaratan dcposilo
10X dan nasabah harus mcnandatanagni perjanjian margin
terscbut . (bukti P=-8) § —=——mmmmmm e

-~ Bahwa sudah jclag berdasarkan hal-hal yang tclah difoakukan para
Tergugatl, dengan dibantu oleh Tergugat 111 telah melakukan perbua-
tan mclawan hukum karcna bertindak tidak scsuai proacdur yang
berlaku yang tclah discpakati scmula baik yang tertulis scperti
yang tcrcantum dalam Assingment of Term Deposit tanggal)l 01 Scptem-
ber 1997 maupun yang disampaikan sccara lisan berulang kali olch
Tergugat I1I sclaku officer Private Banking Dcutsche Bank AG Jakar-
ta, dan hal ini tcrbukti para Tergugat mclakukan pcrbuatan mclawan
hukum scperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPcrdata.

Schingga terbukti adanya perbuatan mclawan hukum yang dilakukan
olch para Tergugal adalah

1. Adanya pcrbuatan yang tidak scsuai dengan proscdur hukum.

2. Adanya pcerbuatan manusia yang tidak scsuai dcngan hukum.

3. Pcrbuatan terscbut juga berbentuk kesalahan perdata atau kureng

hati-hatil § ——~= e e e e

-~ Bahwa transfec uvang dalam bentuk rupiah dcngan mencntukan kurs
sccara scpihak dan tidak berdasarkan proscdur, yang dikurskan
dengan rupiah scbesar Rp.1.075.304.954.46,- sccara scpihak pula
dinyatakan scbagai bentuk deposito rupiah yang bunga pcrtahun 12%
scdangkan pada saat itu bunga yang dipasang di bank papan atas
acperti BCA adalah 28% sampai dengan 30% 3 —————-——ecccccme e

- .nhwa sctclah Pcnggugal meminta saran dari berbagai pihak terutama
mereka yang bergerak dalam bidang perbankan scrta untuk
dari terjadinya kelicikan lain dari Tcrgugat 1 yaitu
Bank AG Jakarta, maka DPcnggugat mcemutuskan untuk menarik
! juang yang tersimpan dalam AC No.0003764-00-0 atas namn
~ 5 U nggu}g.xl yaitu Hardi Widjaja Kusuma scbesar Rp.1.075.304.954,46, -
,‘._ \- yang)uu)um kurs US dollar pada sant pcnarikan yaitu Rp.3. 62(),—

~,cinmgg;s vang milik DPcnggugat Pcaggugat berjumlab sama dengan USS

\\\\\‘290 045,56, § ===—m=memSmmmoooc o a eSS e e oo

Rahwa dengan demikian maka adalah wajar jika Penggugat mencrima
kembali scluruh uang scjumlah yang tcrsimpan dalam Assignment of
Term Deposit tanggal 01 Scptember 1997 yaitu scbesar US$ 368,464.40
ditambah bunga dan kcunlungan yang scharusnya dipcrolch I'cnggugat.

Bahwa karcna perbuatan yang dilakukan olch Tcrgugat 1, Tergugal 117,
dan Tergugat IT1 maka sudah scpatutnya para Tergugat dibebani
kcrugian yang dialami olch Pcnggugat dcngan pcrinciosn scbagai

berikut

A. Kerugian Matceriil :
1. Sclisih kckurangan dcposito US$ 368,464.343 ~ USS$S 290,045.56 =
US$ 78,418.87

2. bLunga atas pembayaran deposito 15% x US$ 368,,464.34 =
Us$s 4,605.80
= uss 7,500.00

- - - =

uss 90,524.67

J. Biaya pengurcusan perkarca

Total
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;. Mcoghukum Terzugat 1, Tergugat 11 dan Tergugat I11 sccara Langgung
renteng untuk mengembalikan uang depsosito bescrta bunga dan
keuntungan seperti yang terscbut dalam butir 3 diatas dengan nilai
kurs US Dollar yang berlaku pada saat putusan ini diterima deagan
baik olch kedua belah pihak dan atauw pada saat putusan ini
mempunyai kckuatan hukum yang tetap j =~—=—-e——meccommm e o

. Menghukum Tcrguggt ITT untuk meminta maaf sccara tertulis kcpada
Pengpugat scbagai akibat dari pengingkaran atas janji-janjinya ;---

w

6. Mclctakkan sita jaminan (conscrvatoir beslag) atas harta kckayaan
Tergugat I berupa schbidang tanah yang berdiri bangunan diatasnyas
beserla scgala isinya terlctak di J1. Imam Bonjol No.80, Jakarta
PUBAL | ——mmmm e e

-3

. Mcnyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conscrvatoir besliag)
terhadap scbLiddang tanah yang berdiri bangunan diatasnya bescria
scluruh asct-asct milik Tergugat I yang tcrlctak di J1. Imam Bonjol
No.80 Jakarta Pusat § ——c——c—cmmmm e e e s mm e e

8. Mcnghukum Tergugat I, Tcergugat 11 dan Tecrgugat III sccara tLanggRungk
renteng agar dalam waktu 10 (scpuluh) hari scjak putusan untuk
membayar uvang paksa (dwangsom) scbesar Rp. 10.000.000,- sctiap
harinya jika Tcrgugat lalai dalam mclaksanakan putusan ini, yang
harus dibayar kcpada Penggugat sccara sckcetika dan sckaligus § ----

lakan putusan ini dapat dijalankan terlicbih dahulu (uit
Wrar bij voorraad) sckalipun ada upaya hukum Verzcet, Banding
/?}usasi (vide Pasal 180 HIR) § ——==-mm-——mmom—mmm e e

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim DPcngadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain
maka Pcnggugat mohon agar dapat mcemutuskap perkara ini dengan scadil-
adilnya (cx acquo ct bono).

Mcnimbang, bahwa pada hari persidangan yang tclah ditctapkan
kedua belah pihak tclah datang menghadap dipcrsidangan. Bagi Pcenggugat
tctah datang mcnghadap kuasanys, yaitu : AGUS HARTANTO, SH scsuai
dcngan surat kuasa tcrtanggal Ol Oktober 1998 dan tclah didaftarkan di
Kepanitcraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Dcscmber 1998
nemor 686G/Srt/K/PSt/PN.JKT.PST. Bagi para Tcrgugat tclah datang kua-
sanya yaitu; untuk Tcrgugat I, Tergugat II, Tcrgugat I11 dan Turat
Tergngut diwakili olch kuasanya ANTHONY LP. HUTAPEA, SH dan JAMASLIN
PURBA, SH dari kantor Pcagacara & Konsultan Hukum Holman Paris &
Partners, beralamal di Gedung Summitmas I lantai 18, Jl1. Jenderal
Sudirman Kav. 61 - 62, Jokarta Sclatan, bcerdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 0f Juni 1999 didaftarkan di Kantor Kecpanitcraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Juni 1999 nomor
442/8rt /K/PEL/PNJIKT . PST 5 —-om=m=m e e

Mcnimbang, bahwa sctclah kcpada kcdua belah pihak diusahakan
unluk berdumai tctapi tidoak berhasil, maka kemudiun dibacakan gugatan

Pengqugat dan atas isi gugatan tarsebut, Pengqugat tetap pada isi
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gugatan tidak ada yaong dirubah atau ditambahkan § ————cememeee___

Mcnimbang, bahwa atas gugatan DPcnggugat terschut kemudian
kuasa para Tcrgugat tclah mengajukan jawabannya tcertanggal 12 April
1999 yang isinya adalah scbagai berikut :

- Bahwa para ‘Tcrgugat membantah scemun dalil-dalil Pengguugat kccuali
yang kcbenarannya diakui sccara tegag § ——-—————mmmmmm—m e

DALAM EKSEDPS1 NON KOMPETENS{

GUGATAN DENGGUGAT DPREMATUR :

- Bnh:a inti gugatan Pcnggugat sceperli yang discbut dalam butir 7
POS}ta gugatan didasarkan tclah dilakukannya transakai
derifativ/valas asing {(valas) bcrupa transaksi spot dan transaksi
forward yang jclas-jclas palsu olch para Tergugat ; ——————————-—-=-

- Bahwa apabila benar transaksi valas terscbut palsu yang menycbabkan
PPenggugat merasa dirugikan guod non, maka dipcrlukan putusan
Pengadilan tersendiri dan terpisah lerlcbih dahulu yang mencntukan
apakah benar tclah terjadi pemalsuan bukti transaksi valas yang
didalilkan Penggugat § ——==--——mmommm e e
Bahwa ternyata dalam pclaksanaan kcgiatan transaksi valas
scbagaiman diuraikan dibawah, Pcnggugat Lclah mcngalami Kcuntungan,
jika benar transaksi valas terscbut palsu quod non, bagaimana
mungkin Penggugat menikmatli vntung ? § ~——-——--rmmcrmcm e

- PBahwa sampai saat ini, bclum ada Putusan I’cngadilan yang menctltapkan
transaksi derivatif/valas berupa transaksi spot dan transaksi
ward terscbut palsu, scbagaimana didalilkan Pcnggugat 3 ——————--

ldalllkdﬂ para Tcrgugal mclukukan pcmalounn trnnsaks: spot
ard schingga DPcnggugat mecrasa dirugikan, adalah prcmatur
patullah gugatan Pcnggugat dinyatakan tidak dapat ditcrima

NGGUGAT ORSCUUR LIBEL :

\ "«“.'-i‘
.QUJ( DEN
RV

nhiwa dalam gugatannya Penggugat tclah mcncampuradukkan gugatan
tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum § ———-———-c-oeomo——

Bahwa posila gugatun ini dari halaman I s/d 2 adalah bersumber dari
adanya suatu ingkar janji tcrhadap suatu perjanjian antara
Penggugat dan Tergugat 111 untuk mencmpatkan uang Penggugat pada
Tergugat 1, schingga dasar gugatun yang diajukan scharusnya adalah
ugatan wanprcstasi - quod non - . Namun dalam butir 5 dan 7
gugatan, Pcnggugat tclah mendalilkan pula adanya pcrbuatan mclawan
fukum yang dilakukan olch Tergugat I dan para Tergugnt mengenai
pclanggaran UU No.7 Tahun 1992 dan SE No.28/13/UD Jakarta 29
Desember 1995 dan SE No.28/15/UD Jakarta 08 Pebruari 1996 yang olch
karcnanya mcngharuskan para Tcrgugat mcmbayar ganti kcrugian
(moral) kcpada Penggugat scsuai pasal 1365 KUlPerdata § ~——=-----—-

- Disamping itu, dalam posita dsn pctitum gugatan, Pcnggugat mohon
padn DPengadilan untuk menghukum para Tcergugat untuk membaynr
pengembalian vang ditambah biaya dan kcuntungan yang scharuanya
dipcrotch Penggugal § —==-c——ememme e m e e m s
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Bahwa posita dan pctitum terscbut sangat anch kuarcna kerugian
kcuntungan yang scharusnya dipcrolch (yang diharapkan) tidak ada
kaitannya dengan perbuatan mclawan hukum. Kcrugian untung hanya
dn?at dikenakan atas tuntutan wanprcstasi, itupun dengan bukti yang
Jeias.,

Pasal 1246 KullPcrdata menyatakan scbagai berikut
" niayn..rugi dan bunga yang olch si berpivtang bolch dituntut akan
pecnggantiannya terdirdilah pada umumnya atus rugi yang tclah dideri-
tanya dan untung yang scdianya harus dapat dinikmatinya, tanpa

mengurangi  pengecvalian-pengecualian dan perubahan-perubahan yang
akan discbut dibawah ini “.

Jelas kclentuan Pasal 1246 yang mengatur tenmtang kcrugian untung
yang dxhurupknn. yang diatur dalam buku II1 bab I bagian 4 di bawah
judul "Penggantian biaya, kcrugian dan bunga karcna tidak dipenu-

hinya suatu perikatan” pada umumnya karcna adanya perjanjian atau

kontrak, bukan karcma perbuatan mclawan hukum atau perikatan yang
lahir karcna Undang-Undang.

Perbuatan mclawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH

Pcrdata yang sama sckali tidak mcengatur tentang kcrugian untung
yang diharapkan.

- ‘bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tctap bahwa nencampur adukkan
kedua jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan dengan hukum
acara (Vidc PUTUSAN MAHKAMAB AGUNG RU NO. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL
29 APRIL 1986) :

abungan gugatan ocrbuatan mclawan hukum dcngan pcerbuatan

7¢ﬁﬂfz N janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dam harus
//,df\c tshikan tersendiri puls”

O\

bdﬁha bbthd&ﬂhkan hal-hal yang tclah Para Tcrgugal kcemukakan di atas
mcainh berdasar hukum apabila Pcngadilan mcnolak gugatan Penggugatl
glay - ,ctlduk {1ddknya mcnyatakan gugatan tidak dapat ditcrima.

Je

N\
DALQM»BQKQK PERKARA :

PENGGUGAAT TELAH MEMERINTAIIKAN PAARAA TERGUGAT UNTUK BERWENANG
MELAKSANAKAN INSTRUKSI-INSTRUKSI ANTARA LAIN PELAKSANAAN FOREIGN
FEXCHANGE TRANSACTION (TRANSAKSI VALUTA ASING ) SEPERTI SPror,
FORWARD DAN SWAP BERDASARKAN TELEPON DAN/ATAAU FAKSIMILI.

- Bahwa ditolak dcengan tergas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1
dan 2 yang pada pokoknyu mcngatakan Tcrgugat III mcmberikan
janji-janji yang muluk kcpada Pcnggugat yaitu akan memberikan bunga
yang cukup mecnguntungkan bila Pcnggugat menyimpan uangnya di
Dcutsche Bank AG Jakarta (tergugat J) § —--—--—-—memmcmmcmme e

Rabwa Tergugat 1101 tidak pernah mcmaksa Penggugat bertcmu dgngqq
Tergugat 11 dilempatl Tergugat I, terlebibh memberi janji-janji
muluk yang mcrupakan rckayasa/ilusi Penggugat § ——=—==—-c-e--ee————-

- Bahwa yang tcrjadi scsungguhnya adalabh pada sckitar bulan Aguslus
1997, Pcngrugal sctclah menclcpon mencmui Tergugat 111 QQn
menyatakan kcinginannya mclakukan kegiatan transaksi valuta asing
dengan  Tergugal 1, sclanjulnya untuk mengikuli kcegiatan transuksi
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valuta asing teracbut, pada tanggal 16 Agustus 1997 Penggugat
menandatangani formulir pembukuan rckening (Account Opcening
Application) No.3764 di Tergugat I (vide bukti T-1) § —~—--—emeoouea-

~ Pada tanggal 25 Agustus (997, Pcoggugat kcmbali menycrahkan dan
menandatangani surat yang pada pokoknya memcrintabkan ‘Tergugat |1
untuk berwenang mclakukan instruaki-instruksi/pcrintah-perintah
dari Pcnggugat mclalui tclcpon/faksimili untuk melaskanakan
kegiatan transaksi derifativ berupa forcign cxchange transaction
atau juga discbut transaksi valuta asing scperti transaksi spot,
forward dan swap (vidc bukti T-2). surat tcrscbut juga berisi
kctentuan bahwa nasabah (Pcnggugat) sctuju sctiap
perintah/instruksi yang dilaksanakan olch Dcutsche Bank AG Jakarta
(tergugat 1) dengan mendebet (mengurangi) atau mengambil dari
rckening nasabah (penggugat) No.3764 tanpa rcfercnsi Llerlcbih
dahulu kepada nasabah (Penggugat) § ————m—omm e

PENGGUGAT TELAH MENEMPATKAN UANGNYA (DEPOSIT) PADA TERGUGAT | UNTUK
KEGIATAN TRANSAKSI VALUTA ASING ATAS KEMAUAN PENGGUGAT SENDIRI

Rahwa scbagai pelaksanaan-dari kcinginan dan perintah Penggugat
dalam bulir 12 dan 13 diatas, maka benar pada toenggal 25 Agustus
1997, DPcnggugat mclakukan pengiriman uang sccara transfer ke
“Ncutsche Bank AG Jakarta (Tergugat 1) uang rupiah scjumlah
Rp.505.773.842,46 mclalui Bank Tiara dan uang Dollar Amcrika
Serikat scjumlah US$ 191.815,38 mclalui Bank Tiara dan Bank Danamon
(vidc bukti T-3a dan T-3b) § —————-mcmmmm o

d&ﬁ‘aagﬁxrunSICF uang tcrscput dilukuﬁan Pcnggugat scbagai
e \ &an kegiatan taransaksi valuta asing berupa transaksi spot

r.na?ksi forward dengan Tergugat [ oj--—mmommmmo e e
]

L A i E
L:L \nﬁhwaFgchin surat Penggugat tanggal 25 Agustus 1997 (bukti T-2)
'uiatﬁy}fﬁntuk mclakukan kegiatan transaksi valuta asing terscbut,
\\ penggugdt tclah menandatangani Hold Mail Agrecment (bukti T-4),
“..yang-isinya antara lain memberikan kewenangaan kepada bank
menyimpan scmua pernyataan-pernyataan, komunikasi, pengiriman dan
surat-surat dari bank kcpada Pcnggugat (nasabah) schubungan dcngan
transaksi-transaksi atas rckening nasabah No.3764 ;

Disamping itu juga tcrdapat kctentuan bahwa Penggugat menyclujui
bahwa bank (Tergugat 1) tidak akan bertanggung jawab atas kerugian
yang timbul tcrhadap Penggugat baik sccara langsung maupun tidak
langasung scbagai akibat dari transaksi valutla asing terscbut ;

Sclengkapnya kutipan Hold Mail Agrcemcat terscbul berbunyi

" .....1/Wec agrce that the Bank shall in no way be held
reasponsible for any loss or damage 1/We suffer in dircct or
indircel conscquence thereof ....."

PENGGUGAT TELAH MELAAKUKAN KEGIATAN TRANSAKSI VALUTA ASING FORWARD DAN
SPOT TRANSAKST (FORWARD AND SPOT TRANSACTION) PADA TANGGAL 26 AGUSTUS
1997 SERANYAK TIGA KEGIATAN SECARA BERSAMAAN DAN BERDASARKAN TRANSAKS]
TERSERUT, PENGGUGAT AKAN MEMBAYAR TERGUGAT 1 DALAM US$ DOLLAR DAN AKAN
HENERIMA PEMBAYARAAN DALAM RUPTAIL DARI TERGUGAT 1
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- 12 -

- Bahwa ditolak dcngan tcgoas dalil Penggugat dalam butir 3 s8/d 6
gugatan karcna mcmutarbalikkan fakta hukum yang terjadi, yaitu
bahwa Pcnggugut tclah mclakukan kcgiatan transaksi valuta asging
forward dan spot (forward and spot transaclion) scbanyak 3 (tiga)
kegiatan sccara bersamaan. Berdasarkan transaksi terscbut, pada
tanggal 29 Scptember 1997, Penggugat wajib menycrahkan US Dollar
kepada Tergugat I dan scbaliknya Tcrgugat 1 wajib menycrahkan
rupiah kcpada Punggugut, yang akan diuraikan lcbih rinci dibawah
ini § ——-———mem e e

- Bahwa transaksi valuta asing terjadi dcngan proscdur dcbagai
berikut
Penggugat menjual suatu mata uang (misalnya US$) kcpada Tergugat
yang akan dibayar olch Tergugat dengan mata uang lainnya (misalnya
rupiah) pada satau waaktu tertentu dikemudian hari yang tcloaah
?iscy?knti (atau dikenal dengan istilan "Valuc Datc"/Maturity
Jate .
Dalam transaksi valula asing dikcnal adanya forward contratc dam
spot contract. Forward contract adalah suatu transaksi dimana sualu
pihak ("pihak 1") sctuju pada hari ini (’tanggal transaksi atau
trade datc ") untuk membayar pihak lain ("pihak 2") scjumlah yang
diusulkan dalam kurs pada tanggal tertcniu dimasa yang akan datang
("valuc daltce"/maturity date") scdangkan pihak 2 sctuju pada tanggal
perdagangan untuk membayar pihak ! scjumlah uang dalam mata uang

“yang bcerbeda pada saat valuc datce dikemudian hari.

Perbedaan antara forwaard contract dan spot contract adalah pada
jangka wakilu antara tanggal transaksi (tradc datc) dengan valuc
datc. Untuk spol contract jangka waktunya biasanya dua hari kcerja
atau kurang, scmentara untuk forward contract jangka waktunya
biasanya lcbih dari 2 (dua) hari kerja § —-——-==---mmm e o

b pxebagai tindak lanjut kcinginan Penggugat mclakukan transaksi
? wf‘ -W\sing dalam bukti T-2, makaPcnggugat mclakukan pcncmpatan

dbp(lh“d al (intial dcposit) pada tanggal 25 Agustus 1997 dcagan
i ’mclh ka transfcr uvang scjumlah Rp.505.773.842,46 dan USS
i \ \19! .8 pada Tergugat 1 dan sclanjutnya berdasarkan instruksi
\ pee- Lcidpon dari Pcnggugal, DPcnggugal dan Tcrgugat T melakukan

kegiatan transaksi valuta asing berupa transaksi spot (vide bukti
~ . T-5)-fcbagai berikut

Tanpgal transaksi (tradc date)
Maturity datc

Notional Amount

spot ratc {(nilai kurs spot) Rp.2.665 per 1 US Doltar
Tergugat bayar/Penggugat terima Rp.511.187.988,-
Penggugal bayar/Tcrgugat tcrima : USS$ 191.815,38

25 Agustus 1997
27 Agustus 1997
us$ 191.815,38

e ou

Berdasarkan hal terscbut diatasg, pada Langgal 27 Agustuss 1997,
Penggugzal memiliki depsoit rupiah pada Tergugat uscjumlah
Rp.1.016.961.827 yang merupakan hasil dari Rp.505.773.842,46
Rp.511.187.988,- (UsS$ 191.815,38 x Rp.2.665,~), vidc bukti T-6.

Penjelasan
Pada awal transaksi tangegal 25 Agustus 1997 :
Jumlah vang rupiah yang dimiliki Penggugal pada Tergugat 1 adalah

schbagai berikul ¢ scjumlah Rp.505.773.842,46 yang dilransfler
Pengrugatl  pada  Tergugat | melalui bank Tiara, pada tanggal 25
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Agustlus 1997

Sclanjutnya, berdasarkan transaksi valuta asing Lersscbut, Tergugat
I menecrima Rp.511.187.988 dari Pcnggugat, yang mcrupakan hasil dari
penjualan US$ 191.815,38 a Rp.2.665 kcpada Tergugal I, dan jumlah
terscbut oleh Tergugat t telah dikredit ke rekening rupiah milik
Penggugat

Dengan demikian, jumlah rckening rupiash Penggugat pada Tergugat 1
pada tanguzal 27 Agustus 1997 adalah Rp.505.7713.842,46
Rp.511.187.988 = Rp.1.016.961.827 ;

Jadi dari transaksi tcrscbut Penggugat tclah menikmati untung scbab
uangnya scmula hanya Rp.505.773.842,46 + US$ 191.815,38 tclah
membesar menjadi Rp.1.016.961.827 § —~———————memmmmmmmem e

- Babwa untuk mcmpcrolch tambahan kcuntungan bagi DPcnggugat,
sclanjutnya Pcnggugat dan Tergugat I mclakukan transaksi valuta
asing (jual-beli US Dollar), yaitu pada tanggal 26 Agustus 1997,
dengan maturity datc pada tanggal 29 Scptcmber 1997, dimana Pcnggu-
gal berniat untuk menginvestasikan deposit rupiahnya dengan harapan
bertambah banyak. Transaksi valuta asing yang dilaukan terdiri dari
tiga kegiatan sccara bersamaan yaitu

a. Tahap Pcertama (Frist Leg) @

Transaksi tanggal 26 Agustus 1997, transaksi spoi ("Spot

anggal 26 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat 1 mclakukan
si spot berdasarkan mana Tergugat 1 sctuju untuk menjual USS
6,43 dcngan nilai kurs forward (forward ratc) Rp.2.760,- pecr
ollar, (schingga scluruhnya scnilai Rp.1.106.961,827,-)
dipcrjanjikan bahwa maturity datc adalah pada tanggal 27

1jL_Agu§ us 1997 (vide bukti T-7). Untuk lcbih jclasnya diuraikan
I gebfigai berikut g
Tanggal transaksi (tradc datc) : 26 Agustus 1997
Maturity datc : 27 Agustus 1997
Notional Amount : US$ 368.464,43
Spot ratc (nilai kurs spot) : Rp.2.760 pcr 1 US Dollar
Tergugat I bayar/Penggugat terima : US$ 368.464,43
Penggugat bayar/Tergugat 1 terima : Rp.1.016.961.827,-

Berdasarkan transaksi ini pada tanggal jatubh tempo (Maturity datce)
yaitu pada tanggal 27 Agustus 1997 sccara hukum Tergugat [ akan
menycrahkan US$ 368.464,43 kcpada Penggugat dan Penggugat akan
membayar Tergugat [ scbesar Rp.1.016.961.827,-

Penjeclasan @

Dengan uvang scbesar Rp.1.016.961.827,- dari hasil transaksi dq!um
butir 18 Llcrscbut diatas, Penggugat kembali mengadakan perjanjian
dengan Tergugat [ bahwa uang Penggugal acbesar Rp.1.016.961.827, -
teracbul akan dijual kepada Tergugat I dan scbagai gantinya pada
tanggal 27 Agustus 1997 Penggugat akan tcrima dalam bentuk US
Doltar dengan kurs Rp.2.760,- per-1 US Dollar . Schingra pada
tanggal 27 Arustus 1997 DPcnggugat menerima uang scbesar
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Frece D ot

SCRONA, Y dasd Teagp. Lat 1.
Pivaswime ulal Lulaten, Teaggugat jelas mengakui mempunyai uang
s TG 268.464,40 di Tergugat T oyang merupakan hasil transakai
vaibia ising.
Jaci Jcupgugal teclah menikmati hasil transaksi valuta asing dengan
Teigugat T dan t)lch.karcnanyn sangat tidak masuk akal apabila
scharang Peuggugat mengajukan gugatan a-quo.
Perdazarkan transaksi spot terscbut diatas, maka pada tanggal 27
Apustus 1997 jumlah rupiah yang dimiliki Pcnggugat scjumlah
Rp.1.016.961.827,~ didcbet sclurubnya schingga jumlahnya nihil.
Scdangkan jumlah US Dollar yang dimiliki Pcnggugat pada tanggal 27
Agustus 1997 yang dilcrima dari Tergugat I schubungan forward
transaction tcrscbut adalah US$ 368.464,43 (vide bukti T-8) ;3 -----

h. Tahap kcdua (Sccond Leg)

I'enpgugat Lctap mencmpatkan depositl scjumlah US$ 368.464,43 pada
Tcrgugat dengan Maturily Datc pada tanggal 29 Scptember 1997,

Berdasarkan hal terscbul pada tanggal 27 Agustus 1997 Pcenggugat
memiliki uang scjumlah US$ 368.464,43 dan dimasukkan dalam bentuk
deposito pada tanggal 27 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 29
Scptember 1997 dengan bunga 3scbesar 6,125% per-tahun schingga
jumlah sclurubaya pada tanggal 29 Scptember 1997 sctcelah dipolong
pajak adalah scbesar US$ 370.222,88 (vide bukti T-9).

c. Tahap ketiga (Third Leg)

N
[OF 2 ASaRN i pada Langgal 26 Agustus 1997, Transaksi forward ( "Forwrd
S Franshelyon")
. _(\.

SV 1 &3
?]"'intl?z'\ l)!m\gul 26 Agustus 1997 Denggugat dan Tergugat 1 melakukan
VTransaksi Forward berdasarakan mana Penggugat sctuju untuk menjual
- " US$.7.370,222.88 dengan nilai kurs forward (forward ratc) Rp. 2.880
. per”1 WS Dollar, (schingga scluruhnya senilai Rp. 1.066.241.894,-)
“~dimaifa dipcrjanjikan bahwa Malurity Datc adalah pada tanggal 29

September 1997 (vide bukti T-10). Untuk Icbih jelasnya diuraikan

schbagai berikut

iy
P i

Tanggal Transaksi (Tradce Dale) 26 Agustus 1997

Maturity Dalc ¢ 29 Scptember 1997

National Amount us s$. 370,222.88

Forward Rate (Nilai Kurs Forward) Rp. 2.880,~ pcr 1 US Dollar

.. oo

Tergugal I bayar/Penggugat tcrima + Rp. 1.066.241.894
Penggugal bayar/Tcrgugat I terima @ US$. 370,222.88

Nerdasarkan transaksi ini pada tanggal jatuh tempo (Maturity Datc).,
yaitu pada tanggal 29 Scptember 1997 sccara hukum Tcerprugat |

berkewajiban membayar Penggugat Rp. 1.066.241.894 dan Penggugal
ankan membayar Tcergugal 1 scbesar US$. 370,222.88.

Penjelasan

Berdasarkan transaksi Valuta Asing Tohap pertama di alas, posisi
jumlah uang Pcnggugat pada tanggal 26 Agustus 1997 adalah sacbesar
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US$. 368,464.43 (Tiga ratus cnam puluh dclapan ribu cmpat ratus
cnam puluh cmpat cmpat puluh tiga scn Dollar Amcrika Scrikat) dan
dimasukkan scbagai dcposito pada tanggaal 27 Agustus 1997 sampai
dengan tanggal 29 Scptember 1997 dengan bunga deposito scbesar
6,125 % pcr tahun (Vide bukti T-9), schingga jumlah uang Pcnggugat
pada tanggal 29 Scptcember 1997 berjumlah USS. 370,222.88 (Tiga
ratua tujuh puluh ribsu dua ratus dua puluh dua dclapan puluh
dclapan scn Dollar Amcrika Scrikat). Sclanjutnya pada tanggal 26
Agutus 1997 Penggugat sctuju bahwa pada tanggal 29 Scptcmber 1997
uvang Penggugatl scbesar US$. 370,222.88 tcerscbut akan dipcrdagang-
kan/dipcrtukarkan kc Rupiah dengan kurs yang tclah dipatok yaitu
Rp. 2.880 pcr Ut US Dollar. Maka pada Langgal 29 Scptcmber 1997
Penggugat akan mencrima Rupiah scbesar : US$.370,222.88 x Rp.2.880
= Rp. 1.066.241.894,- (satu milyar cnam puluh cpam juta dua ratus
cmpat puluh satu ribu dclapan ratus scmbilan puluh cmpat rupiah).

Berdasarkan transaksi forward terscbut diatas maka pada tanggal 29
Scptember 1997, jumlah supiah yang dimiliki Pcnggugat scjumlah
Rp.1.016.241.894,- tclah dikredil olch Tergugat (vide bukti T-11) ;

Scdangkan jumlah US Dollar "yang scbeclumaya dimiliki Pcnggugal pada
tanggal 27 Agustus 1997, scjumlah US$ 368.464,43, mcnjadi milik
Tergugat I karcna tanggal 29 Scptember 1997 harus diberikan Pcnggu-
“gal kepada Tergugat I scjumlah US$ 370.222,88. Olch karenanya pada
tanggal 29 Scptember 1997 uvang scjumlah US$S 370.222,88 milik
Penggugat (merupakan US$S 368.464,43 + bunga) tclah didebet Tergugat
I (vidc OBkti T-12)gy -—--——-p--S— - - - - —— S —— -

PENGGUGAT SUDAII MENIKMATI KEUNTUNGAN

i dari transaksi-transaksi tcrgcbut terlihat jclas

ua transaksi dilakukan dengan persctujuan Pcnggugél schab
sbesar US$S 363.464,43 yang digugat Penggugat justru berasal
allau hasil dari transaksi scbelumnya dengan DPenggugat

_\~-2,*Pc ggugat tclah menikmati hasil dan kcuntungan berikul bunga
© T sebaghi berikvt e

- uang awal dari Pcnggugat adalab Rp.505.773.842,46 dan
Us$ 191.815,38

- dari hasil transaksi dcngan
Tergugat I uvang Penggugatl
terscbut bertambah menjadi Rp.1.016.961.827,-

- dari hasil transaksi
berikutnya dengan Tergugat |
maka uang Pcnggugat terscbut
bertambah (untung) menjadi Rp.1.066.241.894, -

Jumlah kcuntungan Rp. 49.280.067,-
dengan perincian scbagai berikut

n. Rp.44.215.731,60 yaitu kcuntungan dari sclisih kura dimana
Pengrugat beli dari Tergugat 1.1 US Dollar pada kurs Rp.2.760,- dan
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jual kembali ke Tergugat 1 pada kurs Rp.2.880,-

Rincian (2880-2760) x US$ 368.464,43 Rp. 44.215.731,~
b. Bunga bank US$ 368.464,43 sctelah dipotong
pajak 15% atas bunga dcposgit =
Uss 1.758,45 x a Rp.2.880,~

Rp. 5.064.336,-

Juml ah Rp. 49.280.067,-

Jumlah kcuntungan yang diterima Penggugat dalam butir (a)+(b) bunga
1 =Rp 49.280.067,- 4+ Rp.1.016.961.827,- = Rp.1.066.241.894,-

Bahwa berdasarkan perincian diatas, terbukti Penggugat tclah
memperolch keuntungan scjumiah Rp.49.280,067,- dari kcegiatan
transaksi valuta asing § ———==———— e e

- Hahwa scbagaiman yang tclah - disctujui olch Penggugat dan scsui yang
dipcrintahkan Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan bukti T-2,
scluruh pcmbayaran kecpada dan dari Penggugat dilakukan dcngan
.mcndcbet dan mengkredit rckening Penggugat yang berada pada
Tergugal | § ———m oo e e -

- Bahwa pada Maturity Datc ((tanggal jatuh tcmpo) transaksi valuta
asing, DPlcnggugat berkcwajiban membaaysar US$ 370.222,88 kcpada
Tergugat I dan Tergugat 1 berkewajiban mcembayar Rp.1.066.241.894,~
kepada Pcenggugat. Olch karcnanya pada tanggal 29 Scptcember 1997,
olch Tergugal, scjumlah US$ 370.222,88 tclah didebet dari rckening
Penggugat (T-11) dan scjumlah Rp.1.066.241.894,- tclah dikrcdit kc
rckening Penggugat (vide bukti T-10) § ——————————-—-cmmomem

- Rahwa untuk menjamin kewajiban Penggugat yang timbul dari transaksi
uta asing terscbut, maka pada tanggal 0! Scptember 1997, lenggu-
cnandatangani Assigoment of Tcerm Dcposit atau Penpalihan
van-ketentuan Deposit (vide bukti T-13) , dimana Pcnggugat
imang discbut dalam butir 19a dialas, mcempunyai dcposit
}- US$ 368.464,43 pada Tergugal | § ~———-—-cremecmmmm e e m e e e o

\._‘v*'_ Bahwa/ berdasarkan ketentuan dalam Assignment of Term Deposit
) ~Penggugatl sceara tcgas mengakui bahwa DPenggugat memberikan hak
\-..‘_,_,kx.\.;s‘.'ul:x Bank (Tergugat 1) untuk mewperhitungkan/mengurangkan darci
Deposit Penggugat scgala hutang-hutang dan kewajiban Penpgugat
terhadap Tergugal.

Kctentuan dalam Assignment of Term Deposit antara lain menycbutkan
sebagai berikut

........... * The Customer as a beneficial owner hercby transfcer and
assigns on a fiduciary basis to the Bank of the dcecposit/s the
Customer has with the Bank in Dposit Account No.MN 3764 of/to the
extent of USS 363.464,43 or on cquivalent amount in such other
currcncy/ics as many form time to time be sclceccected by the
Customer....as a continuing sccurity for the discharge and
salisfaction of the present and futurce indecbtcdncss and/or
liabilitics howsocver, whercsocver and on whatsover account ariging
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including (without 1lmlitation) aclual, cotingent, primary,
collaleral, scveral or joint indebledness and/or liabilitics of the
Customer Lo the bank (the liability) ...."

Tceejemahaannyas adalah sebagai berikut

veesees.." Nasabah scbagai pemilik deposit dengan ini memindabkan
dan mengalihkan atas dasar fiducia kcpada Bank dcposit mlilik nasa-
bah yang ada di bank dengan rekening deposit No.MN 3764 scjumlah
1S$368.464,43 atau asuatu jumlah yang scpadan dalum mata uang
lainnya yang mungkin diubah dari waktu kc waktu atas pilihan nasa-
bah ..... scbagai jaminan terus mencrus atas pemcenuhan dari hutang
gant ini dan dimasa yang akan datang dan/atav kcwajiban apapun
juga, dimanapun dan bagaimanapun yang Limbul tcermasuk (tcetapi tidak
terbatas pada) yang nyata, yang mungkin timbul, primer, turunan
sendiri, atau bersama-sama dari hutang dan/atau kewajiban nasabah

kepada bank "..........

Sclanjutnya butir 10 (b) dari Assignment ol Term Deposil berbunyi

acbagai berikut ¢

" et ..e.. the customer shall not be cntiled to withdraw the
Deposit or any part therefor until and unless the liabilitics have

_been scttled and repaid in full to thc Bank "

Terjemahannya adalah scbagai berikut @
PR | Nasabah tidak berhak untuk menarik uang depositonya
ataupun bagian dari padanya hingga dan keccuali scmua kcwajiban
nasabah teclah dibayar lunas kepada Bank ".

PENGGUGAT TELAH MEMIKMATI BUNGA BRANK ATAS DEIOSITO DAN MENGAMBIIL,

DE YA YANG DIPEROLEH DARI KEUNTUNGAN MELAKUKAN TRANSAKS1 VALUTA
S N TERGUGAT
v, JP & ‘
N l/x - -

! ,\ -c-uul dengan perjanjian pengalihan deposit (Assigament of
{ RS \:QPOult) yang tclah ditandatangani olch DPenggugat, maka Bank
1

(Tgrg gati) berhak untuk mengambil pclunasan atas sctiap hutang dan
\ kcwuijun Pcnggugul yang timbul kcpada bank (Tergugut 1) dari
Rt dgpootg/dlmak A ot S waede. 09090902 anSUTITLLITELESt

nnhwn scbagaimana tclah dijclaskan pada angka 19 sampai 21 diatas,
maka Tergugal I tidak mengembalikan deposit Penggugat dalam bentuk
US Dollar, karcna dalam transaksi-transsksi valuta asing terscwbut
(yaitu tanggal 26 Agustus 1997) yang tclah jatuh tempo (Maturily
Datc) tanggal 29 Scptcember 1997 Penggugat tclah menjual US  Dollar
schesar 370.222.88 kepada Tergugat 1 dan karcnanya Tergugat 1 pada
tanggal 29 Scptember 1997 tclah mendcebet scjumlah US$S 370.222,88
dari rckening Penggugat. Sclanjutnya Tergugat 1 tclah membayar
kepada/mengkredit kerckening Penggugat berdasarkan kescpakatan
scbesar Rp.1.066.241.894, § ~—-wmemmmmmc e e

Nahwa sclanjutnya, P'cnggugat tclah mencrima scjumlah
Rp.1.066.241.894,- pada tanggal 29 Scptember 1997, namun PPenggugal
tetap mencmpatkan uangnya terscbut pada Tergugat I dam baru pada
taungral 29 Oktober 1997 (1 bulan kemudian) Penggugat memerintahkan
Tergugat | untuk mencairkan uang terscbut (vide bukti T-14) § —=—=-
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~ Rahwa atas pcrintah Penggugat tcrscbut, pada tanggal 29 Oktober
1997, Tergugat tclah mengirimkan uvang Penggugat scjumlah
Rp.1.066.241.894,- berikul bunga 12% sctcelah dipotong 15% pajak
alas dcposit dan dikurangkan biaya administrasi, schingga
scluruhnya yang ditcrima Penggugat scjumlah Rp.1.075.254.954,46
(vide bukti T-15) § ~ccmm o m e

Rerdasarkan lakta hukum diatas, maka ditolak dalil Pcnggugat dalam
butir 7 gugatan yannk mcnycbutkan transaksi valuta agsing antara
Penggugat dan Tergugal [ merupakan hasil rckayasa dcngan alasan
schagai berikul

1. Pcenggugat tceclah memerintabkan para Tergugat untuk mclakukan
kegiatan transaksi valuta asing berdasarkan surat yang
ditandatangani DPcnggugatl tanggal 25 Agustus 1997. Hal ini
ditindaklanjuti scperti terbukti dan diakui sccara tcgas oleh
Penggugal, yaitu dengan ditransfernya pada tanggal 25 Agustus 1997
kepada Dcutsche Bank AG Jakarta olch Penggugat, uang rupiah scjum-
:?h gp.505.773.842.46 dan vang dollar Amcrika Scrikat scjumlah DS$
91.815,38 § —=mmcm e e -

2. Bahwa sclclah Penggugal  mengadakan transaksi-transksi spot dan
forward mclalui tclepon dengan Tergugat 111 dan sclanjutnya
Tergugatl 1 sclalu mengirimkan surat-surat dokumen (confirmation
“letter) tanggal 26 Agustus 1997 yang isinya mengkonfirmasikun
kehenaran transaksi yang dilakukan, dan hal tcerscbut tidak pernah
dibantab olch Penggugat § ===—-mmmmem oo

J. Pcnggugatl tclah memperoleh kcuntungan scjumlah Rp.49.280.067 ; -

TRAMSAKST VALUTA ASING ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 TIDAK BERTEN-
TANGAN DENGAN UU NO.7 TAHUN 1992 DAN SK. DIREKS1 BANK INDONES!A
KEP/DIR, TENTANG TRANSAKSI DERIFATIV, MAUPUN SURAT EDARAN

JAKARTA 29 DESEMBER 1995 DAN SURAT EDARAN NO.28/15/uUD
JRRUART 1996

TANGAN DENGAN PASAL 5 AYAT 2

YRR N U

x Bdhwa‘tihékfbcnur transaksi-transaksi valuta asing antara Pcaggugoat

\ dan Tc¢rgugidt I bertentangan dengan pasal S ayal 2 SK Dircksi Bank
“Indoncsis” No.28/119/KEP/DIR (SK Dircksi BI) . Berdasarkan kontreak
betupy suratl konfirmasi-surat konfirmasi yang dikirimkan kepada
Penggugat (vide bukii T-6, T-7 dan T-10) dan tclah ditcrima Pcnggu-
gat (bukti T-16, T-17 dan T-18) maka tcrbukti kontrak tcrscbul
tclah mencakup ketentunan pasal 5 ayat 2 SK Dircksi Bank Indoncsia,

yaitu dengan dipcnuhinya unsur-unsur scbagai berikut

a. Unasur Pagu transaksi derifativ dipeanuhi : (lihat pasal § ayat 2a
SK Dircksi BU)
1. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997 dcecnpgan pagu
Rp.513.187.988 dan US Dollar 191.815,38 ;
2. Transaksi spol tanggal 26 Agustus 1997 dcengan pagu
Rp.1.016.961.827 dan US Dollar 368.464,4) ;
3. Transaksi (orward tanggal 26 Agustus 1997 dcangan pagu
Rp.1.066.241.894 dan US Dollar 370.222,08 ;

b. Unsur Baso Currcncy yang digunakan dipcnuhi : (lihat pasal §

ayot 2b SK Dircksi BlI) . yaitu mata uang US Dollar dan rupiah ;
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c. Unsur jenis valuta/instrumen yang ditukarkan dipenuhi ¢ (lihat
pasal 5 ayat 2c¢ SK Dircksi BI)

1. Transaksi spol tanggal 25 Apustus 1997 ;3 US Dollar dan rupiah
dengan nilai 1 US Dollar = Rp.2.665,~ ;

2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 ; US Dollar dan rupiah
dengan nilai ! US.Dollar = Rp.2.760,- ;

3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 ; US bollar dan
rupiah dengan nilai 1 US Dollar = Rp.2.880,-

d. Unsur pcenyclesaian transaksi derifativ (scttlement) dipeanuhi
(lihat pasal 5 ayat 2d SK Dircksi BI)

I. Transaksi spol tanggal 25 Agustus 1997, pcnyclsaian transaksi
tanggal 27 Agustus 1997 ;

2., Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997, pcnyclesaian
transaksi tanggal 27 Agustus 1997

3. Transaksi forward tanggal 26 Agustlus 1997, pcnyclesaian
transaksi tanggal 29 Scptember 1997

Penyclesaian transaksi dilakukan dcengan cara : pembayaran
Tcrgugat 1 pada Penggugat dengan mengkredit rckening Penggugat
pada Tcrgugat I dan pcembayaran Tergugat [ kcepada Penggugat
dengan mendcbet rckening Penggugat pada Tergugat §

¢ & [ . Unsur pcmbukuan dan pencatatan atas posisi laba/rugi yang
polensial dipenuhi @ (lihat pasal 5 ayat 2 ¢ dan [ SK Dircksi Bl)

Rahwa Tcrgugal I mcmiliki dan mencatat sccara intcrnal posisi
acbut ;

mclode atau cara transaksi derifativ dipenuhi @ (lihat
at 2g SK Dircksi BI )

Piyiil
R

\ i‘)‘i H ".'

melalui tclecpon dan dikonfirmasikan meclalui svral
afi-surat konfirmasi yang dikirim kcpada Penggugat dan
Pcnggugat

Tho-Unsur besarnya komisi
Tidak ada komisi khusus yang dibebankan dalam transaksi antara
Penggugatl dan Tergugat. 1. Olch karcnanya kcetentuan dalam butir ini
tidak rclevan ;
i. Unsur pcenggunaan kurs konversi dipenuhi @ (lihat pasal 5 ayat 2i
SK Dircksi BI) . yaitu mata uvang US Dollar dan rupiah ;

j. Unsur advis dan konfirmasi transaksi dipenubhi : (lihat pasal 5
ayat 2j SK Dircksi BI)

Dengan cara pengiriman sural konfirmasi-surat konflirmasi dan
dokumen yang berkaitan dengan transaksi terscbul yang dikirim olch

.

Tergugat § kcepada Penggugat dan (clah diterima olch Penggugat
k. Unsur kcrahasiaan dipenushi @ (lihat pasal § ayat 2k SK Dircksi

BI)
Tergugat 1 sclalu menjaga kerahasiaan transaksi dengan Penggugal
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B. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 9 AYAT | A S/D DAN AYAT 2 DAN PASAL
10 AYAT |

-~ Bahwa kctentuan pasal 9 ayat | dan 2 dan pasal 10 ayat | tidak
dapat ditcrapkan dalam transaksi valuta asing antara Pcnggugal dan

Tergugal 1 berdasarkan alasan schagai berikut

Rerdasarkan pasal penjelasan 8K Dircksi BI No.28/119/KEP/DIR,
tanggal 29 Desember 1995 Tentang transaksi Derifativ discbutkan
dalam butir 13 :

" Margin dcposit hanya diperlukan untuk transaksi derifativ dalam
rangka trading dengan nasabah. Dalam kaitan ini yang dimaksgud
dengan transaksi derifativ dalam rangka Lrading adalah transaksi
jual dan beli yang dilakukan lebih dari satu kali, dengan nasabah
yang sama dan untuk produk yang sama dalam jangka waktu kontrak dan

tidak mempunyai underlying transaction ".

Bahwa Ltransaksi derifativ/valuta asing antara Pcnggugat dan
Tergugat 1 adalah transaksi spot dan transaksi forward, dan bukan
untuk tujuan trading (margin trading) maka tidak dipcrlukan margin
deposit dalam transaksi terscbut. Olch karcnanya Kkctcentuan dalam
pasal 9 ayat (2) terscbut tidak rclevan. Demikian juga kctentuan
"dul:xm pasal 10 ayat 1, hanya berlaku dalam transaksi margin
trading, hal mana bukan mcrupakan Llransaksi yang dilakukan olch
Penggugatl dan Tergugat I. Bahwa scandainya benar diperlukan
deposit dalam transaksi tcrscbut quod non, Pcaggugat dalam mclaku-
kan Lransaksi spot dan transaksi forward tcrbukti memiliki dana
dalam bentuk deposito scbagaimana discbut dalam T-8 tcrscbut diatas

ikian juga dalil Pcnggugat dalom butir 9 dan 10 gugatan
lak dengan tcgas karcna Tergugal 1 dan Penggugal tclah
akukan transaksi valuta asing spot dan transaksi (orward

rat memiliki dana (dcposit) scbagaimana discbut dalam
dmta" dcngdn dltrunsfcrnyu uang _.CJunnl:xln

lCi's’CBuL dxlakukun ll'dﬂo(lkol .»pot dnn trnnsuk.,l forward ;

b. Penggugal tclah mcenandatangani formulir untuk mclakukan
transaksi valuta asing (vide bukti T-2) yang pada pokoknya
memerintahkan Tergugat 1 untuk melaksanakan pcrintab Penggugat
melalui telepon dan faksimili. Sclanjutnya pcrintabh Pcenggugat
terscbut dikonfirmasikan dalam surat konfirmasi yang juga mcrupakan
kontrak dan tc¢lah dikirim pada Pcnggugat duan ditcrima Pcnggugat
(vide bukti T-16, T-17 dan T-18) ; ——~-—---—mmmmmomem e

TERGUGAT 1 MEMILIK! PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DERIFATIV DAN PELAK-
SANAAN TRANSAKS1 SPPOT DAN TRANSAKS1 FORWARD TELAU DILAKUKAN BERDA-
SARKAN KONTRAK DENGAN PENGGUGAT SERTA TELAIl DILAKUKAN DENGAN BENAR DAR
TERGUGAT 1 SUDAN MENJELASKAN PADA BANK INDOENSIA MENGENA1 MASALAIN
TRANSAKST SPOT DAN FORWARD TERSERUT

fNahwa berdasarkan hal terscbut , maka ditolak dalil Penggupat dalom
butir 11 gugatan karcna Bank Indoncsia tidak pcrnah mencgur/menyia-
takan Tcrgugat 1 melakukan kcsalahan dalam mclakukan transaksi
valula agsing dengan Penggugat, meskipun Penggugat sudah pcrnab -
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mc laporkannya

Bahkan Tcrgugat I mclalui suratnya tanggal 04 Dcescmber 1997 tcelah
menjawah schubungan tuduhan dan pernyataan-perayataan yang Lidak
benar dari PPenggugat schubungan deagan transaksi spol dan transaksi
forward terscbut kepada Bank ladoncsia dan sampai sckarang, karcna
terbukti transaksi valuta asing tcerscbut adalah Lransaksi yang
benar dan tidak mclanggar keteantuan Bank Indoscsia maka tidak
pcrnnh ada sanksi yang diberikan Bank Indoncsia . (vidc bukli T-19)

Bahwa Tcergugat I juga memiliki pcdoaman pclaksanaan transaksi
dgrivati[ yaitu transaksi spotl dan transaksi forward yang
ditctapkan olch Bank Indoncsia . (vide bukti T-20) ; -—-=—-=---cec---

- Bahwa dcagan demikian tidak terbukli melakukapn perbuatan melawan
hukum karcna scmua perbuatan para Tergugat tclah scguai denpan hal-
hal yang discpakati dan tidak bertentangan dengan kclentuan
umum/bukum yang berlaku § —==c—mmm e

- Bahwa Tcrgugat 1 tidak pernah menctapkan kurs sccecara scpihak,
scbaliknya Penggugat scendiri yang meminta dcposito Penggugatl untuk
dicairkan pada tanggal 29 Oklober 1997 dengan bunga 2% per-tahun
yang tclah discpakali enggugatl § ——c—cmmmmmmm e e

- Babhwa ditolak dalil Pcnggugat dalam butir 13 dan 14 berdasarkan
transaksi forward, gugatan karcna scbagaimana yang tclah diuraikan
dalam penjelasan diatas, Penggugat akan mencrima Rp.1.066.214.894 -
dari Tcrgugat [ dan scbaliknya I’cnggugal akan mcanycrahkan USS$
370.222,88 kcpada Tergugat I pada tanggal jatuh tempo. Dengan

jkian transaksi-transaksi yang dilakukan Pcnggugat dan Tergugal

ah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat | j —=———-emmec oo

o Ce
,Ai;%%i}yb'rdunarkun hal tergebul di atas, Para Terdakwa tidak
meliakdkan perbuatan mclawan hukum maka Para Terdakwa tidak
. ‘borkéwh jyban membayar ganti rugi sccara matcriil dan moral scjumlbah
us¥,.i90,524.67 dan US$. 1,000,000. Bahwa lagipula tunlutan ganti
fﬁé}{m:(criil vang diajukan Pcnggugat scbesar US$.90,524.67 tidak
N rclééﬁl karena terbukti justru Pcnggugat yang berkewajiban
“meniycrahkan US Dollar kepada Tergugaat I dan Tergugat I berkewaji-
ban menycrahkan Rupiah kcpada I'cnggugat. Hal Lerscbut telah
dilakvkan pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 Scptember
1997 § ——— e e e e e e e e e

Bahwa aclain itu, tuntutan ganti rugi sccara moral scbesar USS.
1,000,000 adalah tidak berdasar adanya, tidak dikectahui darimana
perinciannya, tidak ada hubungan dengan pcerbuatan mclawan hukum
yang Lidak dilakukan Para Tergugal §j —---------cmmmccomcn e n

Tuptulan ganti rugi matcerianl dan moral yang diajukan Peunggugat
tidak diperinci sccara jclas schingga harus ditolak karcna
bertentangan depgan Yuriagprudensi-Yurisprudensi berikul ini

a. Putusan Mahkamah Agung Rcpublik Iadoncsia taaggal 2 Juni 1971

No. 117K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijclaskan dengan scmpurna
dan lidak discrtai decngan pembuktian yang mcyakinkan mengenal
jumiah ganli kcrugian yang harus ditcrima olch Pcnggugat, TIDAK
DAPAT DIKABULKAM olch Pengadilan”.
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p. Putusan Makamah Agung Rcpublik Indoncsia tanggal 18 Descmber
1271 No. 598/8ip/1971 :
"Apabila besarnya kcerugian uyang didecrita Penggugat tidak
DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugulap untuk ganti rugi
kerugian yang tclah diajukan olch Penggugat, HARUS DITOLAK olch
rengadilan”

¢. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mci 1980 No.
SS0K/Sip/1979
"pPelilum tcntang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat
ditcrima Karcna tidak diadakan perincian mengcenai kerugian-
kerugian yang dituntut”,

- Berdasarkan hal terschbut ditasa Para Tergugat mohon agar Pengadilan
mcnolak tuntutan ganti rugi dalaam butir 14 dan 15 gugotan aquo
terscbut § -, m—mmm e .. AN T S B w e

- Bahwa Para Tcrgzugat mohon DPcngadilan mcnolak permohonan asitu
jaminan yang diajuykan Penggugal yaitu scbidang tanah dan bangunan
gedung yang terletak di Jalan Imam Bonmjol 80, Jakarta Pusat berikul
scegala isinya, karcna gugatan Penggugat tidak berdasar hukum ; ---

- Babhwa mohon pula Pcengadilan mcnolak tuntutan "uitvoorbaar bij
vorraad"” yang Pcnggugat ajukan yang tidak memenuhi ketentuan pasal
480 IR dan juga mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RTI No.l tahun
1971 dan No.3 tahun 1978 agar DPcngadilan berhati-hati mcmutus
secara "witvoorbaar bij vorraad" § --m--mmmem e e

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Tcrgugat
mohon agar Majclis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memcriksa dan
memberi putusan scbagai berikut

DALAM EKSEDPS

NON KOMPETENSI

:rima cksepsi dari Para Tergugat ;

k gugatan Pcnggugat scluruhnya atau scliduk-tidaknya
can gugatan Penggugaal Lidak dapat ditcrima ;

K PERKARA
gugatan Penggugat untuk scluruhnya atau setidak-tidaknya
itakan Lidak dapat ditcrima ;

. Mcnghukum Pengpugal untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majclis Hakim berpendapat lain mohon pulusan yang
seadil-adilnya (cx acquo ct bono) ;

Mcnimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebat,
Penggugat telab mengajukan repliknya pada tanggal 11 Mei 1999 dan atas
feplik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplikaya
Lertanggal 22 Juni 1999 § == -m- o omm oo e

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah
meuhmun bukti-bukti berupa foto copy dari surat-surat yang tclah
Ctmaterai cukup dan sclelah discsuaikan dengan aslinya kemudian
diberj tanda bukti nomor IPP-1 3/d P-14 adulah scbagai berikut :
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. Bukti P-1 a : foto copy aplikasi transfcr No.041046, tunggal 25
Agustus 1997 dari Bank Danamon ;

2. Bukti PP-1b : foto copy nota kredit No.542908, tanggal 25
Agustus 1997 dari Bank Tiara ;

3. Bukti P-1lc  : fole copy assignment of term deposit tanggal 01
Scplember 1997

s, Bukti P-2 : foto copy statement tanggal 29 Oktober 1997 dari
Deutsche Bank

5. Bukti P-3a : foto copy aplikasi lctlcgram/tclcks dari Bank
Indonesia tanggal 28 Agustus 1997 ;

6. Bukti PP-3b : foto copy aplikasi tclegram/tclecks dari Bank
Indonecsia tanggal 29 Agustus 1997 ;

1. Bukti P-4 : folo copy konfirmasi transaksi spol tanggal 26
Agustus 1997 dari Dcutsche Bank ;

8. Bukti P-5 : foto copy konfirmasi transaksi forward tanggal 26
Agustus 1997 dari Dcutschc Bank ;

9, Bukti IP-6 : foto copy surat kcpada Biro RBukum Bank Indoncsia
No.131/50/UH/NIIKM, tanggal 16 April 1998 yang ditujukan kcpada
Law Officc Djazuli Bachar, Hardi & Associates ;

10, Bukti -7 : foto copy surat trcasurc Markcting Clicnt Amro Bank,
tanggal 02 April 1996, yang ditujukan kcpada PT. Tclaga DPelita
Kencana

5i57355n i P-8 : TJoto copy informasi dari Standard Chartcrcd Bank.
\ \nai syarat transaksai valuta asing ;

Ay et
uyYCﬁngtﬂ P-9 : foto copy rcference No.00166064, tanggal 29
'"‘f}igtﬁﬁbcr 1997, dari Dcutschc Bank ;

Y iet

9

13. Hﬁkrﬁ P-10 : foto copy kliping tabloid mingguan kontan No.3t,
~.._tanggal 03 Mci 1999 ;

4. Bukti P-11 : foto copy kliping tabloid mingguan kontan MNo.0G6,
Tahun 111, tanggal 02 Nopcmber 1998 3

. Bukti P-12 : foto copy SE Gubcrnur Bank Indoncsia, No.28/13/up,
tanggal 29 Dcascmber 1995

6. Bukti P-13 : foto copy surat Biro liukum Bank Indoncsia
No.1/29/U1K, tanggal 31 Mci 1999 yang ditujukan Kkcpada Law
Office Djazuli Bachar, Hardi & Associates

~

Bukti P-14 : Toto copy kliping labloid kontan No.39, Tahun 111,
Langgal 28 Juni 1999 ;

Tinjauan yuridis..., Edi Suryajaya, FH Ul, 2008



D2-P No.0520963

- 24 -

Mcnimbang, bahwa untuk mcmpcrkuat jawabannya kupsa para
Tergugatl telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat
yang tclah bermalerai cukup dan scsuai dengan aslinya dan diberi tanda
bukti nomor T~1 s/d T-23 adslah scbagai berikut

1. Bukti T~1 : foto copy formulir pcmbukaan rckening No.3764 atas
nama Hardi Widjaja (Pcnggugat), tanggal 16 Agustus 1997 ;

2. Bukti T-2 : foto copy surat instruksi-instruksi berdasarkan
telepon dan/atau faksimili, tanggal 25 Agustus 1997 dari Hardi
Widjaja Kusuma (Pcnggugat) yang memcrintahkan Dcutsche Bank AG
cabang Jakarta (Tcrgugat I) unluk mclakukan instruksi/pcrintah
dari Penggugat untuk mclaksanakan kegialan transaksi derivatif
berupa forcign cxcahnge transaction scperti transaksi forward ,
spol dan swap

3. Bukti T-3a : foto copy transfcr dari Pcnggugat, tanggal 25
Agustus 1997 kcpada Decutsche Bank AG Jakarta scjumlah USS
190.839,69 berikut bunga 8,25% sctahun schingga scluruhnya
berjumlah USS 191.815,38 ;

RBukti T-3b : foto copy trasfcr dari Pcnggugat, tanggal 25
Agustus 1997 kc¢ Dcutschc Bank AG cabang Jakarta scjumlah
Rp.505.773.842,46 ;

4. Bukti T-4 : foto copy MNold Mail Agrcement MNo.03764
ditandatanagani Pcnggugat, tanggal 25 Agustus 1997

5. Bukti T-5a : foto copy tikct transaksi Valuta Asing, becrdasarkan
instruksi pertclepon Penggugat pada Tergugat 111

Bukti T-5b : foto copy konfirmasi transaksi valuta asing Spolt
gsaction, tanggal 25 Agustus 1997 ;

T-6a : [oto copy tikct transaksi valuta asing becrdasarkan
si pertelepon dari Penggugat kcpada Tergugat 111

-6b : foto copy transaksi valuta asing spot , tanggal 26
1997 ;

7a : foto copy tiket transaksi valuta asing berdasarkan
i pcr-tclcpon dari Pcnggugat kcpada Tergugat 111

Bikti T-7b : foto copy konfirmasi transaksi valuta asing
forward, tanggal 26 Agustus 1997 ;

8. Bukti T-8a : foto copy bukti pengirimap konfirmasi valuta asing
yang dikicim Tergugat I kcpada Penggugat mclalui Pos surat

Bukti T-8b : Toto copy bukti pengiriman konfirmasi valuta asing
yang dikirim Tergugat | kcpada Pengguget melalui pos surat

Bukti T-8c : foto copy bukti pcngiriman konfirmasi valuta asing
yang dikirim Tcrgugat I kcpada Penggugat mclalui pos surat ;

9. Bukti T-9 : [olo copy statcment account rupiah Pcnggugal

10. Bukti T-10 : foto copy statcment account US Dollar Penggugat
tertangral 27 Agustus 1997 ;
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11, Bukti T-11 : loto copy statcment account rupiah Pcnggugat,
tertanggal 29 Scptember 1997

12. Bukti T-12 : Toto copy assignment of Term Deposit, tanggal 01
Scptember 1997

13.  Bukli T-13 : foto copy konfirmasi Dcposito scjumlah USS$
368.464,43 dengan bunga 6,125% pertahun

14. Bukti T-14 : foto copy surat kuasa dari Penggugat tertaanpggal 29
Oktober 1997 kepada Wikanto untuk mencairkan uang scbesar
Rp.1.066.241.897,46,~

1S, Bukti T-15a, T-15b, T-15¢ dan T-15d : Toto copy bukti-bukti
penyclesaian kepada Penggugat uvang scjumlah Rp.1.066.241.897,46
dikurangi biaya administrasi Rp.50.000,- total berjumlah
Rp.1.075.254.954,46,- ;

16. Bukti T-16 : foto copy pcembayaran dikrecdit kc PT.Tclaga I’clila
Kencana account No.01-4079 scjumlah Rp.1.075.254.954,46, -

17. Bukti T-17 : foto copy fuks Tcrgugat 1 kepada Penggugal mengenai
account No.00.03764.00.0 dan 00.037640.05.0 yang sudah tidak
aktif scjak Scplember 1997

18. Bukti T-18 : foto copy surat dari kvasa Hukum Tcrgugat 1 kcepada
Bank Indoncsia, tanggal 04 Dcscmber 1997

19. Bukti T-19 : foto copy SE Bank Indoncsia No.28/13/UD, tanggal 29
Desember 1995 3

T-20 : foto copy lampiran I SK Dir.No.28/119/KEDI/DIR,
gal 29 Descember 1995

T-21 : foto copy Surat Edaran Bank Indoncsia No.28/15/uUD,
al! 08 Pcbruari 1996 3

¥ i T-22 4 foto copy putusan perkara pcrdata

23. Bukti T-23 : foto copy surat Kectctapan No.Plol
8K/08/1X/1999/Dit.Tipikor, tanggal 22 Scptember 1999, Tcutang
Pecnghentian Penyidikan yang dikcluarkan olch DitScrse Mabes
POLRI

Mcnimbang, bahwa dipersidangan Penggugat disamping tclah
mengajukan bukli surat-sural , untuk mcmperkuat dalil gugatannyas,
Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang tclah
disumpah mepurut cara aegamanya dan pada pokoknya mencrangkan scbagai
berikut

1. Saksi RASJID DPRAWIRANEGARA yang mencrangkan pada pokoknya scbagai
berikut

bahwa sakai sudah 17 tahun bekerja di Bank Indonesia § ========

batwa jabatan saksi sckarang adalah scbagai kepala Scksi Analisa
Pengelolaon Devisa Bank Indoncsia § ——--—-====c—momceer—mmmno—o——
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- bahwa didalam mclakukan transaksi decrivatif harus dibuat
terlcbih dahulu kontrak perjanjiannya ; ======----=mem——em—mm—n

- bahwa tidak bisa dilaksanakan, jika tidak dibuat kontrak
perjanjian transaksi valuta asing, jika tidak dibuat, maka
transaksi valuta asing tcerscbut menjadi batal demi hukum 3

- bahwa transaksi aspot adalah transaksi vatas yang harus
disclcsaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) hari scdangkan
transaksi forward adalah transasksi valas yang disclcsaikan
lebih dari 2 (dua) hari § —=--r——ccrmcmmcmr e

- bahwa SK. Dircksi BI No.28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Dcscmber 1995
sampai saost ini magih berlakuy ; —=-===--s-mommmmm oo

- bahwa scpanjang discpakati olch pihak Bank dan nasabah,dan
dituangkan dalam suatu pcerjonjian, maka transaksi valas dapal
dilakukan melalui tclcpon § ==c————ssccemmmvmrm e

- bahwa transaksi valas yang dilakukan mclalui tclcpon tidak
menyalahi ketentuan Bank Indonesia § —————~-——cmmmcmmme e

yahwa margin deposit dapat dilakukan hanya untuk jcnis transaksi
ivatif terteatu § ——————--———ommem e

\Mcnimbang, bahwa kcemudian kuasa Pcnggugat dan kuvasa para
clah mcngajukan kcsimpulannya masing-masing tcrtanggal 01
4099 § ——ce e e e o

Mcnimbang, bahwa karcna kcedua belah pihak telah tidak menga-
\m.kfun- .ma apa lagi maka kcmudian kcdua belah pihak mohon putusan ; ---

Mcnimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka
scpgala scsuatu yang tcecrjadi di dalam persidangan scsuai dengan bervita
acara pemeriksaan perkara ini dianggap tclah tcrmasuk dalam putugsan
I L T T ittt

TENTANG HUKUM :

Mcnimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan I'cnggugat
adalah scbagaimana tcrscbut diatas § ~——----~------=-----—-—-seooooo—o-

Dalam Fkscpsi :

Mcnimbang, bahwa di dalam jawabannya l.crt:mg_gnl 12 April
1999 kuasa Para Tergugat tclah mengajukan ckscpsi yang isinyan adoalabh
scbagai berikut

GUGATAN DRENGGUGAT PREMATUR :

Baohwa inli gugatan Pcanggugat scperti yang discbut dalam butir 7
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Bahwa apabila benar transaksi valas terscbut palsu yang mcnycbabkan
Penggugat merasa dirugikan quod non, maka diperlukan putusan
Pengadilan terscndiri dan terpisah terlebih dahulu yang mcncntukan
apakah benar tclah terjadi pemalsuan bukti transaksi valas yang
didalilkan Penggugal § =—ecemm o e
Bahwa tcrnyata dalam pclaksanaan kcgiatan transaksi valas
achbagaiman diuraikan ‘dibawah, Penggugal tclah mengalami kcuntungan,
Jika benar transaksi valas terscbut palsu quod non, bagaimana
mungkin Pcnggugat menikmati untung ? § —————m—mmmemmmmmm e

Bahwa sampai saat ini, belum ada Putusan Pengadilan yang mcenctapkan
transaksi dcrivatif/valas berupa transaksi spot dan transaksi
forward tcrscbut palsu, scbagaimana didalilkan Penggugat ; —-—----—-

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka gugatan Pcnggugat
yang mcndalilkan para Tcrgugat mclakukan pemalsuan transaksi spot
dan forward schingga Pcnggugal mcrasa dirugikan, adalah prcmatur
schingga patutliah gugatan Pcnggugat dinyatakan tidak dapnt ditcrima

SUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL :

 Bahwa dalam gugatannya Pcnggugat tclah mcncampuradukkan gugatan
“tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum § ————————————————-

Bahwa posita gugatan ini dari halaman 1 3/d 2 adalah bersumber dari
adanya suatu ingkar janji tcrhadap suatu perjanjian antara
xpggugat dan Tergugat I11 untuk mencmpatkan uang Pcnggugat pada

o\\.Aﬂ‘w at I, schingga dasar gugatan yang diajukan scharusnya adalah
oY QA wanprcstasi - quod non - . Namun dalam butir S5 dan 7
> pusd i, Penggugat tclah mendalilkan pula adanya perbuatan mclawan
- C§ ume yang dilakukan olch Tcrgugat I dan para Tergugat mengenai
(W 'r'* apggaran UU No.7 Tahun 1992 dan SE No.28/13/UD Jakarta 29

Dcgembgr 1995 dan SE No.28/15/UD Jakarta 08 Pcbruari 1996 yang olch
karcnadnya mcengharuskan para Tcergugat membayar ganti kcerugian

“BI'“” kcpada Pcnggugat scsuai pasal 1365 KUHPcrdata § --~--—-—-—---

Disamping itu, dalam posita dan pctitum gugatan, DPcnggugat mohon
pada Pcngadilan untuk menghukum para Terguga! untuk membayar
pengembalian uvang ditambah biaya dan kcuniungan yang scharusnya
dipcrolch Pengpugal § ——=--—=r-om—mre e e e e e e e

Bahwa posita dan pctitum terscbut sangat anch karcna kecrugian
keuntungan yang scharusnya dipcrolch (yang diharapkan) tidak ada
kaitannya dengan perbuatan mclawan hukum. Kcrugian untung hanya
dapat dikcnakan alas tuntulan wanprcestasi, itupun dengan bukti yang
juelas.

I‘asal 1246 KUllPcrdata menyatakan scbagai berikut

" Biaya, rugi dan bunga yang olch si berpiutang bolch dituntut akan
penggantiannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang tclah dideri-
tanya dan unlung yang scdisnya harus dapat dinikmatinya, tanpa
mengurangi pengecualian-pengecunlian dan pcrubahan-pcrubahan yang
akan discbut dibawah ini ".

Jelas ketenluan Pasal 1246 yang mengatur tentang kerugian untung
yang diharapkan, yang diatur dalam buku [II bab I bagian 4 di bawah
judul  "Pengganlian biaya, kcrugian dan bunga karcna Lidak dipcnu-
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hinya suatu perikatan” pada umumnys karcna adanya pcrjanjian atau
kantrak, bukan karcna perbuatan mclawan hukum atau perikatan yang
lahir karcna Undang-Undang.

Perbuatan mclawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 Kull
Perdata yang sama sckali tidak mengatur tentang kcrugian untung
yang diharapkan.

- bahwa sudah menjadi Yurigsprudensi tctap bahwa mcencampur adukkan
kcedua jemis pugatan yang berbeda udalah bertentangan dengan hukum
acara (Vidc PUTUSAN MAHKAMAIl AGUNG Ri NO. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL
29 APRIL 1986) :

'Tcnggnbun;;:m gugatan pcrbuatan mclawan hukum dcngan perbuatan
ingkar janji tidak dibcnarkan dalam tcrtib beracara dan harus
disclcsaikan tersendiri pula”

bahwa berdasarkan hal-hal yang tclah Para Tergugat kemukakan di atas
adalah b'crd:xsur hukum apabila Pcngadilan mcnolak gugatam Pchaggugat
atau sctidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat ditcrima.

Mcnimbangz, bahwa alas ckscepsi dari para Tcergugat tcrschut,
Penggugat tclah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Mci 1999, yang
isinya adalah scbagai berikut

I. GUGATAN DPENGGUGAT PREMATUR
Bahwa DPenggugat menolak dengan tcegas dalil ckscepsi dari para
Tcrgugat yang menyatakan bahwa gugestan Pcnggugat prematur. Dan
uk ilu terhadap perkara ini masih dipcrlukan putusan pengadilan
/\\,"Anwé diri dan Llcrpisah Lcrlcbih. dahulu yang mencentukan apakah
/Tmnxﬁ%iluh terjadi pemalsuan bukti transaksi valas ;3 —--=--w-c—ece---

) )
r/:) n))‘!llll para Tergugat tcrscbut diastas tidak benar.

ah Agung RI dalam bcberapa pulusannya yang telah menjadi
8 u_l. pr~u cnsi Letap scbagaimana lerscebut dibawah ini menyatakosn :
\\.« Putumm MA Rcg.No.167K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 :

“~patdim hal ada tuduhan, bahwa sustu tulisan yang dipakai scbagai
bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan olceh
scorang ahli apabila Illakim dapat mclihat scndiri sccara dengan
jelas bahwa ada pcmalsuan surat.

Pulusan MA Rep.No.169 K/8ip/1962, tanggal 07 Juli 1962 :

Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg) tidak mcwajibkan Pcengadilan
mengadakan pemeriksaan surat yang disangka palsu melainkan
IPengadilan dapat mclakukan pemeriksasn itu,

Putusan MA Reg.No.60 K/Sip/1960, tanggal 02 Marct 1960 :
Mcmbuklikan suatu dalam perkara perdata tidak perlu sccecura mutlak
adanya putusan hakim pidana .

- Bahwa mcngacu pada Yurisprudensi tcrscbut diatas, adalah jelas«
bLahwa dalam perkara aquo tidak diperlukan suatu putusan penpadilan
tersendiri untuk dapat dijadikan dasar bagi pemeriksaan perbars
nguo.
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Schingga gugatan Pcnggugat adalah sudah tctap dan tidak prematur,
olch karcna itu Ekscpsi para Tcrgugat yang mcayatakan gugatan
Penggugat prematur adalah tidak tcpat dan sangat beralasan untuk
ditolak atau sclidak-tidaknya dinyatakan tidak ditcrima (Nict
Oonvankclij Verklaard) § =—eecmommmmmm o e e

I11. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL :

- Pcenggugat mcenolak dengan tcgas dalil ckscepsi para Tergugat yang
mcenyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel ; -—----—-—-----—=--—-—-

- Bahwa gugatan yang tclah diajukan olch Pcnggugat adalah sudah
benar, dan Lidak ada penggabungan antara gugatan ingkar janji
(wanprestasi) dan gugatan perbuatan mclawan hukum (Onrcchtmatige

daad) scbagaimana didalilkan olch para Tcrgugat dalam ckscpsinya ;

- Bahwa dalam surat gugatan Pcnggugat tcrtanggal 30 Nopcmber 1998,
Penggugat tclah mcendalilkan sccara tegas tentang pcrbuatan para
Tcrgugal yang tclah mclakukan perbuatan mclawan hukum (Onrcchtma-
tige daad) scbagaimana diatur dalam pasal 1365 KUlPcrsdata. Dan
didalam surat gugatan aquo tclah ada pcrscsuain antara posita dan

_petitum, dan tiada satu uraianpun yang tclah dinyatakan dan
"didalilkan olch Pcnggugal bahwa para Tergugat tclah mclakukan
wanprcstasi. Schingga gugatan Penggugat dalam pcrkara aquo adalah
sudah Ltepal dan tidak kabur (Obscuur libel), olch karcma itu
si para Tergugat yang menyatakan gugatan Pcnggugat obscuur
adlah tidak tcpat dan tidak berdasar scrta sangat beralasan
Ntolak alau sctidak-tidaknya dinyatakan tidak ditcrima (Nict

V¥ ik Verklaard) § ====s----—-e—mmmm oo e

S Mgnimbang, bahwa atas cksepsi Tergugat terscbut, Majcelis
bahwa untuk mcncantukan palsu atau tidaknya maka haruslah
\:Lrlc.lnh ahulu diperiksa mengenai pokok perkaranya, demikian pula

¢ngenygd” pencampuran antara gugatan Wﬂnprc\:tﬂoi dcngan perbuatan
melawan hukum, untuk mcngctahui apakah gugatan ini mengenai wanprcsta-
si alau pcrbuatan mclawan hukum haruslah dipcriksa tericbih dahulu
mengenai pokok perkaranya yang jclas gugatan Penggugatl ini tclah
mengemukakan scbagai dasar gugatan adalah pcrbuatan mclawan hukum ;--

Mcnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terscbut diatas
maka cksepsi dari Tergugat harug ditolak § -—--=------ooommmo oo

DALAM POKOK PERKARA

- - —— s . o -

Mcnimbang, bahwa Pcnggugal tclah mcnggugat para Tcrgugal
dengan alasan pada pokoknye adalah scbagai berikul

Bahwa Pcnggupat tclah di iming-iming olch pihak Tecrgugat 111
schagai Staff Tcrgugat I untuk menyimpan uang di Tergugat |}
(HDcutche Bank) dan Penggugat merasa tertarik kcmudian Penggugal
tclah mcnyclor scbanyak US $. 191,815.38 pada tanggal 25 Agustug
1997 mclalui Bank Danamon dan mclnlui Bank Tiara scbanyak Rp.
$505.773.842,46 masing-masing pada Langgal 25 Agustus 1997, Kurs
wnktu itu, 25 Agustus 1997 adalah Rp. 2.830,-/Dollar US schingga -
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jumlah yang Llecrcantum dalam Assignment of Tecrm Deposit adalah
scbesar US $. 368.464,43 yang berlaku scjak tanggal 1| Scptcember
sampai dcngan 29 Scptember 1997

~ Bahwa mcnurut perjanjian bahwa deposito dollar tcrscbut akan
dibayar dalam bentuk dollar akan tctapi sctclah jatvh tcmpo
Lernyata dibayar mcmakai Rupiah ;

- Bahwa pcmbayaran memakai rupiah tcrscbut jclas-jclas mcrugikan
Pcnggugat karcna nilai kurs ditentukan sccara scpihak olch Tergugat
yaitu scbesar Rp. 2.670 per dollar, padahal pada waktu itu tanggal
1 Scptcember 1997 kurs paling scdikit sudah mencapai Rp. 3.500 per
dollar dan Tcrgugat tclah mcmaksaa untuk mencrima vamng tcrscbut
dengan mcntransfecr kcpada Pcanggugat uang scbanyak Rp.
1.075.304.954,46 dan jumlah tcrscbut kurang dari yang scmcstinya
dibayar scbab dollar tanggal 1 Scptember sudah Rp. 3.500 pcr dolar,
schingga pcerbuantan Tcrgugat terscbut tclah mclawan hukum scsuai
dengan pasal 1365 KUH Pcrdata

-  Bahwa pcrbuatan Tergugat terscbut ternyata tclah membuat/mcrceckayasa
transaksi-transaksi derivatif yang palsu yaitu becrupa transaksi
Spot dan transaksi forward yang scolah-olah dilakukan olch Pcnggu-
gat pada tanggal 25 dan 26 Agustus 1997 ;

~ TRahwa dasar adanya transaksi mclalui tclcpon tanpa adanya pcrjan-
jian tecrtulis yang ditanda-tangani sccara sah, jclas Tcrgugat tclah
mclanggar Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 7 Tahun 1992 scrta
>edoman Pclaksanaan Derivatif Barat Indoncsia, SE No. 28/13/UD
i ta tanggal 29 Dcscmber 1995 dan SE No. 28/15/UD Jakarta 8

sumrti 1996 ;
: "r"mhwu‘; untuk menghindari kclicikan yang lain dari Tcrgugat 1 maka
i -_" ~Pcngh ugut menarik scluruh uvangnya scbanyak Rp.1.075.304.954,46 atau
\ . ~‘.;;md, ‘dengan US $ 290,045.56 yang scharusnya tctap beCoIlI‘ us .
N 168, 4)64 43 ditambah keuntungan yang scharusnya ditcrima Penggupat
dan/kurcna Tcrgugat tclah mcrugikan Pcnggugat maka Pcenggugat

~—~--gicnuntut agar Tcrgugat mcngembalikan uang Penggugat scbanyak US §.
1,090,524.46 (Satu juta scmbilan puluh ribu lima ratus dua puluh

cmpat dollar cmpal puluh cnam sen)

Mcnimbang bahwa atas gugatan Pcnggugat terscbut Kuvasa para-
Tergugat tceclah menolaknya dengan mengemukakan dalil-dalil antara lain
pada intinya adalah scbagai berikut

- Bahwa Pcnggugat tclah mcemcrintahkan para Tergugat untuk berwenang
melaksanakan instruksi-instruksi antara lain pclaksanaan Forciagn
ExChange Transaction/Tranaaksi Valuta Asing scperti ; Spot, For-
ward dan suap berdasarkan Tcelepon dan/atau Faksimili

-  Bahwa Pcaggugat tclah mencmpatkan uvangnys (dcposit) pada Tergugat 1
untuk kcgiatan Transaksi Valuta Asing atas kcmauan Penggugat scn-
diri ;

-  DBahwa Pengrugat tclah mclakukan kegiatan Transaksi Valula Asing

Forward dan Spot Transaksi pada Tanggal 26 Agustus 1997 scbanyak
tiga kegiatan scearn bergamaan dan berdasarkan transaksi terscbut,
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Penggugal akan membayar Tergugat I dalam US dollar dan akan mcncri-
ma pcmbayaran dalam rupiah dari Tergugat 1 ;

Pecpggugat sudah mcecnikmati kcuntungan dan tclah menikmati Bunga Bank
atas decposito dan mcengambil dcpositonya yang dipcrolch dari kcun-

tungan mclakukan Transaksi Valuta Asing dengan Tcrgugat ;
Bahwa Transaksi Valuwta Asing antara Pcnggugat dan Tcrgugat I tidak
bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan SK Dircksi
Bank TIndoncsia No. 28/119/KEP/DIR Tentang Transaksi Dcrivalifl
maupun Surat Edaran No. 28/13/UD Jakarta 29 Dcscmber 1995 dan

Surat Edaran No.28/15/UD Jakarta 8 Fcbruari 1996 ;

Mcnimbang, bahwa untuk mcmpcrkual dalil-dalilnya Kuasa Pcng-—
gugat tclah mcngajukan bukti P-1 sampai dengan P-14 j-—-—---—--——=—=-=

Mcnimbang bahwa baik Pcpgugal maupun Tcrgugat I Lclah mcaga-
kui bahwa Pcnggugat tclah menycrahkan vang melalui Bank Danamon dan

Bank Tiara Tanda Bukti P-la, DP-1b § ———---c-m—mmmemmmm e

Mcnimbang, bahwa baik Pcnggugal maupun Tcrgugat |1 tc!ah
bahwa antara kcdua belah pihak telabh dibuat perjanjian

mcecngakui
pcaycrahan uang dan dcposito scrta, perjanjian valas Tanda Bukti P-lc
yailu Assignmenl O Tcerm Deposit tanggal 1 Scptember 1997 5§ ————-——-—--

Mcnimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 terbukti

tara Pcnggugat dengan Tergugat I tclah terjadi perjanjian
26 Agustus 1997 dan Transaksi Forward tanggal

. JM nimbang, bahwa berdasarkan bukti r-6, r-7, P-8 dan P-13
riyiwa Pcnggugatl tclah mencrima penjclasan dari pihak pengirim
Hu.tax/t"gnt ng syarat-syarat Transaksi Derivatif ; ————---cceccce-—-

=S ‘-'__'.-.;-/Mcmmbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan olch Pcengpu-
gat terscbut diatas ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan
bahwa Tcrgugat I tclah melakukan transaksi derivalif palsu scperti
vang didalilkan olch Pcnggugat dan karcnanya gugatan DPenggugal harus

dinyatakan tanpa didukung olch bukti-bukti ;

Mcnimbang, bahwa untuk mempcrkuat dalil-dalilnya Kuasa parn
Tergugat tclah mengajukan bukti-bukti yaitu Tanda Bukti T-1 sampai

dengan T-23 § —=--—-—--o oo e m e oot o -

Mcunimbang, bahwa scbcelum mempertimbangkan mengenai pokok
perkara maka tertebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah
perjanjian yang dibuat olch kcdua belah pibak terscbut adalah perjan-
derivatif atau bukap § ---~~----m-—————r——————mm oo -

Tcrgugat I telah melang-
10 ayatl 1 ;

Jiann transaksi

Mcnimbang, bahwa mcnurut Penggugat,
zar pasal 5 ayat 2 dan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal

Mcnimbang, bahwa tidak disangkal olch Penggugal dan karcnan-
ya dianggap diakui kcbenarannya bahwa Penggugat tclah menandatangani
formulir pcmbukaan rckening No. 3764 tanggal 16 Agustus 1997 (bukti T-
1), dan sural inslruksi tanggal 25 Agustus 1997 kcpada Tergugat |
untuk mclakukan transnksi-transaksi/perintah-perintah dari  Penggugat
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gelalui telepon dan/alau Taksimili untuk mclaksanakan kegiatan trans-

akai valuta .'.xsing antara lain bcrupa transaksi Spot dan transaksi
porward (bukbti T-2) § —omommm e

Mcnimbang, bahwa tidak disangkal olch Penggugat dan diakui
tcbenarannya bahwa berdasarkan instruksi-instruksi dari Penggugat
terscbut, Tergugat 1 tclah mclaksanakan transaksi valuta asing Spot
don Forward (bukti ¥-Sa, T-6a, T-7a) dan mengirimkan surat konfirmasi-
surol konfirmasi mengenadi Lransaksi valuta asing Spot and Forward yang
telah dilakukan Tcergugat 1 berdasarkan perintah per tclepon dari
penggugat (bukti T-5b, T-6b dan T-7b). Pcnggugat Lclah mencrima surat
xonfirmasi, surat konflirmasi lcrscbut (bukti T-8a, T-8b dan T-8c), dan

tidoak pcrnah mcenyangkal atau keberatan atas konfirmasi-konfirmasi
lerSChUl 5 — e m e m -

Mcnimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 terbukti bahwa
tindakan Tcrgugat I mclaksanakan Transaksi Valuta Asing dengan Penggu-
gal, tidak pcrnab disalahkan olch Bank Indoncsia dan terbukti berda-
sarkan bukti Tanda Bukti T-20, Tcrgugat I tclah mclakukan Transaksi

valuta asing itu Lerdasarkan pecdoman yang ditctapkan olch Bank Indonc-
Sill § == m e e e e e e

Mcnimbang, bahwa disamping itu saksi ahli dari Bank Indonc-
sia tclah mencrangkan bahwa, transaksi valuta asing yang dilakuka:
olth kcdua belah pihak bukan mcrupakan transaksi derifativ Lctapi
masih mcrupakan perbuatan transaksi valuta asing biasa dan tidak
menyalahi pasal S ayet 2 SK Dircksi BI No.28/119/KEP/DIR, tanggal 29
Descmber 1995 maupun Surat Edaran No.28/13/uUD, tanggal 08 Pcbruari
1996 § —————— e e e m e e -

Mcanimbang, bahwa berdasarkan uraian daan pertimbangan-
//m’_\':h\b\arlgun teracbul diatas maka Majclis berpendapat bahwa transaksi
SMvatelfeusing antara Penggugat dengan Tergugat I adalah transaksi
{')gﬁr‘.d‘-‘u:}\ing biasa bukan transaksi derivatif dan karcnanya perbuatan
:,rfc_t{nugn;' 'l.l],ll dan Turut Tergugat bukan mcrupakan perbuatan mclawan
v hukmn\;"—‘

' f}_’.‘\,’ -

="/ Mcnimbang, bahwa Penggugat tclsh menuntut agar para Tcrgugat

\ membay/w sccara tanggung rentceng kepada Penggugat uang scjumlab US$

“+e0807524,67 (Satu juta scmbilan pulub ribu lima ratus dua pulub cmpat
cnam puluh tujuh scn) yang terdiri dari :

A, Kerugian Materiil
1. Sclisih kckurangan dcposito USS 368,464.343 - US$ 290,045.56 =
Usy 78,418.87
2. bunga atas pembayaran deposito 15% x US$ 368,,464.34 =
Uss 4,605.80

3. Biaya pcengutusan perkara = uss  7,500.00
Jumtan Cuss 90,524.67
B. Kerugian Moral USs 1.000.000.
Jumyah US$1.090.524,67.

Mcnimbang, bahwa tuntutan ini timbul karcpa Penggugat merasa
t:t‘l'kcbcrnum dengan perhilungan yang dibuat olch Tergugat 1 dimana
'C'lxgugat dari uang dcposilo US$S 368.464,343 scharusnyn DPenggugnl

Tinjauan yuridis..., Edi Suryajaya, FH Ul, 2008



D2-P No.052097°%

- 33 -

gcncrima Rp.1.075.304.954,46 atau pada saat penarikan dengan dollar
ada waktu itu adalab Rp.3.620,- sams dengan US$ 290.045,56, schingga
dengun demik ian Penggugat tclab mengalami kerugian 5 —-—-——-oemmeee

Mcnimbang, bahwa atas tuntutan Pcnggugat tcrscbut, kuasa
para Tergugat Lc{uh mcnoltaknya karcna yang harus ditcrima olch Pcaggu-
gal sudab scsuai dengan perjanjian dan bukti-bukti dan untuk itu,
puass para Tergugat tclah mengajukan perhitungan-perhilungan antara

lain :

5. Bahwa berdasarkan surat konfirmasi terscbut yang tclah diterima
Penggugat dan tidak pernah dibantabnya, terbukti bahwa tclah dila-

.

kukan transaksi valuta asing Spot dan Forward scbagai berikul :
a. Transaksi Spot tanggal 25 Agustus 1997.

Pada tanggal 25 Agustus 1997 Penggugal dan Tergugat I mclalukan
transaksi Spot dimana discpakati bahwa Pcaggugat sctuju wmcajual
191,815.38 dcngan nilai kurs Rp. 2,665 per 1 US Dollar kcpada
Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 1997 (bukti T-Sa dan T-5b).

Perincian transaksi terscbut adalah scbagai berikut @

Tanggal Transaksi (Tradc Datc) ¢ 25 Agustugs 1997

Maturity Datc : 27 Agustus 1997

National Amount : US$ 191,815.38

Spot Ratc (Nilai Kurs Spot) : Rp. 2.665 per 1t US Dollar
Tergugat 1 bayar/Pcoggugat terima @ Rp. 511.187.988,-
Penggugal bayar/Tcrgugat terima : US$ 191,815.38

Berdasarkan hat terscbut diatas, pada tanggal 27 Agustus 1997
Penggugatl memiliki deposit Rupiah pada Tcergugat [ scjumlab
tp. 1.016.961.827,- yang wmcerupakan hasil dari Rp.

I
fooN NEXRS - 773.842,46,- 1 Rp. 511.187.988,- (USS 191,815.38 x Rp.
//(p/'\i‘ 65,-), bukti T=9.
N \
V—/”\pg i
\

5\,
. 3
‘1 DN \Pevlig lagan

R Lt ).

Vi \LspRadaf awal transaksio tanggal 25 Agustus 1997 :
N Ll /

AN

s

~\\ ‘r{pélah vang rupiah yang dimiliki Pcnggugat pada Tergugat
~—-=ddalah scbagai berikut : scjumlah Rp. 505.773.842,46, yang
ditransfcer Penggugat pada Tergugat I mclalui Bank Tiara, pada
tanggal 25 Aguslus 1997

Sclanjutnya, berdasarkan Transaksi Valuta Asing terscbut,
Tergugat | mencrima Rp. §511.187.988 dari Penggugat, yauag
merupakan hasil dari penjualan US$ 191,815.38 @ Rp. 2.65S
kepadn Tergugat 1, dan jumiah terscbut olch Tergugat 1 telah
dikredil ke Rekening Rupiah milik Penggugat

Dengoan demikian, jumlah rekening rupiah Penggugat pada Tergugat
I pada tanggal 27 Agustus 1997 adalah Rp. 505.773.842,46 + Rp.
5S11.187.988 = Rp. 1.016.961.827 (satu milyar cnam belas juta
scimbilan ratus cnam puluh satu ribu dclapan ratus dua pulubl

tujuh rupiah).
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Jadi dari transaksi tcrscbut Peaggugal tclab menikmati untung
scbab uvangnya scmula hanya Rp. 505.773.842,46 + USS$. 191,815.38
tclah mcmbesar menjadi Rp. 1.016.961.827,- (Satu milyar cnam
bclas juta scmbilan ratus cnam puluh satu ribu dclapan ratus
dua puluh Ltujuh rupiah).

b. Transaksi Spol tanggal 26 Agustus 1997,

Pada tanggal 26 Agustus 1997 Pcaggugal dan Tergugat | mclakukan
transakasi Spot berdasarkan mana Tergugaet 1 sctuju untuk menjual
Us$. 368,464.43 dcengan nilai kurs Forward (Forward Ratc) Rp.
2.760,~ per 1 US Dollar, schingga scluruhnya scnilai Rp.
1.106.961.827,~ kcpada Pcnggugat dimana dipcrjanjikan bahwa
Maturity Datce (tanggal jatuh tcmpo) adalah pada tanggal 27
Agustus 1997 (bukti T-6a dan T-6b) untuk lebih jclasanya
diuraikan scbagai berikut

26 Agustus 1997

27 Agustus 1997

US$ 368,464.42
Rp.2.760,~pcr 1 US Dollar
US$. 368,464.4)

Rp. 1.016.961.827,~

Tanggal Transaksi {(Trade Dalc)
Maturity Datc

Mational Amount

Spot Ratc (Nilai Kurs Spot)
Tergugat I bayar/Pcenggugat terima
Peaggupat bayar/Tergugat tcerima

49 00 99 e oo oo

dasarkan transaksi ini pada tanggal jatuh tempo (Maturity
) yaitu pada tanggal 27 Agustus 1997 sccara hukum Tergugat
khn mcnycrahkan US$. 368,464.43 kcpada Pcnggugat dan
gugal akan mcmbayar Tcergugat 1 scbesar Rp. 1.016.961.827,-

'\ ¢ I

3
dnjclasan :
3

\ . s ® -
\\ - pengdn vang scbesar Rp. 1.016.961.827 (satu milyar cnam belas
-.._ Jufa scmbilan ratus cnam puluh satu ribu dclapan ratus dua
puluh tujuh Rupiah) dari hasil transaksi dalam butir 3.1
lerscbut diatas, Penggugat kembalji mcengadakan perjanjian dengan
Tergugat 1 bahwa uvang Pcenggugat scbesar Rp. 1.016.961.827
terscbut akan dijual kcpada Tcergugat I dan scbagai dan scbagai
gantinya pada tanggal 27 Agustus 1997 Pcaggugat akan terima
dalam bentuk US Dollar dengan kurs Rp. 2.760 per US Doltlar.
Schinggas pada tanggal 27 Agustus 1997 Pceaggugal mencrima uang
scbesar USS. 368,464.43 (tiga ratus cnam puluh dclapan eibu
cmpat ratus cnam puluh cmpat cmpat puluh Liga scn Dollar
Amcrika Scrikat) dari Tcrgugat 1 ;

Didalam Surat Gugatan DPenggugal jclas mengakui mempunyai uang
scbesar USS. 368,464.43 di Tergugat 1 yang mcrupakan hasil
Transaksi Valuta Asing ;

Jadi Pengpugat tcelah menikmati hasil Lransaksi valula asiap
dengan Tergugat I daa olch karcnanya sangat tidak masuk diakal
apabila sckarang Penggugat mengajukan gugaltan aquo ;

Berdasarkan transaksi Spot terscbut di atas maka pada tanggal

27 Agugstus 1997 jumlah Rupiab yang dimilikt Pcnggugat scjumlah
Rp.1.016.961.827 didcbet scluruhnya, schingga jumlahnya nihil
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Scdangkan jumlah US Dollar yang dimiliki Pcnggugatl pada tanggal
27 Agustug 1997 yang ditcrima dari Tergugat | schubungan Forward
Transaction tcrscbut adalah US$ 368,464.43 (bukti T-10)

¢. Transaksi TForward tanggal 26 Agustus 1997.

Pada Langgal 26 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat I mclakukan
Transaksi Forward berdasarkan mana Pcnggugat sctuju untuk
menjual US$. 370,222.88 dengan nilai kurs FPorward (Forward
ratc) Rp. 2.880 per 1 US Dollar, (schinggs scluruhnya scnilai
Rp. 1.066.241.894,-) dimana diperjanjikan bahwa Maturity BDatc
adalah pada tanggal 29 Scptember 1997 (bukti T-7a dan T-70b).
Untuk lcbih jclasnya diuraikan scbagai berikut

Tanggal Transaksi (Trade Date) 1 26 Agustus 1997

Maturity Datc : 29 Scptember 1997
National Amount : USS. 370,222.88

Forward Ratc (Nilai Kurs Forward) : Rp. 2.880 pcr 1 US Dollar
Tergugat 1 bayar/Penggugal Llerima : Rp. 1.066.241.894,~
Penggugat bayar/Tergugat 1 terima s+ US$. 370,222.88

Berdasarkan transaksi ini pada tanggal jatuh tempo (Maturity
Date), yaitu pada tanggal 29 Scptember 1997 sccara hukum
Tergugat 1 berkewajiban membayar Penggugat Rp. 1.066.241.894,-
dan Pcnggugat akan membayar Tergugat I scbesar US$ 170,222.88.

Ienjeclasan

//CT?’EBQNM arkan Transaksi Valuta Asing Tahap Pcrtama di atas,
//}o‘ o%isi jumlah uvang Pcnggugat pada tanggal 26 Agustus 1997
/:E’A\\Jd.ﬂah scbesar US$. 368,464.43 (tiga ratus cnam puluh dclapan

f{ \ 4_;‘“ \ribul cmpat ratus cnam puluh cmpal cmpat puluh tiga sca Dollar
1 " \Arricrxka Scrikat) dan dimasukkan scbagai dcposito pada tanggal
* ", .- 27 Agustus 1997 sampai dcngan tanggal 29 Scptember 1997 dengan

~_ .'} k_ bun{,a deposito scbesar 6,125 % per tahun (bukti T-12), schinga
\‘,"" jumlah uang Penggugot pada tanggal 29 Scplember 1997 berjumlah
~ie-(0S$. 370,222.88 (Liga ratus Llujuh pulvh ribu duva ratus dua

puluh duu dclapan puluh dclapan scn Dollur Amcrika Scrikat).
Sclanjutnya pada tanggal 26 Scptember 1997 Penggugat sctuju
bahwa pada tunggal 29 Scpiember 1997 uang Peaggugatl scbesar
Us$. 370,222.88 terscbut akan dipcrdagangkan/dipertukarkan Ke
Rupinh dcngan kurs yang tclah dipatok yaitu Rp. 2.880 per 1 U8
Dollar. Maka pada tanggal 29 Scptember 1997 Penggugat akan
mencrima Rupiah scbesar US$. 370,222.88 x Rp. 2.880 = Rp.
1.066.241.894 (satu milyar cnam puluh cnam juta dua ratus cmpat
puluh satu ribu dclapan ratus scmbilan puluh cmpat Rupiah) 3

d. Berdasarkan Transaksi Forward lerscbut di atas maka pada
tanggal 29 Scptember 1997, jumlah Rupiah yang dimiliki
Penggugatl scjumlabh Rp. 1.066.241.894, tclah di kredit olch
Tergugat, (bukti T-11). Sclanjutnya berdasarkan  bukti  T-10,
Penggupgat telosh mencrima pecmbayaran uang scjumlah Rp.
1.066.241.894 (satu milyar cnam pulyh cnam juta dus ratus cmpat
puluh salu ribu delapan ratus scmpilan puluh cmpat) berikut
bunga scluruhnya berjumlah Rp, 1.075.254.954,46,
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Scdangkan Jumlah US Dollar yang scbelumnya dimiliki Penggugat
pada tanggal 27 Agustus 1997, scjumlah USS$. 368,464.43, mcnjndi
milik ‘Tcrgugat 1 karcna pada tanggal 29 Scptember 1997 harus
diberikan Penggugat kcpada Tergugat | scjumlah US $. 370,222.88
Olch karcnanys pada tanggal 29 Scptember 1997 uang scjumlah
Uss. 370,222.88 milik Pcnggugat (mcrupskan US$. 362£,464.43
bunga) tclah didcbet Tergugat I (bukti T-10)

c. !‘cngaugat telah menikmati hasil dan kcuntungan kecrikul bupga
scbagat berikut

- Uang awal dari Penggugat adalah : Rp. 505.773.842,46
dan usg. 191,815.38

- Dari hasil transaksi dcngan Tergugal
I uang Penggugat teracbut bertambah
mcnjadi : Rp. 1.016.961.827, -

- Dari hasil transaksi berikutnya
dengan Tcergugat I maka uang Penggu-
gat tcrscbut bertambah (untung) men-

jadi : Rp. 1.066.241.894, -
Jumlah Kcuntungan : Rp. 49.280.067, -

(cmpat puluh scmbilap juta dua ratus dclapan puluh ridbu
rupiab cnam puluh tujubh scn) yang tcerdiri dari (dcngan
perincian scbagai berikut)

a. Rp. 44.215.731,60 (cmpat puluvh cmpat juta dua ratus |ima
belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah cnam pulub
scn) yaitu kcuntungan dari sclisih kurs dimana Pengzugat
beli dari Tergugat 1 1 US Dollar pada kurs Rp. 2.760 dan

jual kembali ke Tergugat I pada kurs Rp. 2.880,-

incian

880 2760) x US$ 368,464.43 = Rp. 44.215.731,-

Bun%a bank US$. 368,464.43 sctclah dipotong pajak 15 ¥ atas

K.,-.—« \l)un?a dcposito = US$ 1,758.45 x @ Rp.2.880 = Rp. 5,064,336, -

’ Jumlah = Rp.49.280.067, -

¥
1
\

. ,J-umluh kcuntungan yang ditcrima Pcnggugat dalam butir (a)
- (1) bunga = Rp.49.280.067 + Rp.1.016.961.827 =
Rp.1.066.241.894,-

Bahwa berdasarkan perincian diatas, terbukti Penggupat tcelah
memperolch kcuntungan scjumlah Rp. 49.280.067,- (cmpat puluh
scembilan juta duva ratus dclapan pulub ribu cnam pulub tujuh
Rupiah) dari kcgiatan Transaksi Valuta Asing.

— —
Mcnimbang, bahwa dari tuntulan Penggugat dan tanggapun para
Tergugat maka Majcelis berkesimpuvlan bahwa inti pcrsocalannya adalah
uang Penggugat yang tclah jatuh tecmpo tcrnyats tidak scsuai dcengan apa
yang dipcerhitungkan olch Penggugat, hal ini discbabkan karcna nilai
kurs dollar yang dijadikan patokan berbeda, yaitu mcnurut kuasa Tergu-
gat 1 ditcentukan scbesar Rp.2.880,- per-dollar US$, tapi mcnurul Peng-
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gugal scharusnya diperhitungkan berdasarkan kurs waktu itu yaituy
scbesar R;).J:GS(),— per-dollar US$ , schingga tcatu berbeda dari hasil
yang bakal didapat olch Penggugal § =-==——--mmmm e e

Mcnimbang, bahwa atas hal tcrscbut, Majclis berpendapat
bahwa bcerdasarkan bukti-bukti yang diajukan olch DPcnggugal ternyata
bahwa scbclum dilakukam transaksi valuta asing tcrnyata Tergugat 1
telah mc.nclcpon dan mcmberikan konfirmasi kcpada Penggugal tentang
transqkm valuta asing antara Pcnggugat dengan Tergugat dimana meski-
pun tidak ada tanggapan dari Pcnggugat, tctapi Penggugat tclah mencri-
ma uang scjak berlakunya transaksi valuta asing tcrscbul berlangsung
tanggal 25 Agustus 1997 sampai dcngan tanggal 27 Agustus 1997, tcrnya-
ta tidak ada protcs dari Penggugat dan dalam gugatnnya scndiri Penggu-
gatl mcnyatakan bahwa uvang yang ditcrima adalah scbesar US$ 368.464,43,
yang scbctulnya adalah mcrupakan hasil transksi valuta asing tangggal
25 Agustus 1997 dimana kurs dollar ditctapkan adalah Rp.2.665,%cmi—
kian juga scwaktu ditctapkan kurs dollar scnilai Rp.2.760,- pada
tronsaksi tanggzal 26 Agustus 1997 tcrnyata tidak ada protes dari
Penggugat, tetapi sctcelah dollar naik menjadi Rp.3.650,- mulailah
Pcaggugatl menuntut Tergugat | § ~———————m----emocmmer e mmmm e

Mcnimbang, bahwa dari uraian terscbut diatas, Majclis ber-
pendapat bahwa kurs dollar yang ditctapkan Tergugat I adalah mengikat
kcdua belah pihak, schingga transaksi tanggal 27 Agustus 1997 untuk
jatuh tcmpo tanggal 29 Agustus 1997 dengan kurs dollar US$ scbesar
Rp.2.880,~ adalabh mcngikat kcdua belah pihak ; Bahwa pada waktu jatuh
tempo kurs dollar tclah berubah naik atau turun adalah menjadi resiko
dari masing-masing pihak apalagi dalam Lransaksi valita asing sangat
rawan akan naik turunnya kurs dollar § ————-——=-—---—-m-—mmo—c e m o e

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-
pertimbangan tcrscbut diatas, maka Majclis berpendapat bahwa transaksi
asing antara Penggugat dengan Tergugal 1 mcrupakan transaksi
asing biasa bukan mcrupakan transaksi derivatif palsu, tidak
Par SK.Dircksi Bank Indoncsia dan perjanjian transaksi valuta
tar kcdua belah pihak adalah mengikat karcnanya kurs yang
pHan olch Tcrgugat I juga mcngikat kcdua belah pihak § ----=----

=

. " Mcnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
~tefgehut diatas maka gugatan DPenggugal harus ditolak sclurvhnya dan

~karcnanya pula maka biaya pcrkara harus dibecbankan kcpada Penggugat

Mcngingat kcpada pasal dari undang-undang yang bersangkutan:
MENGADILI
Mcnolak cksepsi dari para Tergugal untuk sclurubnya.
Dalam Pokok Pcrkata :
1. Mcnolak gugatan Pcenggugal untuk sclurubnya.

. 2. Mcaclapkan binya perkara scjumlah Rp.305.000,~ (tiga ratus lima
ribu rupiah) dibcbankan kepada I'cnggugal .
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Dcmikianlah diputuskan dalam rapat pcrmusyawaratan Majclio
Hakim Pcngadilun Ncgeri Jakarta PMusat pada hari Sclasa, tanggal 21
Dcescmber 1999 olch RASADI SALMUN,SH, scbagai Hakim Kctua Majclis
dengan BAMBANG S.SRIWULAN, S dan Ny.ENDANG SRI MURWATI,SH, masing-
masing scbagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidong yang tcrbuka untuk umum pada hari itu juga olch Hakim Kctua
Majclis terscbul dengan didampingi olch Hakim-Hakim Anggota tcrscbul
dan dibantu olch NINIK RUKMINI,SH, Panitcra Pengganti dengan dihadiri
olch kuasa Pcnggugal dan kuasa para Tergugat .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

o
TR W
1. DBAMBANG S.SRIWULAN,SH &K S\ /

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRV = s,

Y
. \\:‘/\c\‘—:’ __’/é.’ \): //
2. MNy. ENDANG SR1 MURWATI, SH 4/

Biaya -

|

<
=
£

~ Mater a8 i caieciesscarsaeaess Rpo 2.000,~

— Rcedak i .ceceesrsasensassss Ip. 1.000,-

AIMINIBLIAGBT v eerrorsvnasans Rp. 30.000,-

t

Tanggilan ....... sevreresea veees Rp. 272.000,-

Juml!lah : Rp. 105.000,-
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